
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembenrukan Kotarnadya Daerah Tingkat ll Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintab 
Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa kegiatan pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari, maka perlu 
mengubah Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 63 Tahun 
2025 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah 
Kota Kendari Tahun Anggaran 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali 
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari 
Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum 
Llngkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026; 

WALI KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang 

f>ERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI NOMOR 63 TAHUN 
2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH 

KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026 

TENTANG 

PERATURAN WALl KOTA KENDARl 
NOMOR 8 TAHUN 2026 

PROVINSI SULA WEST TENGGARA 

WALi ~(OTA l(ENDARI 



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjacli Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Ta·mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Noroor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Lndonesia Nomor 5038); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwa.kilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 6187); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



17. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan [Lcmbaran Negara Repub!i.k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Jndonesia Nomor 560) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhi.r dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6856); 

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia. 
Nomor 6757); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Peiaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
6523); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedornan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6197); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

29. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 100, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Prcsidcn Nomor 46 Tahun 
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor ]6 Tahun 2018 tentang Pengad.aan Barangj'.Iasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 67); 

31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nornor 105); 



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pcrubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentan_g Pedoman Pengelolaan Barang Milik Oaerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tcntang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ); 

37. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247); 

39. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal 
Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli 
Layanan .Iasa Konsultansi Konstruksi; 

40 . Keputusan Dewan Pengurus Nasional lkatan Nasional 
Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/Xl/2022 tentang 
Pedoman Standar Minimal Remunerasi/ Biaya Personil 
(Billing Rate) d.an Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan 
Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2023; 



(1) Penyediaan makan/minum diperuntukan pada Kegiatan Rapat, 
Seminar, Bimtek/Diklat, Lokakarya, Sosialisasi, kegiatan lembur dan 
Kegiatan Pemerintab Daerah. 

(2) Biaya makan/minum rapat dan kegiatan rutin harian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sebagai berikut : 
a. Snack dengan tarif' maksimal Rp 15.000,00 per orang; 
b. Makan/minum dengan tarifmaksimal Rp 40.000,00 per orang. 

(3) Biaya makan/minum untuk kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (1) dapat dilaksanakan secara prasmanan 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. Rp 80.000,00 per orang 
b. Rp 150.000,00 per orang (untuk kegiatan tingkat 

Nasional/Intemasional/Tamu Kepala Daerah] 
(4) Biaya snack peserta pada kegiatan PROLANIS cliberikan dengan tarif 

sebesar Rp 5.000,00 per orang. 
(5) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau 

pertemuan yang diselenggara.kan di luar kantor dalam rangka. 

Pasal 5 

1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Bebera.pa ketentuan dalam Pera.turan Wa.li Kota Kendari Nomor 63 Tahun 
2025 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kenda.ri Tahun 
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 63) diubah 
seba.gai berikut : 

Menetapkan: PERATURAN WAL! KOTA 'l'ENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WAL! KOTA KENDAR! NOMOR 63 TAHUN 2025 
TENTANO STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERlNTAH 
KUTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026 

MEMUTUSKAN : 

41. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kenda.ri Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 
2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 
Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari [Lernbaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nornor 1); 

42. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

Pasal I 



No. Jenis Jubotan Satucn Hnlfday Full day 1-'uUboard Residence 
1 Setingkat Kepala OP Rp 510.000,00 Rp 552.000,00 Rp 1.335.000,00 Rp. 94CJ.OOO,OO 

Daerah/Eselon 
1/Pln,pinan 
DPRD 

2 Setingkat Eseton OP Rp 464.000,00 Rp 604.000,00 Rp l.171.000,00 Rp 1.068.000,00 
II/ A11gi,,'<.lla OPRD 

3 Setingkat Eselon OP Rp 309.000,00 Rp 369.000,00 Rp 869.000,00 Rp 450.000,00 
IDke bawah 

penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat 
koordinatif yang paling sedi.kit melibatkan peserta dari Juar satuan kerja 
perangkat daerah atau Masyarakat, terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu: 
a. Satuan bi~a paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat 

atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh 
dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satuJ 
malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, 
ruang pertemuan dan fasilitasnya; 

b. Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 
(delapan) jam tanpa menginap. Kumpunen paket rnencakup makan 1 
[satu] kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua} .kali, ruang pertemuan dan 
fasilitasnya; 

c. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) 
jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan l (satu) kali, 
rehat kopi dan kudapan 1 (saru] kali, ruang pertemuan dan 
fasilitasnya; 

d. Satuan biaya pa.ket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua 
belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 
2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan 
dan fasilitasnya. 

(6) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan 
mernperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
a. akornodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 

l) untuk pejabat eselon 11 atau yang disetarakao ke stas, akomodasi 
l (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 

2) untuk pejabat eselon JU ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar 
untuk 2 (dua) orang; dan 

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna 
anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam 
melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, 
fullday, halfday, dan residence) dan rnengutarnakan penggunaan 
fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip 
pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan rnemperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. 

(7) Besaran satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar 
kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagai berikut: 



(8) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian tugas-tugas pada jam kerja, 
ASN -dan Non ASN dapat diberikan biaya makan dan minum yang diatur 
sebagai berikut : 
a. Untuk rapat-rapat kantor yang waktunya kurang dari 3 (tiga) jam 

dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal 
Rp 15.000,00 per orang/rapat, yang dibuktikan dengan surat 
undangan, absensi rapat dan notulen; 

b. Pelaksanaan rapat yang waktunya lebih dari 3 (tiga) jam dan/atau 
dilaksanakan diatas jam 11.00 Wita, dapat diberikan makan 
dengan tarif maksimal Rp 40.000,00 per orang/rapat, yang 
dibuktikan dengan surat undangan, absensi rapat dan notulen; 

c. Untuk keburuhan pelaksanaan selain kegiatan rapat, dalam ha! ini 
penyelesaian pekerjaan dapat diberikan makan harian maksimal Rp 
40.000,00 per orang/hari; 

d. Untuk kegiatan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, 
dapat tidak menggunakan bukti absensi. 

(9) Biaya makanan/minuman jamuan tamu ditetapkan sebagai berikut : 
a. Snack dengan tarif maksimal Rp 15.000,00 per orang; 
b. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp 40.000,00 per orang; 
c. Makan/minum (prasmanan) dengan tarif sebagai berikut: 

1) Rp 80.000,00 per orang 
2) Rp 150.000,00 per orang (untuk kegiatan tingkat 

Nasional/ Internasional/Tamu Kepala Daerah) 
d. Untuk kegiatan jamuan tamu selain pada huruf a, huruf b, dan 

huruf c dapat ctibayarkan dengan bukti pembelanjaan yang 
senyatanya; 

e. Untuk kegiatan jamuan tamu dapat tidak menggunakan bukti 
absensi, 

(10) Anggaran Belanja makanan/minuman rapat dapat digunakan untuk 
membiayai makanan/minuman dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan 
teknis, seminar dan sej enisnya termasu k I em bur yang dianggarkan pada 
belanja rnakanan dan minuman rapat. 

(11) Untuk Belanja makan/minum pada kegiatan lembur dapat diberikan 
snack [konsurnsi ringan) dengan tarif maksimal Rp 15.000,00/orang 
dan/atau dapat ctiberikan makan dengan tarif maksimal Rp 
40.000,00/orang yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan 
absensi. 

(12) Besaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
ditetapka.n berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp 
150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0, 15%, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Biaya operasional Wali Kota sebesar 60% dari nilai yang ditetapkan; 

dan 
b. Biaya operasional Wakil Wali Kota sebesar 40% dari nilai yang 

ditetapkan. 
( 13) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (12), rneliputi: 
a. Biaya Koorctinasi, yang ctigunakan untuk membiayai kegiatan 

koordinasi bersarna dengan Pernerintah pusat, Pemerintah 



l'fo Unit Ke,ja J•bata.n Funpl Satuan BJa..ifikaal Blaya 
A. SKPD 

Dinaa Pendidikan 
Operator Layanan L Dan Kebudayaan Operator Komputer OB Rp 500.000,00 

(P2) Operaatooer 

Soplr Kepala SKPD 013 Rp l.000.000.00 
Tenaga 

OB Rp 400.000,00 Administra.si 
Penate Layan.an Operator Komputer OB Rp 500.000,00 Operasional 

Tenaga 
OB Rp 400.000.00 Awoinistrasi 

Pengelola Tenaga 
Layanao OB Rp 100.000,00 
C)perasioi,al Admlnistrasi 

Badan Keuangan Operator Layanan Operator AplikaRi 2 dan Aset Daemh Operaaionel Simpel SP20 OB Rp 1.000.000.00 
IA) 

Operator E Office OD Rp 1.000.00Q,OO 
Ad min SIPD OB Rp 1.000.000,00 Perencranaan 

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi Pegawai Pemerintah 
dengan Pcrjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota, dan diatur sebagai berikut: 

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Kabupaten/Kota Lainnya, Pemeri.ntah Kecamatarr/Kelurahan, 
dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun 
harmonisasi hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang 
mendukung pelaksanaan tugas Wall Kota dan Wakil Wali Kota; 

b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan pencegaban dan 
penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, 
bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah; 

c. Biaya Pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wall Kota 
serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan 
konllik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas w:ilayah; 
Biaya Kegiatan Khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai 
kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk 
masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, 
keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan apresiasi 
kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c. 

(14) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional dalam 
bentuk laporan kualitatif setiap bulan. 

(15) Belanja rnakanan dan minuman Wali Kata dan Wakil Wall Kota 
ditetapkan sebesar : 
a. Wali Kota Rp 130.000.000,00/bulan; 
b. Wakil Wali Kota Rp 60.000.000,00/bulan. 

PasaJ 6 



Opera.tor Komputer OB Rp 500.000,00 
Peneta l.llyitnan Tenaga A.kuntansi 
Operasional SKPKO OB Rp 1.700.000,00 

Operator SIPD 
OB Rp 1.soo.000.00 SKPKD 

'tcnaga Akuntansi 
OB Rp 1.000.000,00 SKPD 

Operator Sli'D 
OB Rp 1.000.000.00 SKPO 

Ad min SIPD 
OB Rp 1.000.000.00 Perencanaan 

t'etm.~ Operator 
OB Rp 1.000.000,00 SIMDABarang 

Operator Omspa.n 
OB Rp l.000.000,00 BUD 

Operator- Siste.m 
Akuntansl Barang OB Rp l.000.000,00 
f'c['S(:Qlaan 

3 Oines Kctahanan Operator Layanan Tenaga 
Pangan (A) Operasional ,\dmini.stra.ai OB Rp 400.000,00 

Pennra Layanan 'Tcnega OB Operaeional Administrasi Rp 400.000,00 

Din as Operator Layanan Tenaga q Perpusrakaan Dan OB Rp 400.000,00 
l(ca,-3!pan (A) Operaslcnal Adminjmasi 

Soplr ~lobil 
f>eey"1uh OB Rp 500.000,00 
Pelayanan Kcliling 
Operator SIPn OB Rp 750.000,llO SKPD 
Sopir Kepala SKPD oa Rp 1.000.000.00 

Pena ta J;ayanan 'l'enaga Akunl.cwt.i OB Rp 1.000.000,00 Opemsion.al SKPD 
'T'enag,.'l Arsipo.ris 08 RP !;Q<?.000,00 
Tt:ll?g.'l OB Rp 400.000,00 Admmiatsaai 
Operator Komputer OB Rp 500.000,00 

Oi.nas Operator Layanan 5 Pemberdayaan Sopil Kepala aKPD OB Rp 1.000.000,00 
Perempuan & PA Operasional 

Operator r<ompuier OB Rp 500.000,2(>_ 
Pen.eta Layanan Operator Komputer OB Rp 500.000,00 Operasionat 
Pengelola Umum 'renege House OB Rp 6W.ooo.oo Operasionaj Keeping 

6 Dinas PUPR Operator L.ayaoan 'l'euaga OB Rp 400.000,00 Operasicnal Adminiatr.asi 
·renogn Pengawaa 08 Rp 500.000,00 Teknik 
Operator Alat. Berat OR Rp 1.100.000,00 
Pernbantu OB Rp 750.000.00 Operator A1ac Bernt 
Sopir 1'ruo:.:k OB Rp 1.000.000,00 
Pembantu Sopir OB Rp 600.000,00 1'ru.ck 
Ck>,aning Service OB Rp 400.000,00 

OB Rp 350.000,00 
Sopir Kepala SKPD OB Rp 1.000.000,00 
Penjaga l'mtu OB Rp 300.000.00 lriga<li 
l'cnjaga Bendung OB Rp ;'100.000,00 
Operator Sopir OB Rp 1.8.00.000,00 Mobil Tinja 
Pettlga,$ ?i.fobil 'J'injtt OB Rp 1.700.000,00 
Tenaga Mekru1ik OB Rp Q00.000,00 
Penjaga JPL'I' ()B Rp 650.000,00 
Satgas Bangunon OB Rp 450.000,00 1'sta Kata 

Pe:natn Layrman •rcna_sa. 08 Rp ~00.000,00 Opcresional Administl'8.$l 
Tenaga Akuntansi OD Rp l.000.000,00 SKPD 



Tenaga Pengewes OB Rp 500.000,QO Tuknik 
Sopir Truck OB Rp 1.000.000,00 
Pembanru Sopir 

OB Rp 600.000,00 True}< 
Sat<~s Bangunan 

OB Rp 450.000,00 Tula Kata. 
Operator Komputer OB Rp 500.000,00 

Pengelola Tenaga L~yan~n Adrniniatraei OB Rp 400.000,00 
Operasional 

Te11aga Pengawas 
OB Rp 500.000,00 Tek.ulk 

Satg,,s Bangunan OU Rp 45().000,00 'Tata Kota 
OperaLO.t K0tnuplt.."T OB Rp 500.000,00 

Pcngr.l(lla UnJttm Pt:nj»g;a Benrlung OB Rp 300.000,00 Operasional 
Penjaga Pin tu OB Rp 300.000.00 lrlgas; 
Operator- Soplr OB Rp 1.500.000,00 MobilTlnjn 

Dina,; Tenag,, Tenaga 'l Kcrja dan Penate Leyruw, OB Rp 300.000,00 
Perlndustrlan (P2) Operaslonat Ad:ninistrasi 

Operator Komput.er OB Rp 500.000.00 
Dina a 
Perdngangao, 

Operator l..ayanan Teru,gn 8 Kcperaes, dan OB Rp 300.000,00 
Usaha Kecil Operasional Adminis:trasi 

Menengsh IA) 
OB Rp 400.000,00 
OB Rp 500.000,00 

I OB Rp 75().000,00 
00 Rp 80().000,00 
OB Rp 900.000,00 

Sopir Ke:pala SKPD OB R.p J.000.000,00 
Penate Lcynnan Tetlaga 08 Rp 300.000,00 Operastcnat t\dministraai 

cm Np 400.000,00 
OB Rp 500.000,00 I 

OB Rp 750.000,00 
renge1ola Tenaga Rp ~Cl0.000,00 I.R)'lln?.n Ad:ninistra.S:i OB 
Oeeruslcuul 

OB Rp 750.000,00 
Pcngc1ola ljnrum Tenaga OB R1> 750.000,00 Operasional Ad min hitrsuri 

Dinas 
9 Pengendahan Operator Layanan Sopir Kepala SKPD OB R.p 1.000.000.00 

renduduk dan KB Operasional 

Operator Komputer OB Rp 450.000,00 
Cleruung Servlce OB Rp S00.000,00 

I Ten.a8)>. OR Rp 350.000,00 l\dminimraRi 
Penate Leyanan Operator Komputer OB Rp 450.000,00 Onrr,sional 

OinAR Kormmikasi Opemtcr T..oynnn.n Operator SIPD OB Rp 1.000.000,00 lU dan lnformati.ka Operaat onal SKI'D 
Tenagn Peliput OB Rp J.000.000,00 tkriLa 
Operator Komputer oe Rp 500.000,00 
Tenega 08 Rp 250.000,00 Admtnistrasi 

Pena ta Lay8Jl8n Tr.na~ O[W'tA.tor OB Rp l.~00.000,00 Operasional Ap!ikasi. SPBE 
I Operator E SPPD OB Rp 1.000.000,00 

Tenaga Pellput 013 Rp l.000.000,00 Betita 
Operator Kompu.tor oa Rp 500.000,00 
Teru,ga 

OB Rp 250.000,00 
Adm.in.iatras:i 



Sopir Kepaln SKPD OB Rp J.000.000,00 
Pengelola Tcnoga Peliput OB Rp J.000.000,.IKJ Layanan Berha ~erafJ..:ionru 

Dad an Kesatuan Operator LayQJ:11!n Sopir Kepaia SKPD Of! RP 1.000.000,00 ll Bangsa dan PolltJk Operasiooal - ~ 
Tenaga 

Rp 250.000.00 OB Administrasj 
Penara Layanan Tenaga Akuntansi OB Rp 1.000.000,00 Operasional SKPO 

I Operator Kompurer OB Rp 350 .000,00 
'feTIRgR OR Rp 250.000,00 Ad.miJ.l.is1.rasi 

Batlan 
~nl'lnggu)auga.u Operator Layanen Operator OB Rp 750.000,00 12 Bencana Oaerah Operasiorxu Puedelcpe 
(A) 

Penata Layanan Tenaga Akuntau.si OR Rp J.000.000,00 Operasional SKPO 
Sopir Kepala Sl(PO OB Rp 1.000.000,00 
Operator 

013 RP 750.000,00 Pusdalcpe 
Dinas Pcrtanian Operator Layanan Tenaga Kcbcnrlhan OB Rp 600.000,00 13 (P2) Opernsional (Sanftui) IWH 

I Operator Kompurer OB Rp 300.000,00 
Tenaga Tekois OB Rp 250.000,00 Pertaniau 
Tenaga Pembannt 08 RP iso.ooo.oo Adininiatra:si 

Penara Lnyanen Sopir Kepnla SKPD OB Rp 1.000.000,00 Ooerasronej 
Penjegu Malarn OB Rp 400.000,00 SKPI) 
Tenagn Kebersihun OB Rp 100.000,00 Kanter- 
Tenaga OB Rp 400.000,00 Admuusirasi 
Operator Romputer OB Rp 300.000.00 
Tt-.tiugu Teknia: OB Rp 250.000,00 l'crtanian 
Tenaga Pembentu OB Rp LS0.000,00 :\dminislTasi 

Pengelola Tenaga OB Rp 400.000,00 I Layanan Ad.Jninistmsi Orerasional 
Pengelcla Umum 'renaga Kebersihan OB Rp 600.000,00 Operasional (Samt..,;i) RPH 

Penjapt, Kantor OD Rp 400.000,00 (Sntpnm) 
Tenaga Pembantu OB Rp 150.000,00 Adminiatrast 

Dinas Pali wisata 
Operator Laysnan Tenaga Pembal.ltu OB Rp 300.000.00 14 dun Ekonomi 
Operasional Adntinh,tnu5,i Kreatir (Pl) 

<_>~eralor Koml'uter OD Rp 500.000,00 
Sopir Kepo.ln SKPD OB Rp l .O<J?.000,00 
PfJtugas Taman OB Rp J .500.0QO,OO I 
Tenaga Pembahat OR Rp 1.500.000,00 l{umpu.l 
Tenaga Penyapu OB Rp 1.500.000.00 Julan/SuwP"h 
Pctuga,s Pemberaih OD Rp l.500.000,00 Pe$~ir rant.'\i 

Penata Layanan 1'cru,ga Pe:mbantu OB Rp 300.000,00 Operasloner Administrasi 
Operator Komputer OU Rp 500.000,00 ' P"11g,,lola Tenaga Pc:mbanto OB Rp 300.000,00 LayanQl\_ Admtnietrasi d"tv:rasiunaJ 

I Pengelcla Data Oinas Penenaman Operator Leyanan Layanan lntormaai OB Rp 1.000.000,00 15 Modal dan Operasional dau F.dukasi Pelayanen 
Puhlik ' 



Terpadu Satu 
Pinto (Pl) 

Tenaga 
Adminisrrasi OB Rp 400.000,00 

Pengelcle, Data. 
Pcnat.a ~an Layannn, Iuformf:l& 

OB Rp J.500.000,00 Operasional rum F..dukasi 
Publik 
Sopit Kepala SKPU OB Rp l.000.000.00 
Tenaga 

OB Rp 400.000,00 
~ f\d minletrasi 

Dinos 

l6 Kependudukan Operator Layanan 'l'enaga Operator OB Rp 1.5-00.000,00 dan Pencetatan Opcraenonel Aplikas! SPBE 
Sivil (Pl) 

O;,erator SIAK OB I Rp l.000.000,00 
Front Office OB Rp 750.000.00 
Tenaga 

OB Rp 400.000,00 Ad.m.inistra.si 
Penata 1.ayanan 't'enaga OperaiOf OB Rp 1.500.000,00 Operastonal Aplikasi SPBE 

Operator SIAK OB J Rp 1.000.000,00 
Operator SLPD ou I Rp 1.000.000,00 SKPD 
Tenaga Aktwlun~ OB Rp 1.000.000,00 SKPO 
Front Office. OB Rp 750.000,00 
Operator Kompuler OB Rp soo.000,00 
Tenaga 

OB Rp 400.000,00 Adminietrasi 
Sopir Kcpala SKPD OB l<p l.000.000,00 

Ptmgclola 'Tenaga Operator Rp l.500.000,00 La\.-artrut Aplik•si SPBE OB 
~rasional 

Operator SlAK OB Rp J.000.000,00 
Pront Office OB Rp 750.000,00 

17 Oina,t:i Penkrulan Operator Layanan Cleaning Service OB Rp 500.000,00 (Pl) Opr.-rnai on fl 1 
Operator Kcmputer OR RJ> 500.000,00 
Tenaga OB Rp 400.000,00 1\dminisuasi 

Pe1\QlQ U\Y"'1afl 'T'enaga OB Rp 400.000,00 Opercsioncl Adm.inistreai 
Operator Komouter OB Rp 500.000,00 

l8 Saruan Polisi Operot.or Leyenan Petugas Sarpol PP OB Rp 1.000.000,00 Pamong Prajo (Pl) Operasional 
Petugas Pikct OB Rp LOOU.1100,00 Satpol PP 
Sop[r Mobil PauuU OB Rp 1.000.000,00 Pamang Praja 

Penata Layanan Petugas Sarpol PP OB Rp 1.0(1(1.000,00 OnP.rnsional 
Petugae Pikct OB l'lp 1.000.000,00 Sotr>ol PP 

PcngcJala PelugM Plket Rp 1.000.000,00 Lo.yaruci SatP.Ol PP OB 
0DP.Ttl£i.iQna1 

Petugaa 'Satpol PP OB Rp l.000.000,00 
Dinas Pemadam Tenaga Pemadam 19 Kebakeran den Operator Leyanan OB Rp J.400.000.00 
Ptnyelamatan [I'll Operasioual Kebakuren 

Pctugaa Pe.madam 
Kebekaren dan OB Rp 1.2o<J.OOO,OO 
Penvelamatan 
Tenaga 1\1ek:a.nik 
Pemadam OB Rp l.500.000,00 
1<: c bakarat1 

Penam La_yanan Tenll.g3 Penuuio.u1 OB Rp 1.400.000,00 Operasional Kebaksran 
Petugas Pemadam 
~ebakara.n dan OB Rp 1.200.000,00 
Penyetameten 



Tenaga Mekonik 
Pemadam OB Rp 1.500.000,00 
Kebakaran 

Pengelola Pc tu gas Pemadam 
~'la.OM Kebakaran dan OB Rp 1.200.000.00 
Operaaional Pen ye Jam.at.an 

20 Inspektorat Operator Layanan Operator Kamputer OB Rp 600.000,00 Daerah (Pl) Opetosional 
Tenaga OB Rp 500.000,00 AdmjnjStr'dSI 

l'enata Layanan Tenaga Ak'Untansi OB Rp 1.000.000.00 ,_ Operasional SK.PD 
Sopir Kepala SKPD OB Rp l.000.000,00 
Operator Komp~~r OB Rp 600.000,00 
'Tenaga OB Rp 500.000,00 Admi.oistraSi 

Peagetola 'l'cnaga Akunta.nsl La yaaen 
SKPD OB Rp 1.000.000,00 

o~mi:lional 
Bad an 
Kepega.wuian dan Tenaga 21 Pcngembaogan Operator L..'\y1Utan OB Rp 350.000,00 
Suwber Daya Operasional Admmistmst 

Manus;a (PJJ 
l:iOp!r Kepala SKPD OB Rp 1.000.000,00 

Penasa Leyenan Tenaga OB Rp 350.000.00 Opcrastonal Ad.wiuistrasi 
Tenag,, AkuntanN OB Rp 1.000.000,00 SKPD 

Pcngetola 
Lavanaa Operator- Komputer OB Rp 450.000,00 
;..:_:-__:rasional 

22 lJltU:U:1 Ope.rntor la.)-anan SOJ..'\\.l' Bua 'JTftnR OB Rp 2.000.000,00 Perbubungan (A) Operasional LulojBus Sekolah 
lnspekrur Bus 
'Trena Lulo/8u• OB Rp 1.00().000,00 
Sekoklh 
Tenaga Penguji 
Kr.ndArA~n OB Rp 1.000.000,00 
Bermotor 
Pengawas Ll.JW OB Rp 1.000.000,(K) 
Operator Traffic OB Rp 750.000,00 Light 
Tenngo. Keber:illum 08 Rp 600.000,00 T<rminsl 
CJr..aning Service OB Rp 500.000,00 
Penjagn Malrun Ott Rp 500.000,00 SKPD 
Operator Komputcr OB Rp 500.000,()0 
Tenega OD Rp 400.000,00 Ad.ministmsi 
JaSR. 'Tenaga 08 Rp 250.000,00 Perhubungan 
Sopir Mobil Crome OB Rp 1.000.000,00 
TcnagaLPJU ()1.J Rp 1.500.000,00 

Penata La..vanan Soplr Bus Trans OB Rp 2.000.000,00 Operaslcnul LulojBua Sc,kola.h 
Tenaga 1\.ickanik OB Rp l.200.000,00 
Ioepekrur Bus 
'Trane LuJo/Bua OB Rp 1.000.000,00 
Sekolah 
Operator SIPD 08 Rp 1.000.000.00 SKI'D 
1'eo!l8a Akuntantsi OB Rp 1.000.000,00 $KPD 
Pengawaa LLAJ 08 Rp 1.000.000,00 
Operator- ·rr11ffi~ OB Rp 750.000,00 l,ig)\t 
Tenaga Kebersihan 

OB Rp 600.000,00 Tenninel 
Sopir Kepa!n SKPO OB Rp 1.000.000,00 
Operator Kompti.Ler ()B Rp 500.000,00 



Tenaga OB Rp 4-00.000,00 Administrasi 
,fa~ Tenaga OB Rp 2.50.000,00 Perhubungan 
Tenaga Lf\JU OfJ Rp 1.500.000,00 

Pengelala lnapektur- Bus 
Layanan Trans Lulo/l3uo OB Rp 1.000.000,00 
Operasional Scknlah 

Jasa Tenaga OB Rp 250.000,00 Perhubungan 
Tenaga LPJU OB Rp 1.soo.000.00 

Pengelola Umun1 Soplr Bu:; Trans OB Rp 2.000.000.00 Operru.ional Li,Jo/Bus Sekolah 
zs Dinas so,i•l (A) Operator Layanan Operator Komputer OB Rp 400.000,00 Ooerasional 

Tenaga OB Rp 350.000,00 
I Administ:raai 

' Petugae Kca,mauan 00 Rp 500.000,00 
Pena ta Layanan Tenaga, Muntonsi OB l{p 1.000.000,00 I Operaaional SKPD 

' Tenaga OB Rp ~50.000,00 Admiruetrasi 
S<>pir Kepala SKPD OB Rp L000.000,00 

Oinas Perumahan 

24 Kawaean Operator l..ayan.au 1'enags OB Rp 350.000,00 Perurnab.an dart Ope:rs sinnal Admin\strasi 
Portanahon (A) 

:lopir Kepala SKPD 013 Rp J .000.000,00 
Operator 
Llslrik/PDAM OB Rp 300.000,00 

_ (Rusu:nawa) 
Pet:Ugtl$ 
Kebcrsihan OB Rp 300.000,00 
(Rusunawa) 
Petugas Keamanan OB Rp 300.000,00 tRusuna,va) 

I !lt,af :\dmjnlstrasi OB Rp 300.000,00 (Ruaunawa) 
I Sopir/Staf UPTO OB Rp 1.soo.000.00 Pemakaman 

Pe tu gas OB Rp 1.000.000,00 Pemakaman 
Penut.a Laj-anan Operator Kotn.pulcr OB Rp 400.000,00 Operasional 

'J'ena.ga OB Rp :1~0.000,00 Adminisuasi 
ser A<l.r.ujuh1Lrasi 

01;1 Rp 300.000,00 IRuaunawa) 
I Petugae 

Kebersihan OB Rp 300.000,00 
lH:ustlna"'ft) 
Pctugas OB Rp I .000.000,00 

I Pemakaman 

I l'engelola 
OB Rp 400.000,00 Layanan Operator Kompurer 

Oceraslcual 

I Tenaga OB Rp 350.000,00 Adm.inistrasi 

Pengelola U.r:nwn 
Petugas 

I Kebe.,.;J,an OB Rp 300.()()0,00 Opcrastonal fRu11u11ct\l\'a) 
Perugaa Keamana.n OB Rp 300.000,00 
(RUEIU"Ofl\\'tt;) 
Petugas OB Rp l.000.000,00 Pcm aka.man 

Sadan 

I I Perencana.'Ul Operator Layanan Atltu.in SIPD OB Rp l.000.000,00 2S l'elnbongunun Operasional Pcrencanaan 
Daerah (Al 

Operator Komputer OB Rp 500.000,00 

I 
Tenaga 01,1 l<p 400.000.00 At!tniut~tratd 



Pena ta Layanan Admin Sll'O OB Rp 1.000.000,00 Operaeional Pere.ncan.."UW. 
Sopir Kepala SKPD OR Rp 1 .000.000.00 
Operator Komputer ()IJ Rp 500.000,00 
·r,oaga 

OB Rp soo.000.00 Mn1iulstrasj 
OB Rp 400.000,00 

Pongelola Tcnega 
La,yanan Admin1suas1 OB Rp 500.000,00 
Ooera .. ionaJ 

Bad.rut 
26 Pendapatan Operator Layanao Operator SIP PBB OR Rp 1.000.000,00 

D<lmlh!AI Operasional 

Operator S[P PAD OB Rp T .000.000,00 
Operator Apllkasi 

OB Rp l.000.000,00 $impel SP!lD 
Front Office Mo.I OB Rp l.500.000,00 Pelayanan Publik 
Tenaga 

OB Rp 400.000,00 f\clmiiu.atrasi 
Pengbimpun data OB Rp 1.500.000,00 sumber P/\0 

Penate Luyanen Operator SIP PBB OB Rp LCJ00.000,00 Ooerasional 
Opera,tur SIP PAO OB Rp 1.000.000,00 
OF.T~i<!r ... p1il~Mi OB Rp LC>00.000,00 Sirupel SP2D 
Tenaga Operator OB Rp 1.000.000,00 ~IMOA Rarang 
Front Office Mal Oll Rp 1.500.000,00 Pelayanan Pubuk 
'l'cna:gs 

OB RP 40~.0()\l,QO. Administnusl 
Pengb.bnpun clnta OB Rp 1.500.000,00 sumber- PAO 

Pengelola 
Layanan Operator SIP PBS OB Rp l.000.000,00 
Ooerasional 

Tenaga 
0.6 'W 400,000,00 Adrninhttrasi 

PcnghJmpun data OB Rp l.500.000,00 sumber PAD 
'27 Di.na, Kesebatan Operator Layanan Operator- SIPO OB Rp 1.000.000,00 (A) Operaakrrml flKPn 

Tenaga Pelayanan OB Rp 1.000.000,00 Ci.mum Kcsc.!lalilll 
Clea.ning Service: OB Rp 500.000,00 
Sopir- l\mbulanc,c OB Rp 500.000,00 
Tenaga Laundry OB Rp 500,000,00 

Peneta [.eyooa.n Tenogn A.kuntansi OB Rp 1.000.000,00 Operu.sional SKPO 
OR Rp 1.200.000,00 I Operator su-n OB Rp l.000.000,00 

SKPD 
Dokter Uwum OB Rp 3.000.000,00 
'f'cnaga Keschatan OB Rp 400.000,00 
Tcnege P~vanan OB Rp 1.000.000,00 Umum Kesehatan 
elearung S..rvlce OB Rp 500.000,00 

I Sopir Kcp•I• SKPO OB Rp 1.000.000,00 
I Sopir i\mbulanco OIJ Rp 500.000,00 

Pengtlola Pctugae Jago. 
Layan{!O l'ul>lic Safety OB Rµ 1.000.000,00 
Operasional Center (PSCj l 19 

Tett~tf: Kesehatgn OB Rp 4\l0.000,00 
Tenaga Pelayecen OB Rp 1.000.000,00 Umum Kcsehatan 

28 Sekretartat !)PRD Operator Layanan Sopir Kepa!a SKPO OB Rp 1.000.000,00 (,\) OperaaionaJ 
_!:!perator ~puter OB Rp 500.000,00 -- Petugas l(erun=an OB Rp 500.000.00 
Tetlo\ga OB Rr,-<Ofl.(l()Q,00 .'\dlnin.hstrasi 



Pena ta La.y.atlQQ >;opir Ketua llr'!W OB Rp 2.200.000,00 Oneraeional 
Operator- Komputcc OB Rp 500:000,00 
Pctu.gas Kcaman_an QB Rp 500.000,00 
1'anaga OB Rp 400.000,00 1\dminisuasi 

Pengelola Teu,aga I Layanan i\dmuristmsi OD Rp 400.000,00 
Onerasicnal 

29 ~ekretanat. Operator 1.siyanAn Tenaga 01:1 Rp 2:>0.000,00 I Daerab (P2) Operaslocal Atlmiuh;lrasi 
OB Rp 300.000,00 
OR Rp 400.000,00 

Tenaga Instalatur OB Rp 400.000,00 Listrik 
Opera.tor C'tr.n~t OR Rp 450.000,00 
8opir Sekretaris OB Rp 2.200.0UO,OU Daemh 
Supir Keudaraun 
Opcrasional OB Rp l.000.000,00 
Sckretariat Daerah 
Operator Komputer 08 Rp 350.000,00 

OR Rp 450.000,00 
OB Rp400.000,00 
OB Rp 500.000,00 

Tenaga Protokoler 
den Dokumentaet OB Rp 800.000,00 
Pimpiruw 

Penata Layan an Tenaga 08 Rp 250.000,00 Operaaional Arlministra.!'\i 
OB Rp 300.000,00 
OB Rp 350.000,00 
OB Rp 400.000,00 

Operator- Koueputer OB Rp 35().()00,00 
OB Rp 40(>.000,00 
OB Rp 450.000,00 
08 Rp 500.000,0Q 

Scptr Asisten OR Rp l.000.000,00 
Ad.min SlPD OB Rp 1.000.000,00 Perencanaan 
TenSJ(a l\kunta.nsi OB Rp 1.000.000,00 
SKPD 
Tenaga Protok'Oler 
dan Doku:mentasi OB Rp 800.000,00 
P!mpiuan 

Pengelola Tenaga. t.ayana.n Administmsi OB Rp 250.000,00 
Overaaional 

OB Rp 300.000,00 
Operator Kompurer OB Rp 500.000,00 

Pcngclota Umum Tenaga OB Rp 250.000,00 Operaaional Admh,fstn:t:eii 
Sopir Kcndaraan 
Operasionel OB Rp l.000.000,00 
SckrctariEtt uaeren 

Oma* t.i11glcungan Operator Tenaga 30 Bldlt" dwi Layanan Aclmini.stra ai. OB Rp •l00.000,00 
Kc:hotanan (A) Operasionat 

Tenaga Pembabat 
Rum.pUl Taman OB Rp l.050.000,00 
dan Median Jalan 
Tenaga Pensnpu OB Rp t.050.000,00 Jalaa 
'l'enoga Pemberslh OB Rp 1.050.000,00 Drainue 
'!'eru,ga Meklurik OB Rp 1.200.000,00 
Sopir ~fobil OB R]) 1.450.000,00 Penyiram Taman 
Sopjr Motor OB Rp l.050.000,00 Penyiram Taman 
Petugns To.man. OB Rp l.050.000,00 
Sopir Motor (}fl Rr, f.800,000,00 s~rnpah 



Ansgotn Motor Oil Rp 1.800.000,00 Sampah 
"!'ena-gn Pemberbih OB Rp l.050.000,00 Kali 
'.:'enaga Pcmbabat 
~ttmput T-.unan OB Rp l.050.000,00 
dao Median Jalan 
Satga~ 
Pe.ugawasM dan OB Rp 1.250.00Q,00 Pengendalian 
Kcbersihan 1<013 
Perugas Pemberaih OB Rp 1.050.000,00 Pesisir Pan tai . Perugas TPS 3R OB Rp 1 .350.000,00 
Operator OnHmu OB Rp_ 1.300.000,00 
Sopir Mobi! Oil Rp 2.200.000,00 Sampah 
Soprr Mobil Crane 
dan Anggr.Ha t.1obil OB Rp 2.500.000,UU 
Crane 
Sopfr-Amt- Roll OB Rp J.000.000,00 
Sc,pir Kompaktor OB Rp 3.000.000,00 'lnlk 
Operator Alac Berat OB Rp 3.000.000,00 ~ (Oozert 
Anggo1.a Mobil 

OB Rp 2.000.000,00 Sampa)l 
Pembantu OB Rp 1.050.000,00 Pengawas 1'PA 
Sopir Mobil OB Rp 2.550.000,00 Penyapu J'11a.o 

Penata Leyanen Tenaga Aku 11 UI.TI $i 013 Rp 1.000.000,00 Opcrasiooal SKPO 
1'cnaga OB Rp 400.000,00 Adminis1raid 
Temtga Pembabat 
Rumput· Taman OR Rp 1.050.000,00 
dan Median Jalan 
Tenuga Penyapu OB Rp l.OS0.000,00 -Jalan 
'T'enngn Pembereib OB Rp 1 .050.000,00 Dramase 
1'e:illgn. Mekanik OB Rp l.200.000,00 
Sopir l\(OLOr OB Rp 1.0~0.000,00 Penytram 'Taman 
Perugas Taman Ol1 Rp l.050.000,00 
$opir Meter OB Rµ l.800.000,00 Srunpub 
Tenaga Pembebat 
Pumput- Tuman OB Rp LOS0.000,00 
dan Median .reten 
Sargas 
Pcngawasa.u uan OB Rp 1.250.000,00 Pengendelian 
Kebersihan Kora 
Pet1.1gru, Pembersih OB Rp 1.050.000,00 Peaistr 1-'antai 
Sopir Mobil OB Rp 2.200.000.00 Saropah 
Sopir ~fobil Crane 
dan Anggota Mol>il OB Rp 2.500.000,00 
Crane 
Sopir Kompaktor OB Rp 3.000.000,00 Truk 
Anggula f\.1obi1 OB Rp 2.000.000,00 Sampab 
Pcmbantu OB Rp 1.050.000.00 Peng..'\U'aS TPA 

I Petugas TI'S 3R Ofl Rp 1.350.000,00 
Peagelola Tenugu Akunien14 Layanan SKI'D OB Rp 1.000.000,00 
Q-.... .... A~A6ll 



Ten,'lga OB Rp 4-00.000,00 Administrasi 
'l'cn-aga Pembabat 
Rwnput Taman OB Rp 1.050.0U0,00 
den Med.itw Jalan 
"fen~ Pe11yapt1 OB Rp 1.050.000,00 .Jal an 
'Tenaga Pcmberaih OB Rp 1.050.000.00 Drainase 
Sopir Mobil OB Rp L4c>0.000,00 Penyiram T<:1.man 
Petugaa Taman OB Rp 1.050.000,00 

J Anggota Mobil OB Rp 2.000.000,00 Sampah 
Pe..ngelola t.:wum Tenaga OB Rp 400.000,00 Opcraatona.l Administras! 

Tenaga Pembaba; 
Runt put 1°{'.man OB Rp 1.050.000,00 
dan Median Jo.l!ln 
Teua_~o Penyepu t OB Rp l .050.000,00 .Ialan 
T•noea Mekanik I OB Rp 1.200.000,00 
Sopir Motor I OB Rp l .050.000.00 PenyirfUTI- Tuman 
1-"t:lug_as Tttman OB Rp 1.050.000,00 
$()piT 1'1C>t0f OB Rp 1.800.000,00 Sampah 
Anggota Motor OB Rp 1.800.000,00 S.= PM 
Tenaga Fembersih I OB Rp 1.050.000.00 Kali 
Tenaga Pcmbabat 
RutnpUt Tam an OB Rp 1.050.000,00 
den Median JalllJl. 
Pet;uga,$ Pembersib - 
Pesisir- PanlJ:ti OB RJ> 1.050.000,00 

Sopir Mobil OB Rp :.t.200.000,00 
'-- sampan -- Sopir Mobil Crane 

dan Anggota., f'.tobil OB Rp 2.500.000,00 
Cran.e 
Soplr Arm Roll I OB Rp 3.000.000,00 
Operator Af.il Bt:rat OB Rp 3.000.000,00 (e.xca"-ator) 
Anggota Mobil OB Rp 2.000.000,00 Sampab 
Pcmbantu OB Rp 1.05-0.000,00 Pengawas lPA 
AnllflOta Mobil OR Rp 1.550.000,00 Penyanu Jaten 

31 Din as Pemuda Penata La:yan8Jl Tenaga Akuntansi OB Rp 1.000.000.00 dnn Ola.hros,,. (A) Opcraslonal SKPD 
Ru mall Saldi Operator 1'cnaga 32 Umum Daorab Lnynnan Admia.istrasi OB Rp 750.000,00 
fP21 Operasionat 

'Transporter OR Rp 750.000.00 
''t'enaga ·rel:nlls OB Rp l.OU0.000.00 Tertenru 
Instalatcr Listrlk I OB Rp 1.000.000,00 
Tenaga Hcuae OB Rp 600.000.00 Keeping 
Sopir Ambulance OB Rp 1.000.000,00 
·renAg::t l .. aundry OB Rp 750.000,00 

1-'enata L~vanan Doktcr Umu.cu 013 Rp 3.000.000,00 Oecraelonat 
Tenaga OB Rp 1.000.000,00 Keperawatan 

OB Rp 75-0.000,UO 
Tenaga Kebtdanan OB Rp 1.000.000,00 

OB Rp 75-0.000,00 
'l'cnaga K'e30ha.tan OB Rp 1.000.000,00 r~"tuuya 



OB Rp 750.000,00 
'Tenaga Teknie Sl"-1 08 Rp 2.000.000,00 RS 
Tenaga OB Rp 750.000,00 Ad.ministraai 
Tcuaga Tekn.i3 06 Rp 1.000.000,00 'Tertentu 
1'enaga House OB Rp 600.000,00 Keeping 
Sopir Kepala SKI'D OB Rp 1.000.000,00 
Tenaga Operator 
Sistem Informasl, OB Rp 1.000.000.00 Akuntau~i dan 
Bh.ra.ng Persediaan 
Tenaga. Akuntans] OB Rp 1.200.000,00 

Pengelola Tenaga OB Rp 1.000.000,00 Layanan Kepera\\'l\tan OccraBlonal 
OB Rp 750.000.00 

Tenaga Kebidanan OB Rp 1.000.000,00 I 
OB Rp 750.000,00 

Tt:naga Xesehalan OB Rp 1.000.000,00 
Lainnya - OB Rp 750.000,00 
Tenaga Teknis OB Rp 1 .000.000,()Cl Tertentu 

Pengelola Umum 'fcnaga 'l'cknis OB ·~ 1.000.000,00 Operaslonal Tertenw 
Tenaga OB Rp 750,000,00 
l\dmio.istraai 
Sopir Ambulance OB Rp 1.000.000,00 
Tenaga Laundry OB Rp 750.000,00 

l<ccamatan \Vua Operotor Layanan i Tenaga OB Rp 250.000,00 33 wua (Al Operasional Adrntnistrasi 
Penata 1.aynnRn Tenega OB Rp 250.000,0() 
Operasiunal Adrui.n.lstrasi 

Kec.amatan Operator Layanan Tenaga OB Rp ~00.000,00 31 Nambo(A) Operaeional Ad mtniatrael 
Tenaga OB Rp 2fi0.000.00 Admirtist.NH>i 

Pena ta Layanan Tenaga OB Rp 400.000.,00 
Operastonal Administrasi 

Kecamatan Operator Layanan Tenaga OB Rp 400.000,00 35 Puuwem (A) Operasionel :\dministnud 
OB Rp S00.000,00 
OB Rp 300.000,00 

Penuta Lt\yw:aan Tenaga OB Rp 500.000,00 
Operasional Adroin.istrasi 

Tenaga OB Rp 300.000,00 Adwlltl$ttasi 
Kecamatan Operator Layanan Tenaga OB Rp 250.000,00 36 Baruga (111 Operasicnal Adminietrasi 

Operator Kompurer oa Rp 4-00.000,00 
Pc:natn Leyunnn Tenaga OB Rp 250.000,00 Operasional Admlni$tta6J 

Operator Kcmputer OB Rp 400.000,00 
Keca.matl;ln Operator Layanan Tenaga OB R.p 400.000,00 37 Mandonga (A) OpcrasionJtl . .\dminis trasl 

OB Rp 300.000,00 
OB Rp 250.000,00 

Operat.or Komputer OB Rp 500.000,00 
OB Rp 400.000,00 

l'enaro Lnyanan Tenaga 06 Rp 3()0.000,00 Operas Iona! Admlnlstrasi 
013 Rp 250.000,00 

Operator Ko.mpute-r OB .Il!' 250.000,00 
Pengelola 'l'enaga OB Rp 250.000,00 Layanan Adrniniatraei o---.uional 

Kecamatan Opcmtor LayMM Tenag.~ OB Rp 400.000,00 38 Kendari Barnt (A) Operas:ional Adminisln'lt.:t 
I OF.l Rp 250.000,00 



OB Rp 350.Q\)0,00 
Operator Komputer OB Rp 500.000,00 

PenalA Layana:n Tenaga OB Rp 400.000,00 Operasional Administrasi 
Pengelola T""- OB Rp 400.000,00 Layenan Adminiscmsi Operastonal 

'l'enHga, OB Rp 350.000,00 Ad.micthstrrusi 
Kecametan Poasia Open.tlor L11yana11 'l'enngo. OB Rp 300.000,00 39 (A) Operasional Admini~tmsi 

OR Rp 350.000,00 
I OR Rp 250.00(),00 

Penata t.ayanan Operator Kompucer Otl Rp 400.000,00 Op erosional - Tenaga OB J<p 300.000.00 Ad:n1inia.trasi 
Kecaruat.au Ab<,li Operator Layanan l'en.aga OB Rp q00.000,00 40 
(A) Opera:sional AdmiJllstrasl 

OB Rp 300,000,00 
Kecam.ar.an. Kadis Operator La.yanan Tenaga OB Rp 350.000,00 41 (Al Operesional Adruinistrasi 

Tenaga OB Rp 300.QOQ,00 Adn11niatrasi 
Pena ta Layanan 'fenag,a OB Rp 350.000.00 Operuaional Ad.ru.Ul1$trasi 

Tenaga OB Rp 300.000,00 Admintstraet 
Kecamatan Operator La.yanBn TeQaga OB Rp 400.000,00 q:,i 
Kendari (A) Operastonal Adrninistraai 

Penata l.ayanau 'l'enaga OH Rp 400.000,00 Optw.-J.~iUtU:1,l l\drniniscrasl 
Kecamatao Operator i.Hy~DOD Tenaga OB Rp ;150.000.00 43 Kambu (A) Opemsional Adminietra.si 

renaca Layanan Tenaga OB Rp 250.000,00 Op~ra,=iional Ad1ninistrasi 

B Sekretariat 
Daera,h 
Wali Kota/\Vakll Operator LMsanari Pembantu Rum ah OB Rp 1.soo.000.00 44 Wall Kota (Pl) Operasional Jabo<o.n (Rujab) 

Scptr Wali 
Kota/Wakil \Vali OB Rp 4.000.000,00 
Kot:.f 

Pena ta Layanan Staf Ad!Wnistrasi OB Rp 1.500.000,00 Operasional Woll Koca 
Pembanru Rumab OB Rp l.500.000,00 Jabaron {Rujab) 

c Din•• PendjdlJcan 
den Kcb-udayaan 

I Guru (Al 
Guru Ahli 

Rp 200.000,00 4i; Pcrtama - Ouru OB 
Azania ls.lam 

OH Rp 250.000,00 
I OB Rp 500.000,00 
I OB Rp 600.000,00 

OB Rp 750.000,00 
OB Rp 800,000,00 
OB Rj> 900.000:00 
OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 
OR Rp 1.500.000,00 
OB Rp 1.920.000,00 

Guru Ahli 
Rp 500.000,00 Pertama - Guru OB 

A ama Kristen 
Rp 900.000,00 OB 

OB Ri> 1.200.000,00 
Guru Ahli 

OB Rp ~00.000,00 Pertama - Ouru 
Baha.R."' tndenesia 

Rp 600.000,00 OB 
OB Rp 700.000,00 
OB Rp 800.000,00 - 



I OB Rp 900.000,00 
OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 
08 Rp 1.400.000,00 
QI) Rp 1.700.000,00 
OB Rp 1.725.000,00 
OB Rp 1.920.000,00 

Guru. Ahli 
Pertarna - Oum OR Rp 300.000,00 
Bahasa bJ•><ITT8 

08 Rp 480.000,00 
OB Rp 500.000,00 - 

I 08 Rp 600.000,00 
OR Rp 650.000,00 
OB Rp 700.000,00 
OB Rp 750.000,00 
OB Rp 800.000,00 
OB Rp 900.000,00 
OD Rp 9Ci0.000 ,00 
08 Rp I ,000.000,00 
OB Rp l.100.000,00 
OB Rp LlS0.000,00 
OB Rp LOS0.000,oo 
OB Rp 1.200.000,00 
()U Rp 1.400.000,00 
OB Rp 1.440.000.,00 
OB Rp 1.500.000,00 
OB Rp l.600.000,()0 
OB Rp 1.700.000,00 
OB Rp 1.760.000,00 
08 Rp 2.000.0()0,00 
08 Rp 2.500.000,00 

Ouru Ahli 
Pertruna - Guru OB Rp 700.000,00 8imb~>an 
Konselinu 
Guru Ab1l 
Pertema - Guru OB Rp 300.UOO,OO 
IPA 

OB Rp 400.000,00 
OB Rp 912.000,00 
08 Rp 1.000.000.00 

oum llhli 
Pcrtama - Guru 08 Rp 200.000,00 
!PS 

OB Rp 250.000,00 
OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp t.200.<lOO,OO 
OB Rp t.250.()(>0,00 
08 Rp 1 .. 500.000,00 
08 Rp 2.400.000,00 

Guru Al~i 
Pcrtama - ouru OB Rp 250.000,011 
Ke.las-SO 

OB Rp 300.llOO,OO 
00 Rp JS0.000,00 
OB Rp 400.000,00 
OB Rp 500.000,00 
08 Rp 600.000,00 
08 Rp 650:000,00 
OB Rp 700.000,00 
OB Rp 750.000,00 
00 Rp 800.000,00 
OB Rp 850.000,00 
OB Rp 900.000,00 
OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 
OB Rp U!S0.000,00 
OB Rp 1.300.000,00 
OB Rp 1.400.000,00 
OB Rp 1.500.000,00 
OB Rp 1.600.000,00 
OB Rp 1. 700.000,00 



GU.TU AbJj 
Pertruna - Guru Guru TK OB Rp 50.000,00 
K~las-TK 

I OB Rp 100.000,00 
Rp 150.000,00 

OB .Rp 200.000,00 
011 Rp 250.000,00 
08 Rp 270.000,00 
OB Rp 280.0(~,oo 
013 Rp 300.000,00 
OB Rp 350.000,00 
OB Rp 400.000,00 
Oil Rp 500.000,00 
OB Rp 600.000,00 
OB Rp 650.000,00 
OB Rp 900.000,00 
OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1. M0.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 
OB Rp 1.300.000100 
OB Rp l.380.000.00 

Guru Paud OB Rp 50.000,00 
Oil Rp 100.000,00 
OF.! l<p 150.000,00 
OB Rp 250.000,00 
OB Rp 300.000,00 
OB Rp 450.000.00 
OB Rp 500.000,00 

Guru SPN SKB OB Rp 200.000,00 . ~-- 
0\ltU Ahli 
Pert:ama - uuns OB Rp 600.000,00 
Mutcmalika 

OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 
ou Rp 1.S00.000,00 
OB Rp Lfx!0.000,00 

ouro Ahli 
Pertama - Guru_ OB Rp 480.000.00 
Peuiasorkes 

OB Rp 500.000,00 
OB Rp 100.000,00-- 
OB Rp 750.000,00 
oa Rp 800.000,00 
08 Rp 900.000,00 
08 Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 

Gu.ru Af~J 
Pertrunn . Guru 08 Rp 900.000,00 
TIK 

{)B Rp 960.000,00 
I OB Rp 2.()00.000,00 

I Penata Layanaa Tenega OB Rp 100.000,00 
Operasionat Administrasi 

OA Rp 1 ~0.000,00 
OB Rp 200.000.00 
OB Rp 250.000,00 
OB Rp 300.000,00 
OB Rp 350.000,00 
OB Rp 400.000,00 
OB Rp ~50.000,00 
OB Rp 500.000,00 
OB Rp 550.000,00 
OA Rp 600.000,00 
OB Rp 650.000,00 
OB Rp 700.000,00 
OB Rp 750.000,00 
OB Rp 800.000,00 
OB Rp 850.000,00 
OB Rp 900.000,00 
OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp l.100.000,00 
vi; l<p l. 150.000.00 



j OB Rp 1.200.000,00 
I OB Rp 1.250.000,00 

OB Rp 1.~00.000,00 
OB Rp 1.500.000.00 
OB Rp 1.800.000.00 
OB Rµ 2.000.000,00 
OB Rp 2.500.000,00 

Pengelcla TenAgA l.a.yanan Admitustrasi OB Rp 200.000,00 
Oneraslcael 

OB Rp 350.000,00 
OB Rp 400.000,00 
OB Rp 500.000,00 
OB Rp 600.000,00 

I OIJ ~ 750.000,00 
OB Rp 800.000,00 
OB Rp 850.000,00 
OB Rp 900.000,00 
OB Rp 950.000,00 -- - OB Rp 1.000.000,00 
OB Rp 1.200.000,00 
OB Rp 1.300.000,00 
on Rp 1.400.000,00 

I OB Rp 1.500.000,00 
OB Rp I. 700.000,00 
OB Rp l.800.000,00 
OB Rp 1.830.000,00 

Operator Layanan. 'Tenaga OB Rp 50.000,00 Operastonet Administra$i 
OB Rp l.00.000,00 
OB Rp 150.000,00 
OB Rp 200.000.00 
os Rp :l50.000,\lO 
OB Rp 300.000,00 
OB Rp 350.000,00 
OB Rp 400.000,00 
OB Rp 450.000,00 
08 Rp 475.000;00 
OB Rp 500.000,00 
OB Rp 550.000,00 
OB Rp 600.000,00 
011 Rp 650.000,00 
OB Rp 700.000,00 
!)B RP. 750.000,00 ~ ~ ~ OB Rp 800,000,00 
OD Rp 900.000,00 
OB Rp 950.000,00 
OB Rp l.000.000,(>0 -- OB Rp 1.oso.000.00 
OB Rp 1.200.000,00 
OB Rp 1.300.000.00 
OB Rp t.400.000,00 
013 Rp 1.500.00(),00 
OB Rp l.600.000,00 
OB Rp l.700.000,00 
OB Rp 1.$00.000,00 --..-.---~-··- -- OB Rp 1.900,000,00 
OB Rp 2.000.000,00 
OB Rp 2.200.000,00 
OB Rp 2.500.000,00 

Pengelola UmL1m 'l't:-nttg.a Otl Rp 300.000,00 Operaa:ional Adn1inis1:nts1 
qo - . ~.400.000,22 OB - Rp 5-00.000,00 
OB Rp 700.000,00 
OB Rp 750.000,00 
OD Rp 800.000,00 
Oll l{p 850.000,00 
OB Rp 1.000.000,oO 
OB RJJ 1.200.000,00 
OB Rp 1,250.000,00 



(4) Pemberian honorarium bagi pelakaana kegiatan disesuaikan dengan 
wak:tu pelaksanaan kegiaran dan diatur sebagai berikut : 
a. Pemberian honorarium TAPD dalam rangka penyusunan APBD dan 

penyusunan Perubahan APBD, adalah sebagai berikut : 
1) Honorarium TAPD 

a) Pembina Rp 3.500.000,00/bulan 
b) Pengarah Rp 3.000.000,00/bulan 
c) Ketua Rp '2.500.000,00/bulan 
d) Wakil Ketua Rp 2.000.000,00/bulan 
e) Sekretaris Rp 1.500.000,00/bulan 
~ Anggota Rp 1.300.000,00/bulan 

2) Honorarium Sekretariat TAPD 
a) Ketua Rp 1.000.000,00/bulan 
b) Sckretaris Rp 900.000,00/bulan 
<e) Anggota Rp €\00.000,00/bulan 

b. Pernberian honorarium TAPD dalam rangka Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adalah sebagai berikut: 
l) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 
a) Pembina Rp 3.500.000,00/bulan 

{2) Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari 
diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Honorer /Tidak Tetap, 
pergantian terse but ditindaklanjuti melalui Nota Togas dari Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali Nota Tugas 
tersebut akan clitetapkan melalui Keputusan Wali Kota. 

(3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas 
sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya 
diarur, sebagai berikut : 

I oa Rp 1.300,000,00 
I OB Rp l.350.000.00 
I OB Rp l.400.QOD,OO 
I OB Rp 1.500,000,00 I 

' No, Uraien Honor eer-bulan 
I. Ketua RW Rp 800.000,00 

I 2, Kerua k'r Rp 800.000,00 
3. Imam Mru;Jid/Pendeta/Bhik•u/Pandita Rp 500.000.00 

4. Perobantu Imam Masjld/ Pernbantu Pendcta/ Rp 175.000,00 
Pcmbantu Bhikeu I Pcmbantu Pandita 

5. Kade,· Kesehatan Rp 50.000,00 
6. Pemantau Jentik Rp zs.ooc.oo I 
7, Gum Mengaji Rp JS0.000,00 
8. Ketua 1,PM tingk .. t Kuta Kendari Rp 1.000.000,00 
9. Kerua LPM Kecamatan Rp 500.000,00 
19. Kcrua LPM Kclurahan Rn 500.000,00 
lL Pemuda Penggerak Ke\urahan Rp 500.000,00 
12. Petugas Pernbantu Keluarga Berencana Desa (PPKBO) Rp 35.000,00 

13. Sub Perugas Pembontu Keluarga Bercncana Dcsa (Sub Rp 35.000,00 PPKBDI 
14. Kader Bali ta Keluarga Balita IRKBl Rp 100.000,00 
15. Kader Balita Keluarga Lansia (BKL) Rp 100.000,00 
16, Kllder Balit!I Kclu!ll'ga RMIIIJ!I (BKR) Rjl 100.000,00 
17. Ten .. za Rohaniawan Pendamolaa Pasien Rn 500.000 00 
18. Kader TB-HIV Ro 50.000,00 
19. Imam Masiid 8Prnrestasf7 Imam Teladan Rn 1.500.000 00 
20. Fasilitator Puskesos Rp 100.000,00 
~J .. Super}·isor Pusk~~Q!:I . Rp l50.000,00 



(9) Tim Evaluasi Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota Kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium 
yang diatur scbagai berikut : 
1 Pengarah Rp 1.500.000,00/Bulan 
2 PenanggungJawab Rp 1.000.000,00/Bulan 
3 Ketua Rp 900.000,00/Bulan 
4 Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan 
5 Anggota Rp 600.000,00/Bulan 

(10) Dalarn rangka pelaksanaan kegiatan Iintas sektor dan ditetapkan 
melalui Keputusan Wali Kata, dalam melaksanakan tugasnya 
diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut : 
a) Nilai Kegiatan s/d Rp 30.000.000,00 

1. Pengarah Rp 600.000.00/Bulan 
2. Ketua Rp 500.000,00/Bulan 
3. Wakil Ketua Rp 450.000,00/Bulan 
4. Sekretaris Rp 400.000,00/Bulan 
5. Anggota Rp 350.000,00/Bulan 

outusan Wali Kota Kendari. adalah sebazai berikut : 
Honor per- Bulan 1~--1 

No U r a i an Pengarah P .• Jawab Ketua Sekrctaris Anggota 
l Penyusunan 1.500.000 950.000 800.000 750.000 500.000 

Peed a 
2 Penyusunan 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 750.000 

Perwali 

Rp 500.000,00/bulan 
Rp 350.000,00/bulan 
Rp 300.000,00/bulan 

Hukum, yang ditetapkan dengan 

b) Pengarah Rp 3.000.000,00/bulan 
c) Ketua Rp 2.500.000,00/bulan 
d) Wakil Ketua Rp 2.000.000,00/bulan 
e) Sekretaris Rp 1.500.000,00/bulan 
f) Anggota Rp 1.300.000,00/bulan 

2) Honorarium Sekretariat TAPD 
a) Ketua Rp 1.000.000,00/bulan 
b) Sekretaris Rp 900.000,00/bulan 
c) Anggota Rp 600.000,00/bulan 

(5) Dalam rangka melaksanakan pendampingan dan pengawasan pada 
kegiatan Penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, maka 
perlu menunjuk Inspektur Daerah Kota Kendari sebagai berikut: 
a. Pejabat Penanggungjawab reviu Penyusunan APBD Rp 

1.250.GOO,OQ/Bulan; 
b. Pejabat Penanggungjawab reviu Penyusunan Perubahan APBD Rp 

1.250.000,00/Bulan; dan 
c. Pejabat Penanggungjawab reviu Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 1.250.000,00/Bulan. 
(6) Pemberian honorarium Tim Penyusunan Standar Harga adalah sebagai 

berikut: 
1) Pengarah Rp 1.500.000,00/Bulan 
2) Ketua Rp l.000.000,00/Bulan 
3) Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan 
4) Sekretaris Rp 750.000,00 /Bulan 
5) Anggota Rp 750.000,00/Bulan 

(7) Pemberian honorarium Tim Forum Data Gender dan Anak adalah sebagai 
bcrikut: 

1) Ketua 
2) Sekretaris 
3) Anggota 

(8) Panitia/Tim Penyusun Produk 
Ke 



a. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh] orang atau lebih, jumlah 
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh 
persen] dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan 
efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat 
puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 
banyak 4 (empat) orang. 

lionor per- kegiatan -> 4 hari - 7 hari (Rp) 
No Anggi:i.ran 

P.Jewab Ketua \Vt\k.it Ketua Sekrollilis Anggota 

1 slO juta 260.000 220.000 210.000 200.000 180.000 
2 > 1() s/d '.:W Juta 290.000 250.000 230.000 220.000 200.000 
3 >20 a/d 50 Juta 300.000 280.000 260.000 250.000 220.000 
4 >50 o/d 100 Juta 350.000 300.000 290.000 280.000 240.000 
5 Diatas 100 juta 400.000 350.000 330.000 300.000 300.000 

- 

Honor per· kcgiatan < 3 hari (Rp) 
No Anggaran Wakil P.Jawab Ketua Ketua Sekretaris Anggota 

l ~10 [uta 200.000 140.000 130.000 120.000 100.000 
2 > 10 s/d 20 Jma 250.000 200.000 190.000 [80.000 150.000 
3 >20 s/d 50 .ruea 280.000 220.000 210.000 200.000 150.000 
4 >50 s/d 100 -Juta 300.000 250.000 230.000 220.000 180.000 
5 Diatas l 00 ju ta 350.000 280.000 260.000 250.000 200.000 

(12) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Sekretariat TPKD 
dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur 
sebagai berikut : 

1. Ketua Rp 650.000,00/Kegiatan Sidang 
2. Sekretaris Rp 500.000,00/Kegiatan Sidang 
3. Anggota Rp 500.000,00/Kegiatan Sidang 

(13) Panitia kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, 
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis 
yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota Kendari, adalah sebagai berikut : 

Honor oer perkara (Rn\ 
No Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 

1 750.000 600.000 500.000 I 350.000 

b) Nilai Kegiatan diatas >Rp 30.000.000,00 s/d Rp 70.000.000,00 
1. Pengarah Rp 900.000,00/Bulan 
2. Ketua Rp 800.000,00/Bulan 
3. Wakil Ketua Rp 750.000,00/Bulan 
4. Sekretaris Rp 600.000,00/Bulan 
5. Anggota Rp 500.000,00/Bulan 

c) Nilai Kegiatan diatas >Rp 70.000.000,00 
1. Pengarah Rp 1.300.000,00/Bulan 
2. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan 
3. Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan 
4. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan 
5. Anggota Rp 700.000,00/Bulan 

(11) Tim Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Tim Penyelesaian 
Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut : 



Dalarn hal narasumber at.au pembahas sebagaimana dimaksud pada 
tabel diatas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, 
maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
honorarium narasumber/pembahas. 

(16) Moderator dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diserninasi, 
bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus 
group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan 
pendidikan dan pelatihan) berdasarkan Surat Togas dari Instansi 
bersangkutan, diberikan honorarium sebagai berikut : 

b. Sekretariat tun pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk 
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekrctaris 
daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai 
berikut: 
1) paling banyak 10 (scpuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan 

yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau 
2) paling banyak 7 (tujuh] orang untuk tim pelaksana kegiatan yang 

ditetapkan oleh sekretaris daerah. 
Dengan besaran honorarium sebesar : 
a. Ketua/Wakil Ketua Rp 250.000,00/Bulan 
b. Anggota Rp 220.000,00/Bulan 

(14) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota 
Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi 
untuk diberikan hadia.h kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur 
maksimal bemilai sebagai berikut : 

l. Juara I Rp 4.000.000,00 
2. Juara II Rp 3.000.000,00 
3. Juara Ill Rp 2.500.000,00 
4. Harapan I Rp 1.500.000,00 
5. Harapan II Rp 1.250.000,00 
6. Harapan III Rp 1.000.000,00 

(15) Narasumber atau Pembahas dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, 
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasu k 
untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan] berdasarkan Surat Togas dari 
Instansi bersangkutan, dibcrikan honorarium sebagai berikut : 

') aatu jam mata pclajaran adalah 60 menit, baik dilakukan secara panel maupun individual . 
.. ) pelaksanaan kegiatan baik secara virtualj'daring maupun secara non vl.rrual/Juring. 

Honor perjam (Rp) *)**) 
·- Eselon U Eselon ill PNS Ool. II 

Sc-Tingkat /Yang /Yang Eselon IV/Yang at.au Keahlian 
Pjbt disctarakan disetarakan f disetarakan/ kualifikasi 

KhUSU$ 
Negara/ /PNS PNS Gol.JV PNS oet.rn Diploma (Pakar/ Kualifikasi Atau Kualifikaai sederajat atau Eselon l 

83/ A tau S l sederajat SLTA Praktisi) 
Forkopirnda l<ualifikasi S2 Sederaiat 

Dlsamnkan 
1.200.000 1.000.000 850.000 750.000 350.000 

dengan Eselon 
11/kualifikasi 
S3 



No. Urajan Satuan Biaya (Rp) Ker. 

1. Golongan IV atau S3 OJ 60.000 
2. Golongan m atau S2 OJ 50.000 Maks 4 jam/hari 
3. Golongan Jn atau 81 OJ 40.000 

(19) Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis 
pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan 
honorarium Rp 5.000.000,00/ Kegiatan. 

(20) Tim Ahli/Kelompok Pa.kar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas 
untuk melaksana.kan kegiatan tertentu dan Tenaga ahli yang 
ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD dapat diberikan 
honorarium menurut golongan atau yang dipersarnakan, sebagai 
berikut : 

No. U r a l a n Satuan Biaya Ket. (Rn\ 
l. Golongan IV aiau 83 OJ 60.000 
2. Golongan [Il atau S2 OJ 50.000 Maks 4 jam/ hari, 
3. Golongan ID atau SI OJ 40.000 kecuali hari libur 
4 Oolongan 11 OJ 35.000 dapat di atas 4 
5 Pcngolah Data Penelitian L.540.000 jam 
6 Perugas Survei Org/Responden 8.000 
7 Pen1bantulapangan OH 80.000 

Narasu.mber atau Pernbahas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan 
Moderator sebagaimana ctimaksud pada ayat (16) berasal dari : 
1) luar satuan kerja perangkat daerah, penyelenggara atau 

masyarakat; atau 
2) dalarn satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang 

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar 
satuan kerja perangkat daerah pcnyclcnggara dan/ atau 
masyarakat. 

(17) Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Pcrckayasa Utama Rp 60.000,00/jam 
b. Perekayasa Madya Rp 50.000,00/jam 
c. Perekayasa Muda Rp 40.000,00/jam 
d. Perekayasa Pertama Rp 35.000,00/jam 

(18) Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pernerintah Kata yang 
ditugaskan untuk mela.kukan penelitian/kajian, pendampingan pada 
suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk 
akrcditasi puskeernas, dapat diberikan honorarium menurut golongan 
atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut : 

*) pelaksanaan keg,atan baik sccara virtual/danngmaupun secarn non virtualyluring . 

Honor per Orang/Kali (Rp)') 

Est:lon IL Eselon III Esclon 
Se- /Yang /Yang IV/Yang 

Keahlian 
No AnggRrAn Tingka1 disetarakan disetarakan disetarakan Khusus Pjbt /PNS /PNS Gol.lV /PNS Gol.JJJ (Pembic..'1.m 

Negara/ Kualifikasi A tau A tau Profesional) 
Eselon l S3 Kualiftkasi Kualifikaai 

S2 S l scderaiat 
1 slO juta 200.000 200.000 150.000 100.000 Disamakan 
2 >10 s/d 20 .Juta 250.000 250.000 200.000 150.000 dengan 
3 >21 s/d 50 Juta 350.00CJ 350.000 250.000 200.000 kualifikasi 
4 >50 s/d 100 Juta 400.000 I 400.000 300.000 250.000 S2 
5 Tu .. 1:a. 100 luta 550.000 I 550.000 350.000 300.000 . 



(21) Keterangan Ahli/Baksi ahli dan beracara diberikan honorarium 
sebagai berikut : 
a. Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli 

Rpl.800.000,00/0rang/Kegiatan/Kall 
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan 
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan mernberikan informasi 
atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang 
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di 
pengadilan. 

b. Beracara Rp 1.800.000,00/0rang/Kegiatan/Kall 
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat 
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas 
untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan 
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak 
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau 
tunjangan tambahan. 

(22) Dalam rangka menunjang kegiatan Wall Kota dan/atau Wakil Wall 
Kota, maka ditetapkan scbagai berikut : 
1. Ajudan Wali Kata Rp 4.000.000,00/0rang 
2. Ajudan Tertutup Wali Kota Rp 3.000.000,00/0rang 
3. Aspri Wali Kota Rp 3.000.000,00/0rang 
4. Sopir Wall Kota Rp 4.000.000,00/0rang 
5. Sopir Pool Wall Kota Rp 2.200.000,00/0rang 
6. Staf Adm. dan Operator Wall Kota Rp 2.500.000,00/0rang 
7. Staf Adm. Wall Kota Rp 1.500.000,00/0rang 
8. Pramu Tamu Rujab Wali Kota Rp 2.000.000,00/0rang 
9. Ajudan Wakil Wali Kota Rp 3.500.000,00/0rang 
10. Aspri Wakil Wali Kota Rp 3.000.000,00/0rang 
11. Sopir Wakil Wali Kota Rp 4.000.000,00/0rang 
12. Sopir Pool Wakil Wali Kota Rp 2.000.000,00/0rang 

(23) Untuk seminar /workshop/ pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan 
oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta (masyarakat) 
diberikan uang saku/uang h.arian/uang transport sebesar 
R;Pl00.000,00/bari/orang. 

(24) Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan 
serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan 
honorarium bagi pelaksana kegiatan : 
1. Pembaca Do'a Rp 200.000,00 
2. Petugas Adat (Tolea Pabitara) Rp 500.000,00 
3. Penceramah Rp 750.000,00 
4. Rohaniawan Rp 250.000,00 
5. Dewan Juri/1'im Penguji Rp 500.000,00/Lomba 
6. Dewan Juri Pagelaran Seni Budaya Rp 1.500.000,00/0rang/Kegiatan 
1. Pendamping Lomba Mata Pclajaran Rp 200.000,00/Lomba 
8. Panitia Lomba Rp 250.000,00/Lomba 
9. Peserta Lomba Rp 150.000,00/Lomba 

JO. Penata Rias Rp 300.000,00/0rang/Kegiatun 
11. Penyanyi Rp 400.000,00/Kegialan 
12. Pemandu Acara/MC Rp 250.000,00/0rang/Kegiatan 



13. Qori/Qoriah dan Saritilawah Rp 500.000,00/Kegiatan 
14. Korcograier (Penata Gera.k) Rp 1.000.000,00/Kegiatan 
15. Inscntif Anandonia Luale Rp 500.000,00/0rang/Kegiatan 
16. Pelatih Paskibraka Rp 150.000,00/0rang/Hari 
17. Admin Paskibraka Rp 1.000.000,00/0rang/kegiatan 
18. Komandan Paskibraka Rp 1.000.000,00/Kegiatan 
19. Komandan Upacara Rp 1.500.000,00/0rang/Kcgiatan 
20. Paskibraka dan Pendamping/ Rp 1.300.000,00/0rang/Kegiatan 

Pengapit Paskibra 
21. Pemateri/Narasumber Paskibraka Rp 1.000.000,00/0rang/Kegiatan 
22. Wasit Rp 150.000,00/0rang/Pertandingan 
23. Hakim Garis Rp 100.000,00/0rang/Pertandingan 
24. Pengawas Lomba Sekolah Rp 350.000,00/0rang 

(25) Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup 
Pemerintah Kot.a Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai 
berikut : 
1. Setingkat Pendidikan Dasar : 

a. Penyusun/ Rp 150.000,00/Naskah/Pclajaran 
pernbuatan bahan ujian 

b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 1.500,00/Siswa/Mat<-1 Ujian 
c. Pengawas Ujian Rp 100.000,00/Hari 

2. Setingkat Pendidikan Menengah : 
a. Penyusun/ Rp 190.000,00/Naskah/Pelajaran 

pembuatan bahan ujian 
b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 2.500,00/Siswa/Mata Ujian 
c. Pengawas Ujian Rp 100.000,00/Hari 

(26) Dalam rangka penyelenggaraan ujian padajenjang pendidikan SD dan 
SMP lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka diberikan honorarium 
sebagai berikut: 
1. Penyusunan Butir Soal Rp 2.500,00/Butir SoaJ 
2. Tela.ah Materi Soal Rp 1.000,00/Butir Soal 

(27) Dalam rangka kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka diberikan honorariwn 
sebesar : 
a. Juri Rp 500.000,00/0rang/Lomba 
b. Official/Pendamping Rp 200.000,00/0rang/Lomba 
c. Pelatih Rp 250.000,00/0rang/Lomba 

aa. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronikj'Cetak 
pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa 
Pcnyiaran/Peliputan berdasarkan MoU sebagai berikut : 
I. Media Cetak dan Media Online Rp 250.000,00/Kegiatao 
2. Media Elektronik Rp 350.000,00/Kegiatan 
Untuk kegiatan pengernbangan partisipasi masyarakat dalam 
pcrumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya 
berdasarkan kontrak kerja sarna maka jasa penyiaran/peliputan 
media elektronik, cetak dan online pernbayarannya berdasarkan 
dokumen kontrak. 

bb. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang 
inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjualan kendaraan 
dinas yang ditetapkan dcngan Kcpurusan Wali Kota diberikan 
h<=mArArinm p~...- K~,gfat::.n yRng dia+ur- s:eba.gai berikuf : 



Rp 2.000.000,00 
Rp 1.500.000,00 2. Sekretaris Tim Seleksi 

n. Seleksi PESPARAWl Tingkat Kora Kendari serta Pelaksanaan 
Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional 
1. Kctua Tim Seleksi 

Rp 2.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 

gg. 

ee. 

dd. 

cc. Pengurus harian Dewan Kcrajinan Nasional (DEKRANAS) Kota 
Kenda:ri, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan 
honorarium sebesar Rp 500.000,00/Bulan. 
Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium 
yang diatur sebagai berikut : 
1. Ketua Rp 220.000,00/bulan 
2. Wakil Ketua Rp 210.000,00/bulan 
3. Sekretaris Rp 200.000,00/bulan 
4. Anggota Rp 150.000,00/bulan 
Instrukturr Pelatih yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota 
Kendari dapat diberikan honorarium sebesar : 
l. Instruktur senam Rp 800.000,00/bulan 
2. lnstruklur senam PROLANIS Rp 200.000,00/bulan 
3. Pelatih Beladiri Rp 1.000.000,00/bulan 
4. Pelatih Korsik Rp 1.000.000,00/bulan 

ff. Panitia Penyelenggara 8TQ/MTQ yang ditetapkan dengan Keputusan 
Wali Kota diberikan honorarium sebesar: 
1. Pengarah Rp 800.000,00/bulan 
2. Ketua Rp 750.000,00/bulan 
3. Wakil Ketua Rp 700.000,00/bulan 
4. Sekretaris Rp 600.000,00/bulan 
5. Anggota Rp 500.000,00/bulan 
6. Anggota (Pendamping) Rp 500.000,00/bulan 
Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan 
STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAW1 Tingkat 
Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWl tingkat 
nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, cliberikan 
Honorarium dan diatur sebagai berikut: 
i. Penyetenggaraan STQ/MTQ 

1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim 
2. Wakil Ketua Dewan Hakim 
3. Sekretaris Dewan Hakim 
4. Anggota Dewan Hakim 
5. Panitera 
6. Pelatih. Lokal 

Besaran Honor Per Bulan/ Kegiatan (Rp) 
N'o Uraian Wakil Ketua Kerua Sekretaris Anggota 

I 1'im Penghupusan Barang- 250.000 200.000 160.000 130.000 
Barang Invcntarisasi & Barang 
Lain Milik Pernerintah Kota 
kendari 

2 Panitia Penjualan Kendaraan 250.000 200.000 160.000 130.000 
Dinas Millk Pemerintah Kora 
Kendari 



ll. Tim Satuan Togas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) 
hektar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kuta, diberikan honorarium 
Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut : 

NO URAIAN SA'l'Ui\N BESARAN 

1 TIM SATUAN TUOAS PENGADAAN 
TANAH /PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 
A. Gan ti Keruzian Tanah s.d 10 Miliar 
1. Kema merangkap Anggota Orang per Bulan Rp 250.000,00 

2. Walcil Ketua rnerangkap Anggota 
I 

Orang per Bulan Rp 200.000,00 

nva denaan persentase menurun sebazai berikut : 
s.d 10 Milyar =(4% x 10 miliar) = paling tinggi 400 Juta 

Di atas 10 Millar s.d = (biaya s.d 10 miliar sebelumnya) = Paling Lingg[ 
15 Millar + (3% x 5 miliar] 450Juta 

Di atas 15 miliar s.d • [biaya s.d l5 miliar sebelumnya) = paling tinggi 
·30 miliar + (2% x 15 rnlliar) 850 Juia 

Di atas 30 miliar s.d • (biaya s.d 30 rniliar sebelurnnya) • paling tinggi 
55 miliar + (1 % x 25 miliar) 1,100 rniliar 

Di atas ;;s rniliar s.d = (biaya s.d 55 m.iliar sebelurnnya] = paling tinggi 
105 miliar + (0,50% x 50 miliar) 1,350 rniliar 

Di atas IOS miliar = (biaya s.d 105 miliar sebelumnya] = paling tinggi 
105 rniliar + (0,25% x 100 miliar) 1,600 miliar 

3. Anggota Tim Seleksi Rp 1.000.000,00 
hh. Tim Sensus BMD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan 

dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa 
penugasannya yang diatur sebagai berikut : 
1. Pengarah Rp 1.500.000,00/Bulan 
2. Penanggung Jawab Rp 1.250.000,00/Bulan 
3. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan 
4. Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan 
5. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan 
6. Anggota Rp 750.000,00/Bulan 

ii. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya 
kepesertaan yang diatur sebagai berikut : 
1. Peserta Kejuaraan STQ/MTQ Tk. Kota/Kab. Rp 1.500.000,00 
2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp 2.500.000,00 
3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp 5.000.000,00 

11· Tim Verifi.kasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik diberikan honorarium sebesar: 
1. Pengarah Rp 230.000,00/Bulan 
2. PenanggungJawab Rp 200.000,00/Bulan 
3. Ketua Rp 180.000,00/Bulan 
4. Wakil Ketua Rp 175.000,00/Bulan 
5. Sekretaris Rp 160.000,00/Bulan 
6. Anggota Rp 125.000,00/Bulan 

kk, Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota 
Kendari Sebesar Rp 10.000.000,00/paguyuban/etnis. 

Oalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) 
hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 
4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau 
setara dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan 
selanjut 



xx. Dalam rangka seleksijabatan ti.nggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan 
dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, 
Penilaian Pola Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum Daerah 
(PPK·Bl.UD), Seleksi Imam Masjid da.n seleksi 1ainnya yang dalam 
rnelaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai 
berikut: 

1) Seleksi ,Jabatan Tinggi Pratama 
1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah 

Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari lnstansi/Lembaga 
Lain 

Rp 10.500.000,00/kegiatan 
Rp 10.250.000,00/kegiatan 
Rp 10.500.000,00/kegiatan 
Rp 10.000.000,00/kegiatan 

a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Tenaga ahli 
d. Anggota 

2. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi 
a. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan 
b. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan 
c. Anggota Rp 500.000,00/Bulan 

3. biaya pelaksanaan Asessment yang dilaksanakan oleh Tim 
Penilai/Penguji [Assesor] sebasar Rp 5.000.000,00/Peserta. 

2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD 
1. Panitia Seleksi terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur 

lndependen dan/ a tau Perguruan Tinggi : 
a. Ketua Rp 3.500.000,00/kegiatan 
b. Sekretaris Rp 3.250.000,00/kegiatan 
c. Anggota Rp 3.000.000,00/kcgiatan 

2. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatuta.n Calon Direksi da.n 
Dewan Pengawas BUMD, Tim Penilai Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 

a. Ketua Rp 5.000.000,00/kegiatan 
b. Tenaga Ahli Rp 5.000.000,00/kegiatan 
c. Anggota Rp 4.000.000,00/kegiatan 

3. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Calon Direksi dan Dewan 
Pengawas BUMD 

3. Sekretaris merangknp Anggota Orang per Bulan Rp 150.000,00 

4. Anggota Orang per Bulan Rp l 00.000,00 

B. Oanti Kerugian Tanah diatas LO Millar s.d 
50 Miliar 

I , Ketua merangkap Anggota Orang per Bulan Rp 300.000,00 

2. Wakil Ketua merangkap Anggota Orang per Bulan Rp 250.000,00 

3. Sekretarls merangkap Anggot.a Orang per Bulan Rp 200.000,00 

4. Anggota Orang per Bulan Rp 150.000,00 

C. Ganti Kerugian Tanah di alas 50 Millar . 

1 . Ketua merangkap Anggota Orang per Bulan Rp 350.000,00 

2. Wakil Ketua merangkep Anggota Orang per Bulan Rp 300.000,00 

3. Sekretaris merangkap Anggota Orang per Bulan Rp 250.000,00 

4. Anaaota Orang per Bulan ~D 200.000,00 



b. Sekretaris Rp 750.000,00/kegiatan 
c. Anggota Rp 500.000,00/kegiatan 

4. biaya pelaksanaan Asessment yang dilaksanakan oleh Tim 
Penilai/Penguji (Asseson sebasar Rp 5.000.000,00/Peserta. 

yy. Reward pelaksanaan Umrah sebesar Rp 40.000.000,00/0rang. 
zz. Honorarium dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 
kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan 
sebesar Rp 200.000,00/kasus/pendamping. 

aaa. Dalam rangka Penyuluhan/Pendampingan Pekarangan Pangan 
Lestari (P2L) diberikan honorarium sebesar 
Rp350.000,00/0rang/Bulan. 

bbb. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKMJ Kelurahan 
diberikan Honorarium sebesar Rp 150.000,00/Tabun. 

ccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada 
Petugas P2TP2A dalam melaksanakan rugas pendampingan yang 
ditetapkan dengan Keputusa.n Wali Kota, diberikan honorarium secara 
proporsional sebagai berikut : 

a. Psikolog Rp 150.000,00/layanan 
b. Konselor Rp 75.000,00/layanan 
c. Advokat Rp 100.000,00/layanan 

bbb. Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan layanan korban 
kekerasan terhadap Perernpuan dan Anak serta mendukung proses 
pendampingan kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Kendari, dalam 
pelaksanaan kegiatannya diberikan : 
1. Jasa Tenaga Ahli Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan, diberikan honorarium sebesar : 
a. Psikolog Rp 150.000,00/Layanan 
b. Konselor Rp 75.000,00/Layanan 
c. Advokat Rp 100.000,00/Layanan 

2. Biaya Perjalanan Dinas Pendampingan (SATGAS-PPA Kecamatan] 
terhadap KTA KTP, diberikan sebesar Rp 120.000,00/Kasus. 

ccc. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa 
penugasannya: 
1. Ketua Urnum Rp 400.000,00/bulan 
2. Ketua Harian Rp 350.000,00/bulan 
3. Sekretaris Rp 300.000,00/bulan 
4. Anggota Rp 200.000,00/bulan 

zz. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa 
penugasannya : 
l. Ketua Rp 400.000,00/bulan 
2. Sekretaris Rp 300.000,00/bulan 
3. Anggota Rp 200.000,00/bulan 

aaa. Biaya Mediko Legal Kegiatan Korban Kekerasan Anak dan Perempuan 
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Kendari diberikan sebagai berikut : 
a) Visum at Psikiatrum Rp 300.000,00/pemeriksaan 



b) Observasi Rp 80.000,00/pemeriksaan 
bbb. Blaya Operasional pendampingan dan penjangkauan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak terdiri dari : 
a) Biaya Transportasi Korban dan Pendampingan Rp 100.000,00/ 

Kegiatan; 
b) Biaya Penginapan Korban dan Pendamping Rp 500.000,00/Hari; 
c) Biaya Konsumsi Korban dan Pendarnping Rp 40.000,00/Hari. 

ccc. Biaya Operasional rumah perlindungan/bagi korban dan pend-amping 
(biaya hidup dan biaya Kesehatan) Dinas Pernberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak terdiri dari : 
a) Biaya Penginapan Korban Rp 500.000,00/0rang/Malam; 
b) Konsumsi Korban Rp 120.000,00/0rang/Hari; 
c) Konsumsi Pendamping Rp 120.000,00/0rang/Hari; 
d) Biaya Transportasi Korban Rp 100.000,00/Kali; 
e) Biaya Kebutuhan Spesifik Korban: 

· Perempuan Rp 250.000,00/Kasus 
· Anak Rp 400.000,00/Kasus 

f) Biaya Pemulihan Kcsehatan Korban Rp 300.000,00/Kasus 
<ldd. Biaya Medikolegal Kegiatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Kendari sebagai berikut : 
i. Pemeriksaan korban Hidup Rp 765.000,00/pemeriksaan 

ii. Pemeriksaan Korban Meninggal 
· Pemeriksaan Luar Rp 900.000,00/pemeriksaan 
- Pemeriksaan Dalam/Otopsi Rp 3.950.520,00/pemeriksaan 

a) Pemeriksaan Pen.unjang Rp 250.000,00 / pemeriksaan 
b) Visum at Psikiatrikurn Rp 500.000,00/pemeriksaan 
c) Pcmeriksaan DNA Rp 4.600.000,00/0rang 

eee. Dalam rangka biaya operasional rumah perlindungan (biaya hidup 
dan biaya kesehatan), maka ditetapkan: 
a. Belanja kebutuhan spesifik korban (Perempuan dan anak) 

Rp400.000,00/Paket; 
b. Pelayanan kesehatan korban yang tidak dijamin BPJS 

Rpl.600.000,00/Paket. 
fff, Dalam rangka pertemua.n koordinasi dan kerja sama lintas sektor 

dalam pencegahan KtPA dan TPPO maka ditetapkan biaya 
penggantian paket data (jika dilaksanakan secara online) sebesar 
Rp30.000,00/Paket. 

ggg. Dalam rangka kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus 
maka ditetapkan : 
a. Belanja Honor Output : 

1. Ketua Panitia Rp 400.000,00/0rang 
2. Anggota Rp 300.000,00/0rang 

b. Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : 
1. Uang Harian full day peserta Rp 130.000,00/0rang/Hari 
2. Uang Harlan full day panitia Rp 130.000,00/0rang/Hari 
3. Uang Harian full day moderator Rp 130.000,00/0rang/Hari 



Rp 1.000.000,00/bulan 
Rp 1.000.000,00/bu.lan 
Rp 600.000,00/bulan 
Rp 400.000,00/bulan 

Rp 1.300.000,00/bulan 
Rp 1.200.000,00/bulan 

4. Transport kegiatan dalam kota (Panitia, Peserta, da.n Moderator) 
Rp 150.000,00/Kegiatan. 

hhh. Tim Pengelola DAK Non FisikBidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan 
Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusa.n Wali 
Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugas-annya : 
l. Satker Rp 1.300.000,00/bulan 
2. Ketua Tim Teknis Rp 1.200.000,00/bulan 
3. Sekrctaris Tim Teknis Rp 1.000.000,00/bulan 
4. Anggota Tim Teknis Rp 600.000,00/bulan 
Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa pcnugasannya 
sebesar Rp 300.000,00/bulan. 

iii. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi 'kesehatan, Dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk 
membayar I (s.atu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi 
Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan 
honorarium sesuai masa penugasannya sebesar 
Rp450. 000, 00 / bulan. 

jjj. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan 
Jami.nan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa 
penugasannya : 
1. Pcnanggung jawab Satker 
2. Ketua Tim Pengelola BOK 

dan ,Jampersal 
3. Sekretaris Tim Pengelola BOK 
4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal 
5. Anggota Tim Pengelola BOK 
6. Pengelola Tim Pengelola BOK 

600.000,00/bulan 
500.000,00 /bula.n 

Puskesmas 
7. Anggota Tim Pengelola J ampersal Rp 
8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Rp 

Farmasi 
9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-Iogistik Rp 500.000,00/bulan 
Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan 
pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari : 
1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp 55.000,00/hari (Maks. 3 Hari) 
2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp 55.000,00/hari (Maks. 2 Hari) 
~- Biaya konsumsi pendarnping (suami/keluarga/kader 

kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu 
Kelahiran (RTK) sebesar Rp 55.000,00/hari (Maks. 5 Hari) 

ill. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta 
pendampi.ng 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan 
kesehatan] dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan 
terdiri dari : 
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelabiran 

(RTK) sebesar Rp 100.000,00 / sekali jalan. 
2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTl<) kernbali ke 

rumah pasien sebesar Rp 100.000,00/sekali jalan. 

kkk. 



mmm. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta 
pendarnping I orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan 
kesehatan] dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari : 
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Iasilitas kesehatan 

sebesar Rp 100.000,00/sekalijalan 
2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah 

pasien sebesar Rp 100.000,00/sekalijalan 
nnn. Biaya transportasi pendamping ibu ham.il/ibu nifas (tenaga kesehatan 

PNS dan Non PNS atau kader kesehatan] dari rumah pasien ke 
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar 
Rpl00.000,00/per kasus kehamilan/nifasyang disertai dengan Surat 
Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku. 

ooo. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan 
PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas 
Kesehatan diberikan biaya sebesar Rpl00.000,00/per kasus 
kchamilan/ nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala 
Dinas Kesehatan yang berlaku. 

ppp. Pernberian jaminan persalinan yang didalarnnya sudah termasuk 
biaya persalinan bagi. yang tidak memiliki kartu Sadan 
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan 
penyelenggara JKN oleh Penyelenggaran Jaminan Sosial, ditetapkan 
sebagai berikut : 
l. Klaim penanganan persalinan dan Bayi baru lahir Rp 700.000,00/ 

orang/kegiatan; 
2. Rujukan Thu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi baru lahir resiko tinggi 

Rp8.000.390,00/orang/kegiatan. 
qqq. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader 

kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif 
pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai rnelalui 
dana alokasi khusus non fisik Bidang Kesehatan diberikan sebesar 
Rpl00.000,00/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari 
Kepala Dinas Kesehatan. 

rrr. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di RSUD diberikan Biaya 
Makan Pasien Rawat !nap Rp 150.000,00/orang/hari. 

sss. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di Puskesmas diberikan Biaya 
makan sebagai berikut: 
a Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp 110.000,00/ora.ng/hari; 
b Biaya Makan Petugas Jaga Rawat Inap Rp 30.000,00/orang/shift 

malam. 
ttt. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampcrsal) yang didalamnya sudah 

termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BRJS), biayanya. sesuai dengan 
penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian 
Biaya diatur sebagai berikut : 
1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien 

dan pendampingmedis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan 
sebesar Rp 100.000,00 untuk sekali jalan; 



2. Ma.kan minum untuk !bu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) 
selama dalam perawatan maksimal 5 hari RpS0.000,00 / sekali 
rnakan; 

3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan keha.milan beresiko 
tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta 
.Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 
penerima bantuan iuran (PBl) kelas Ill berupa Biaya Jasa 
pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, 
pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan 
BKKBN termasuk perawa.tan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid 
congenital bayi baru lahir; 

4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai 
dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan 
nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

5. Dukungan manajemen/pengelolaan .Jarnpersal Dinas Kesehatan 
Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan 
sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pernbinaan, 
pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi. 

uuu. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter 
(TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang 
mengoprasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium 
Rpl00.000,00/orang/TriwuJan. 

vvv. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (Jampersal), 
merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif 
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan, serta rnerujuk pada Keputusan Wali Kota tentang 
Pelaksanaan Jaminan Persalinan. 

www. Honor Surveyor Akreditasi Puskesmas sebesar Rp 900.000,00/jam 
[selama 3 jam per hari perorang) dan untuk Pendamping Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

xxx. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Surveior dan narasumber 
pusat sebagai berikut : 
1. Uang harian sebesar Rp 1.450.000,00/hari/orang 
2. Biaya transport Rp 4.000.000,00/orang 
3. Biaya penginapan sebesar Rp 600.000,00/hari/orang 

yyy. Khusus DAK Non Fisi.k biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai 
berikut: 
1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas 

dan daftar penerimaan transport; 
2. Honor e-logistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp 350.000,00 / 

bulan. 
zzz. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku. 
aaaa. Juran Jaminan Kecelakaan Kerja dan .Iaminan Kematian bagi Non 

ASN mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 



bbbb. Dalam rangka Audit BLUD yang dilaksanakan oleh Auditor 
Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya : 
l. Mitra Konsultasi Rp 1.000.000,00/hari 
2. Ketua Tim Teknis Rp 800.000,00/hari 
3. Anggota Tim Teknis Rp 600.000,00/hari 

cccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan 
penyusunan dokumen, Tim/ Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, 
Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan 
Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan 
PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai 
berikut: 
1. Pengarah Rp 750.000,00/Kegiatan 
2. Ketua Pokja Rp 600.000,00/Kegiatan 
3. Wakil Ketua Pokja Rp 550.000,00/Kegiatan 
4. Sekretaris Pokja Rp 500.000,00/Kegiatan 
5. Ketua Bidang Rp 450.000,00/Kegiatan 
6. Wakil Ketua Bidang Rp 350.000,00/Kegiatan 
7. Anggota Rp 300.000,00/Kegialan 
8. Tim Sekretariat Rp 200.000,00/Kegiatan 

dddd. Dalam rangka kegiatan Tim Pemeriksa Penjatuhan Hukum Disiplin, 
dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut : 
1. Ketua Rp 650.000,00 /Bulan 
2. Sekretaris Rp 600.000,00/Bulan 
3. Anggota Rp 500.000,00/Bulan 
4. Ketua Sekretariat Rp 300.000,00/Bulan 
5. Anggota Rp 250.000,00/Bulan 

eeee. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit 
Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar 
RpS00.000,00/0rang/semester. 

ffff. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan 
Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 
dan Penanggulangan Kemiskinan Lerhadap lokasi yang tidak dibiayai 
melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Pctugas TALI 
ASIH yang d.itetapkan melalui Keputusan Wali Kota diberikan 
honorarium yang diatur sebagai berikut : 
1. Asisten Manajer Rp 500.000,00/bulan 
2. Front Office Rp 500.000,00/bulan 
3. Back Office Rp 500.000,00/bulan 
4. Fasilitator Rp 500.000,00/bulan 

gggg. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD untuk 
tenaga Profesional lainnya dari instansi lain/rumah sakit lain yang 
sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan 
honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir dengan 
melampirkan salah satu bukti dibawah ini : 
l. Riwayat pelayanan di Rekam Medik Elektronik SIM RS; 
2. Bukti konsultasi via on call/telemedicinc; 
3. Bukti daftar hadir fingerprinc/ceklok. 
Dengan rincian honorarium sebagai berikut : 
1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Rp 666. 700,00 I orang/hari 
2. Dokter Umum, Dokter Gigi Rp 150.000,00/orang/hari 



hhhh. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga 
kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang 
melaksanakan tugas pada bari raya pada RSUD diberikan honorarium 
sebagai berikut : 
l. Tenaga Medis Rp 150.000,00/kali jaga 
2. Tenaga Keperawatan Rp 50.000,00/kalijaga 
3. Tenaga Kefarmasian Rp 50.000,00/kalijaga 
4. Tenaga Kesehatan Lainnya Rp 50.000,00/kalijaga 
5. Tenaga Non Kesehatan Rp 50.000,00/kalijaga 
6. Kasir Rp 50.000,00/kalijaga 
7. Tenaga laboratorium, Radiologi Rp 50.000,00/kali jaga 
8. Tenaga Administrasi Rp 50.000,00/kalijaga 
9. Tenaga. lnfonnasi Jaga Rp 50.000,00/kalijaga 

ilii. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga 
kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang 
melaksanakan tugas di luar jam kerja pada RSUD diberikan 
honorarium sebagai berikut: 
1. Tenaga Medis Rp 150.000,00/kalijaga 
2. Tenaga Keperawatan Rp 35.000,00/kalijaga 
3. Tenaga Kefarmasian Rp 35.000,00/kalijaga 
4. Tenaga Kesehatan Lainnya Rp 30.000,00/kalijaga 
5. Tenaga Non Kesehatan Rp 30.000,00/kalijaga 
6. Kasir Rp 30.000,00/kalijaga 
7. Tenaga laboratorium, Radiologi Rp 35.000,00 /kali jaga 
8. Tenaga Administrasi Rp 30.000,00/kalijaga 

fuj. Bagi tenaga keperawatan, Paramedis, tenaga administrasi pelayanan 
kesehatan, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan 
(Profesional lainnya) pada program Upaya kesehatan Masyarakat yang 
dibiaya pada RSUD diberikan honorarium sebagai berikut : 
1. Tenaga Keperawatan Rp 750.000,00/orang/bulan 
2. Tenaga Kebidanan Rp 750.000,00/orang/bulan 
3. Tenaga Kesehatan Lainnya Rp 750.000,00/orang/bulan 
4. Tenaga Administrasi Rp 750.000,00/orang/bulan 
5. Tenaga Teknis Tertentu Rp 1.000.000,00/orang/bulan 
6. Tenaga Transporter Rp 750.000,00/orang/bulan 

kkkk. Dalam rangka belanja jasa kontribusi workshop remunerasi jasa 
pelayanan pada RSUD ditetapkan sebesar Rp 
25.000.000,00/kegiatan. 

llll. Dalam rangka pelayanan kesehatan pada RSUD yang menggunakan 
tenaga teknis tertentu/profesional lainnya diberikan honorarium 
sebesar Rp 1.000.000,00/bulan. 

mmmm. Dalam rangka belanja jasa kontribusi asosiasi ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. Biaya kegiatan evaluasi Perencanaan Perbaikan Srategis (PPS) - 

Akreditasi RS sebesar Rp 10.000.000,00/kegiatan 
2. Akreditasi Diklat Rp 15.000.000,00/ kegiatan 

nnnn. Dalam rangka memastikan penggunaan teknologi medis yang aman 
dan efektif terutama di bidang radiologi, bagi tenaga fisikawan medik 
diberikan honorarium sebesarRp 2.000.000,00/bulan. 



0000. Dalam rangka menunjang pelayanan pemeriksaan radiologi dan unit 
pcngclola darah di RSUD untuk tenaga khusus Petugas Proteksi 
Radiasi (PPR) dan Tenaga Teknisi Darah dari instansi lain/rumah 
sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD 
dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar ha.dir 
sebesar Rp 66.000,00/hari. 

pppp. Honorarium Dewan Pengawas BLUD ditetapkan sebagai berikut: 
a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% 

[empat puluh persen) dari gaji [meliputi gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan Jabatan, tunjangan fungsional/umum, 
tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan 
gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian) 
serta tunjangan lainnya (meliputi TPP ASN, TPP ASN POL); 

b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% 
(tiga puluh enam persen) dari gaji (meliputi gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan Jabatan, tunjangan fungsional/umum, 
tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan 
gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuranjami.han kematian) 
serta tunjangan lainnya (meliputi TPP ASN, TPP ASN POL); dan 

c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 
% (lima belas persen) dari gaji (meliputi gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan Jabatan, tunjangan fungsional/umum, 
tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan 
gaji, iuranjaminan kecelakaankerja, dan iuran jaminan kematian] 
serta tunjangan lainnya (meliputi TPP ASN, TPP ASN POL). 

qqqq. Dalam. rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Keschatan Tingkat 
Lanjut (FKTL) pada RSUD, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan 
tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif 
Kornite Akreditasi Rumah Sakit (KARSJ. 

rrrr. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non 
kesehatan dibayarkan perbulan sebesar Rp 12.000,00/orang. 

ssss. Premi asuransi kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PB!) bagi 
masyarakat miskin dan orang tidak mampu dibayarkan pcrbulan 
sebesar Rp 37.800,00/bulan. 

tttt. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju 
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah 
rumah melalui SKPD teknis terkait, 

uuuu. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai/Penasihat lnvestasi 
Pemerintah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan 
honorarium yang diatur sebagai berikul : 
1. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan 
2. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan 
3. Anggota Rp 750.000,00/Bulan 
4. Anggota (Tun Teknis) Rp 750.000,00/Bulan 

vvvv. Biaya transport yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional 
Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 150.000,00/Kegiatan/Orang 
di bcrikan kepada anggota Pokja Kampung KB PNS dan Non PNS 
(Masyarakat) dalam rangka pertemuan Pokja Kampung KB, Forum 
Musyawarah Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB yang 
dibiayai melalui dana bantuan BOKB sebesar Rp 
50.000,00/kegiatan/orang. 



wwww. Biaya transport penggerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) 
bagi kader PPKBD clan Sub PPKBD se-Kota Kendari yang dibiayai 
melalui BOKB sebesar Rp 50.000,00/kegiatan/orang. 

xxxx. Biaya transport Kader Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, 
PPKS, clan PIK-KRR) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan 
Keluarga yang dibiayai BOKB sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang. 

yyyy. Biaya transport Petugas distribusi alokon yang dibiayai melalui dana 
BOKB sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang. 

zzzz. Bia.ya transport Petugas PKB dan PLKB dalam rangka staff meeting 
yang dibiayai melalui dana BOKB diberi.kan sebesar 
Rp 50.000,.00/Kegiatan/orang. 

aaaaa. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi 
anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberi.kan sebesar 
Rp 50.000,00/Kegiatan/orang. 

bbbbb. Biaya transport kader pendata dalam rangka pengolahan data KB 
yang dibiayai rnelalui dana BOKB diberi.kan sebesar 
Rp 50.000,00/Kegiatan/orang. 

ccccc. Biaya transport anggota satuan kerja karnpung KB Tingkat Kuta 
Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampong KB 
yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar 
RpS0.000,00 / Kegiatan/ orang. 

ddddd. Dalam rangka pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, maka 
diberikan honorarium Tim. Reaksi Gerak Cepat Pengawasan Pajak 
dan Retribusi Daerah sebesar Rp 750.000,00/0rang/Bulan. 

eeeee. Dalam rangka penagihan tunggakan PBB Perkotaan, Tunggakan Pajak 
dan Retribusi, maka diberikan honorarium Tim Pelaksana Penagihan 
1'unggakan PBB Perkotaan, Tunggalcan Pajak dan Retribusi sebesar 
Rp 750.000,00/0rang/Bulan. 

fffff. Dalam rangka pelayanan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) Kota Kendari diberikan honorarium tenaga Konselor 
sebesar Rp 500.000,00/jam pelayanan. 

ggggg. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
Pemerintah Kota Kendari, dapat didampingi oleh Tim Ahli clan 
diberikan honorarium sebesar : 
a) Ketua Rp l.OOO.OOO,OO/Orang/Bu1an 
b) Sekretaris Rp 750.000,00/0rang/Bulan 
c) Anggota Rp 750.000,00/0rang/Bulan 

hhhhh. Dalam rangka pemberian bonus bagi peraih medali emas, perak, 
perunggu dalam kegiatan STQ/MTQ tingkac Provinsi diberikan bonus 
sebesar : 
1. Peraih Emas Rp 10.000.000,00 
2. Peraih Perak Rp 7.500.000,00 
3. Peraih Perunggu Rp 5.000.000,00 

iiiii. Dalam rangka pemberian hadiah bagi peserta yang mengikuti kegiatan 
STQ/MTQ tingkat Kota diberikan hadiah sebesar : 
1. Juara I Rp 10.000.000,00 
2. .Juara 11 Rp 7.500.000,00 
3. Juara ill Rp 5.000.000,00 



lllll· Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di Kota Kendari, 
maka diberikao honorarium jasa Tenaga Penanganan Bencana 
sebesar Rp 200.000,00/orang. 

kkkkk. Dalam rangka kegiatan penyuluhan KB, maka Fasilitator KB diberikan 
Honorarium sebesar Rp 300.000,00/orang/kegiatan. 

lllll. Dalam rangka kegiatan Penyuluhan KB, maka Peserta Penyuluhan KB 
diberikan biaya transport sebesar Rp 100.000,00/orang/kegiatan. 

mmmmm. Dalam rangka kegiatan pengumpulan Data KB, maka diberi.kan biaya 
tranport Pengumpul Data KB sebesar Rp 50.000,00 / orang/hari. 

nnnnn. Dalam rangka kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka 
Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan honorarium sebesar 
Rp 300.000,00/orang/kegiatan. 

00000. Dalam rangka operasional kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, 
maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan biaya transport 
sebesar Rp 100.000,00/orang. 

ppppp. Dalam rangka kcgiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB 
cliberikan biaya honorarium sebesar Rp 300.000,00/orang. 

qqqqq. Dalam rangka operasional kegiatan Pembinaan Kader KB, maka 
Fasilitator KB cliberikan biaya transport scbesar Rp 50.000,00/orang. 

rrrrr. Dalam rangka operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan 
cliberi.kan transport petugas sebesar Rp 50.000,00/orang. 

sssss. Dalam rangka Kegiatan Perternuan Kelompok Kerja di Kampung KB; 
Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan; Kegiatan Ketahanan 
Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan; maka diberikan honorarium 
Fasilitator sebesar Rp 400. 000, 00 / orang/ kegiatan. 

ttttt. Dalarn rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, 
Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan 
Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya 
transport Peserta (Masyarakat/Kader) sebcsar 
Rpl 00. 000,00 / orang/kegiatan. 

uuuuu. Dalam. rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, 
Kegiatan Pela ksanaan Mekanisrne Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan 
Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka cliberikan biaya 
transport Peserta (ASN) sebesar Rp 50.000,00/orang/kegiatan. 

vvvvv, Dalam rangka opersional pembinaan program KB bagi masyarakat 
oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub PPKBD), maka diberikan transport 
sebesar Rp 100.000,00/orang/kegiatan. 

wwwww. Dalam rangka f>engelolaan Dana BOKB kepada Tim Manajemen 
cliberikan honorarium sebagai berikut : 
l. Kuasa Pengguna Anggaran Rp 1.800.000,00/bulan 
2. Pejabat Pernbuat Komitmen Rp 1.500.000,00/bulan 
3 .. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rp 750.000,00/bulan 
4. Bendahara Pengeluaran Rp 700.000,00 /bulan 
5. Staf Pengelola Rp 500.000,00/bulan 

xxxxx. Oalam rangka rapat koordinasi dan sosialisasi kegiatan BOKB, 
cliberikan transport Peserta sebesar Rp 50.000,00/orang/kegiatan. 

yyyyy. Dalarn rangka makan/minum pelatihan tematik Pekarangan Pangan 
Lestari, rnaka cliberikan biaya sebesar Rp 50.000,00/orang. 



eeeeee. Insentif Non PNS Pemungut Pemakaian kekayaan Daerah diberikan 
sebagai berikut : 
1. Kelas I Rp 143.800,00/Tahur\ 
2. Kelas II Rp 108.150,00/Tahun 
3. Kelas III Rp 14.900,00/Tahun 
4. Kelas 1V Rp 11.900,00/Tahun 

ffifff. Biaya Pemeriksaan sampel air limbah ditetapkan sebesar 
Rp350.000,00/pemeriksaan. 

gggggg. Dalam rangka kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia 
(Apeksi) tingkat Pusat dan kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI, maka 
ditetapkan iuran sebesar: 
a. Iuran kegiatan Apcksi tingkat Pusat Rp 75.000.000,00/Kegiatan; 
b. Juran kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI Rp 55.000.000,00 

/Kegiatan. 

No. Uraian Satuan Harga Satuan 
(Rp) 

l. Insentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 75.000,00 
Pemungutan Pajak Daerah-Pajak 
Reklame 

2. lnsentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 35.000,00 
Pernungutan Pajak Daerah-Pajak Air 
Tanah 

3. Insentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 850.000,00 
Pemungutan Pajak Daerah-PBB 

4. Insentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 1.000.000,00 
Pcmungutan Pajak Daerah-BPHTB 

5. Insentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 4.000.000,00 
Pemungutan Pajak Daerah-Pajak 
Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 

6. Insentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 1.200.000,00 
Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) 

7. Insentif bagi Non ASN atas Orang/Kali 1. 760.000,00 
Pcrnungutan Opsen Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

zzzzz. Dalam rangka operasional pelatihan tematik Pekarangan Pangan 
Lestari, makadiberikan biaya transport sebesar Rpl00.000,00/orang. 

aaaaaa. Dalam rangka kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka 
narasumber kegiatan Pekarangan Pangan Lestari diberikan 
honorarium sebesar Rp 500.000,00/orang. 

bbbbbb. Dalam rangka koordinasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka 
diberikan biaya transport peserta sebesar Rp 50.000,00/orang. 

cccccc. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan retribusi 
pemakaman/pengabuan mayat pada Non PNS, maka diberi.kan 
insentif sebesar Rp 35.000,00/bulan. 

dddddd. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi 
bagi Non PNS pada Badan Pendapatan Daerah, maka diberikan 
insentif per bulan sebesar : 



hhhhhh. Dalam rangka Lomba TTG Tingkat Kota Kendari maka diberikan 
Hadiah sebesar : 
a. Juara I Rp 10.000.000,00 
b. Juara 11 Rp 7.000.000,00 
c. Juara III Rp 5.000.000,00 

iiiiii. Dalam rangka kegiatan lomba pemilihan Luale Anandonia pada 
kegiatan Kebudayaan clan Kepariwisataan diberikan hadiah sebesar : 
1. Juara l Rp 5.000.000,00 
2. -Juara [I Rp 4.000.000,00 
3. Juara III Rp 3.000.000,00 
4. .Juara Harapan l Rp 2.000.000.00 
5. Juara Harapan II Rp 1.500.000,00 
6. Juara Harapan m Rp 1.000.000,00 
7. Juara Favorit Rp 750.000,00 

iiiiii- Dalarn rangka kegiatan Lomba Kelurahan, maka diberikan hadiah 
yang diformulasikan kedalam anggaran program/kegiatan SKPD 
selanjutnya dialokasikan pada APBD Perubahan atau APBD Tahun 
Anggaran berikutnya sebesar: 
1. Juara l Rp 30.000.000,00 
2. Juara 11 Rp 10.000.000,00 
3. Juara Ill Rp 8.000.000,00 

kkkkkk. Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, 
RPJMD, RKPD) dan KLHS RP,JPD /RPJMD serta LKPJ Wali Kota, maka 
diberikan honorarium sebesar : 
a. Pengarah Rp 1.250.000,00/bulan 
b. Ketua Rp 1.000.000,00/bulan 
c. Wakil Ketua Rp 850.000,00/bulan 
d. Sekretaris Rp 750.000,00/bulan 
e. Anggota Rp 750.000,00/bulan 

Ullll. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Retribusi Jasa Umum 
Pelayanan Kesehatan pada Pegawai Non PNS, maka diberikan insentif 
sebesar : 
1. Tipe I Rp 500.000,00/bulan 
2. Tipe 1I Rp 300.000,00/bulan 
3. Tipe III Rp 200.000,00/bulan 
4. Tipe JV Rp 100.000,00/bulan 

mmmmmrn. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik 
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Kendari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diberikan sebesar 
Rp7.771,00/suara. 

nnnnnn. Dalam rangka kegiatan tilawah, maka ditetapkan sebesar 
RpSOO. 000 ,00 /kegiatan; 

oooooo. Dalam rangka kegiatan talbiah, maka ditetapkan sebesar 
RpS00.000,00 /kegiatan; 

pppppp. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan honorarium 
sebagai berikut : 
1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp 2.000.000,00/kegiatan 
2. Wakil Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp 2.000.000,00/kegiatan 
3. Sekretaris Rp 2.000.000,00/kegiatan 



4. Anggota Rp 2.000.000,00/kegiatan 
5. Panitera Rp 2.000.000,00/kegiatan 
6. Panitia Lokal Rp 2.000.000,00/kegiatan 

qqqqqq. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan hadiah 
sebagai berikut : 
1. Juara I Rp 4.000.000,00 
2. Juara II Rp 3.000.000,00 
3. .Juara III Rp 2.000.000,00 

111111. Dalam rangka mengikuti Lomba Lasqi Tingkat Provinsi, diberikan 
Uang Kepesertaan sebesar Rp 1.500.000,00/Peserta. 

ssssss. Dalam rangka Lomba Pesparawi Tingkat Kola, diberikan hadiah 
sebagai berikut : 
1. Juara I Rp 5.000.000,00 
2. Juara 11 Rp 3.500.000,00 
3. .Juara ill Rp 3.000.000,00 
4. Juara IV Rp 2.000.000,00 
5. Juara V Rp 1.500.000,00 

tttttt. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai .Jabaian Fungsional Guru 
Pengawas dan Angka Kreditnya dapat honorarium sebesar 
Rp750.000,00/semester. 

uuuuuu. Dalam rangka pemberian reward (hadiah) bagi. Guru dan Tenaga 
Kependidikan, PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang 
berpreetasi diberikan sebesar Rp 1.000.000,00/orang. 

vvvvvv, Dalam rangka pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah, maka 
ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00/sertilikat. 

wwwwww. Dalarn rangka pelayanan pasien dan pember.ian resep obat terhadap 
pasien pada RSUD diberikan honorarium jasa pelayanan sebagai 
berikut: 
1. Kategori l Rp 75.000.000,00/0rang/Bulan 
2. Kategori 11 Rp 50.000.000,00/0rang/Bulan 
3. Kategori 111 Rp 25.000.000,00/0rang/Bulan 
4. Kategori JV Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 

xxxxxx. Dalam rangka pelayanan medis terkait jasa pelayanan Pendidikan dan 
Pelatihan pada RSUD diberikanjasa pelayanan sebagai berikut: 
1. Kategori I Rp 3.500.000,00/0rang/Bulan 
2. Kategori I1 Rp 2.500.000,00/0rang/Bulan 
3. Kategori Ill Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
4. Kategori lV Rp 750.000,00/0rang/Bulan 
5. Kategori V Rp 500.000,00/0rang/Bulan 
6. Kategori Vl Rp 250.000,00/0rang/Bulan 
7. Kategori VII Rp 50.000,00/0rang/Bulan 

yyyyyy. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana diberikan transport 
Calon Akseptor dan Petugas Pergerakan Pelayanan Keluarga 
Berencana sebesar Rp 100.000,00/orang/kegiatan. 

zzzzzz. Dalam rangka Penggantian Biaya Hidup Akseptor IUD, Implan, MOW, 
dan MOP maka diberikan biaya sebesar Rp 300.000,00/3 hari, 

aaaaaaa. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan 
IUD/lmplan atau Pencabut.an IUD/lmplan diberikan sebesar 
Rp 100.000,00/ Akseptor. 



bbbbbbb. Dalam rangka O_perasional/Jasa Medis Petugas Pclayanan/MOP 
diberikan sebesar Rp 350.000,00/ Akseptor. 

ccccccc. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan MOW 
diberik:an sebesar Rp 1. 782. 700,00 / Akseptor, 

ddddddd. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana untuk MOW dan MOP 
maka diberikan biaya Transport Petugas sebesar 
Rpl00.000,00/0rang. 

eeeeeee. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana IUD dan 
lmplan/KB/Petugas Penggerak maka diberikan biaya Transport 
Petugas sebesar Rp 50.000,00/0rang atau akseptor. 

qqqqqq. Bagi Dokter dan Dokter Gigi berstatus PNS dari lnstansi lain/Rumah 
Sa.kit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD 
dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp 67.000,00/hari 
berdasarkan absensi atau daftar hadir. 

11 1111 • Bagi Dokter Spesiaiis dan Dokter Gigi Spesialis berstatus PN S dari 
Instansi lain/Rumah Sa.kit lain yang sangat dibutuhkan untuk 
bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium dengan 
besaran Rp 666.700,00/hari berdasarkan absensi atau daftar had.ir. 

ssssss. Dalam rangka Pelayanan Medik, maka diberikan Jasa Pelayanan 
Medik Non ASN sebesar Rp 400.000,00/0rang/Bulan. 

tttttt. Bagi Tenaga Tracer diberikan honorarium sebesar 
Rp325. 000,00 / Orang/ Bulan. 

uuuuuu. Biaya Transportasi/Pengganti Biaya Transportasi Korban, 
Pendamping dan Tenaga Ahli dalam rangka penanganan perempuan 
dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Pcrlindungan Anak diberikan sebesar 
Rp 100.000,00/0rang/Kegiatan. 

vvvvvv . Honor Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) diberikan sebesar Rp 75.000,00/Layanan. 

wwwwww. Honor Mediator Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diberikan 
sebesar Rp 150.000,00/Kasus. 

xxxxxx. Dalam rangka pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA), maka 
diberikan honorarium sebagai berikut : 
1. Psikolog Klinis Rp 150.000,00/0rang/Kasus 
2. Konselor Rp 75.000,00/0rang/Kasus 

nnnnnnn. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pernerintah 
Daerah, maka dibentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan 
Pinjaman dengan besaran honorarium sebagai berikut : 
1. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan 
2. Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan 
3. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan 
4. Koordinator Merangkap Anggota Rp 750.000,00/Bulan 
5. Anggota Rp 500.000,00/Bulan 

0000000. Dalam rangka penyusunan Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM Kota 
Kendari (Rencana Aksi HAM), maka diberikan honorarium pada Tim 
Penyusunan Laporan Aksi :HAM dan Peduli HAM Kota Kendari 
(Rencana Aksi HAM) sebesar : 
1. Ketua Rp 700.000,00/BuJan 
2. Wakil Ketua Rp 600.000,00/Bulan 



3. Sekretaris Rp 550.000,00/Bulan 
4. Anggota Rp 450.000,00/Bulan 

ppppppp. Dalam rangk:a tindak lanjut hasil penilaian kinerja, maka diberikan 
honorarium pada Tim Evaluator Tindak Lanj ut Hasil Penilaian Kinerja 
sebesar: 
1. Ketua Rp 3.000.000,00/Kegiatan 
2. Anggota Rp 2.500.000,00/Kegiatan 

qqqqqqq. Dalam rangka mendukung Gerakan Perlindungan Anak Terpadu 
Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan perlindungan 
anak, diberikan Dana Bantuan Operasional per PATBM sebesar 
Rp250.000,00/bulan. 

rrrrrrr. Biaya transportasi aktivis PATBM dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
pencegahan perlindungan anak diberikan sebesar 
Rpl00.000,00/0rang/Kegiatan. 

sssssss. Dalam rangka mendukung peran Forum Anak Kota Kendari 
(FANTARI) sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta meningkatkan 
kapasitas Forum Anak kepada Anggota Forum Anak dalam 
rnelaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagai bcrikut : 
l. Fasilitator Rp 100.000,00/bulan 
2. Ketua Rp 100.000,00/bulan 
3. Wakil Ketua Rp 100.000,00/bulan 
4. Sekretaris Rp 100.000,00/bulan 
5. Bendahara Rp 100.000,00/bulan 
6. Tim Sosial Media Rp 100.000,00/bulan 
7. Divisi Hak Sipildan Kebebasan Rp 100.000,00/bulan 
8. Divisi Llngkungan Keluarga Rp 100.000,00/bulan 

dan Pengasuhan Alternatif 
9. Divisi Kesehatan Dasar Rp 100.000,00/bulan 

Dan Kcsejahteraan 
10. Divisi Pendidikan dan Rp 100.000,00/bulan 

Pemanfaatan Waktu Luang 
11. Divisi Perlindungan Khusus Rp 100.000,00/bulan 

ttttttt. Dalam rangka pelayanan PUSPAGA diberikan honorarium sesuai 
kasus ditangani sebagai berikut : 
1. Psikolog Klinis Rp 200.000,00/0rang/Kasus 
2. Konsclor Rp 150.000,00/0rang/Kasus 

uuuuuuu. Dalam rangka program unggulan Daerah Kota Kendari, maka 
diberikan honorarium Tenaga Ahli sebagai berikut : 
1. Tenaga Ahli Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Budaya Organisasi 

dan lntegritas sebesar Rp 10.000.000,00/0rang/ Bulan; 
2. Tenaga Ahli Bidang Kebijakau Publik Rp 10.000.000,00 

/Orang/Bulan; 
3. Tenaga Ahli Bidang Perencariaan, Sosiologi dan Ekonomi 

Rpl0.000.000,00/0rang/Bulan. 
wvvvvv. Dalam rangka kegiatan Sayembara/Lomba Desain Bangunan, maka 

ditetapkan honorarium sebagai berikut : 

Rp 3.000.000,00/0rang/Kegiatan 
a. Dewan J uri 

1. Ketua 



2. Anggota Rp 3.000.000,00/0rang/Kegjatan 
b. Tim Pelaksana kegiatan Sayembara/Lomba Desain Bangunan 

l. Pengarah Rp 850.000,00/0rang/Kegiatan 
2. Ketua Rp 750.000,00/0rang/Kegiatan 
3. Wakil Ketua Rp 700.000,00/0tang/Kegiatan 
4. Sekretaris Rp 700.000,00/0rang/Kegiatan 
5. Anggota Rp 500.000,00/0rang/Kegiatan 
6. Tim Teknis Rp 500.000,00/0rang/Kegiatan 

c. Hacliah Sayembara/Lomba Desain Bangunan 
l. Jurua I Rp 1s.ooo.ooo,oo 
2 .. luara 11 Rp 10.000.000,00 
3. Juara ill Rp 7.500.000,00 
4. Juara Harapan Rp 2.500.000,00 

wwwwwww. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pernerintah Kota 
Kendari tingkat nasional yang bersifat perlombaan atau penghargaan 
atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak 
ketiga/masyarakat, diatur maksimal bemilai sebagai berikut: 
l. Juara r Rp 10.000.000,00 
2. Juara II Rp 8.000.000,00 
3. Juara Ill Rp 6.000.000,00 

xxxxxxx. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota 
Kendari yang menggunakan Jasa Pembawa Acara Profesional 
diberikan honorarium dan penunjang Profesi (stylish) sebagai berikut: 
l. Honorarium Pembawa Acara Profesional 

a. Kategori I (untuk kegiatan tingkat Nasional/lntemasional) Rp 
7 50 .000 ,00 / Orang/Kegiatan 

b. Kategori II (untuk kegiatan tingkat Daerah) Rp 
600. 000, 00 / Orang/ Kegiatan 

c. Kategori 111 (untuk kegiatan tingkat Kota) Rp 
500.000,00/0rang/Kegiatan 

2. Biaya penunjang profesi (stylish) diberikan pada Kategori I dan 
Kategori II, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kategori 1 sebesar Rp 4.250.000,00/0rang/Kegiatan 
b. Kategori II sebesar Rp 1.900.000,00/0rang/Kegiatan 

yyyyyyy. Dalam rangka penyam.butan tamu kegiatan tingkat 
Nasional/lnternasional, maka ditetapkan biaya jasa penyelenggara 
musik tradisional paling tinggi Rp 8.000.000,00/Kegiatan/Full Team. 

zzzzzzz. Dalam rangka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), 
maka diberikan honorarium Tim Forkopimda sebesar 
Rpl0.000.000,00/0rang/Bulan. 

aaaaaaaa. Dalam rangka evaluasi kinerja BUMD dan BLUD Kota Kendari, maka 
cliberikan honorarium Tim sebagai berikut : 
Ketua Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Anggota Rp 750.000,00/0rang/Bulan 

bbbbbbbb. Pelaksanaan Medical Check Up Wali Kota/Wakil Wali Kuta, termasuk 
keluarga (satu istri/suami dan dua anak) sebesar Rp 
100.000.000,00/Tahun 

cccccccc. Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan/ Anggota. DPRD sebesar Rp 
5.000.000,00/Tahun. 



dddddddd, Dal.am rangka penerbitan sertifikat halal UPTD Rumah Potong Hewan 
Dinas Pertanian maka ditetapkan sebesar Rp 8.650.000,00. 

eeeeeeee. Dalam rangka penerbitan sertifikat halal UPTD Rumah Potong Hewan 
Dinas Pertanian maka diberikan honorarium Auditor halal LPPOM 
MUI sebesar Rp 500.000,00/Kegiatan. 

ffffffff. Dalam rangka pembuatan Akta Pendirian Koperasi Merah, Putih maka 
ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00/Paket. 

gggggggg. Dalam rangka Survey Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D 
maka ditetapkan biaya sebesar Rp 20.000.000,00/Kegiatan. 

hhhhhhhh. Dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan 
sub kegiatan maka diberikan iuran jarninan kesehatan pada Pegawai 
Kontrak ssebagai berikut: 
1. Tipe I : Rp 132.576,00/orang/bulan 
2. Tipe II : Rp 160.000,00/orang/bulan 
3. Tipe Ill : Rp 480.000,00/orang/bulan 

iiiiiiii. Dalam rangka jaaa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Blood 
Presure .Monitorsebesar Rp 380.760,00/buah. 

iiliilii. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
Cardiotocograph (CTG) sebesar Rp 388.740,00/buah. 

kkkkkkkk. Dal.am rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Defibrillator 
sebesar Rp 511.860,00/buah. 

lllllllL Dalam rangka jasa pemelinaraan kalibrasi alat kesehatan Electro 
Surgery Unit sebesar Rp 811.680/buah. 

mmmmmmmm. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
Electrocardiograph (ECG) sebesar Rp 453.720,00/buah. 

nnnnnnnn. Dalam rangkajasa perneliharaan kalibrasi alat kcschatan Examination 
Light sebesar Rp 454.860,00/buah. 

00000000. Dalam rangka jasa perneliharaan kalihrasi a lat kesehatan Head Lamp 
sebesar Rp 267.900,00/buah. 

pppppppp. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Infant 
Wanner atau Radiant Wann~r sebesar Rp 722. 760,00/buah. 

qqqqqqqq. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan Infusion 
Pump sebesar Rp 630.420,00/buah. 

rrrrrrrr. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan lampu 
operasi atau Surgical Lights sebesar Rp 456.000,00/buah. 

ssssssss. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
Laryn.goscope sebesar Rp 403.560,00/buah. 

tttttttt. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Anesthesia 
Unit atau Anesthesi Machine sebesar Rp 909.720,00/buah. 

uuuuuuuu. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Bedside 
Monitor/ Patient Monitor/ Vital Sign Monitor sebesar Rp 
646.380,00/buah. 

vvvvvvvv. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Nebulizer 
sebesar Rp 476.520,00/buah. 

wv.wwwwww. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Phototerapy 
Unit sebesar Rp 479.000,00/buah. 

xxxxxxxx, Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesebatan Oxygen 
Concentratorsebesar Rp 787.740,00/buah. 



yyyyyyyy. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan Pulse 
Oxymeter sebesar Rp 499.320,00/buah. 

zzzzzzzz. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
Sphygm.om.anometer sebesar Rp 292.980,00/buah. 

aaaaaaaaa. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat keschatan Autoclave 
sebesar Rp 652.080,00/buah. 

bbbbbbbbb. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Ooen atau 
Sterili.sator sebesar Rp 963.300,00/buah. 

ccccccccc. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Suction 
Pump sebesar Rp 363.660,00/buah. 

ddddddddd. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Syrinye 
Pump sebesar Rp 648.660,00/buah. 

eeeeeeeee. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
Thermometer Infrared sebesar Rp 522.120,00/buah. 

rrurmr. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Tirnbangan 
Bayi scbcsar Rp 444.600,00/buah. 

ggggggggg. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kcsehatan Timbangan 
Dewasa sebesar Rp 449.160,00/buah. 

bhhhhhhhh. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan UV 
Sterilizer/UV Lamp sebesar Rp 566.580,00/buah. 

iiiiiiiii. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Film Viewer 
sebesar Rp 454.860,00/buab. 

lllllllll- Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
Ultrasonograph sebesar Rp 584.820,00/buah. 

kkk.kkkkkk. Dalam rangka jasa. pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan 
TENS/ Electrostimulaior sebesar Rp 699.960,00/buah. 

lllllllll. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Infra. Red 
Lamp/ Infra Red Therapy sebesar Rp 548.340,00 / buah. 

rnmmmmmmmm. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Ultrasound 
Therapy (US1) sebesar Rp 676.020,00/buah. 

nnnnnnnnn. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan 
EZectrostimulatorsebesar Rp 599.640,00/buah. 

000000000. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan SWD 
sebesar Rp 505.020,00/buab. 

ppppppppp. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan Ventilator 
sebesar Rp 995.220,00/buah. 

qqqqqqqqq. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan X-Ray 
Mobile sebesar Rp 2.013.240,00/buah. 

rrrrrrrrr. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Sepeda 
Ergometersebesar Rp 505.020,00/buah. 

sssssssss. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesebatan Fetal 
Doppler sebesar Rp 405.840,00/buah. 

ttttttttt. Dalam rangka jasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan 
CPAP/Bubble CPAP/Baby CPAP sebesar Rp 881.220,00/buah. 

uuuuuuuuu. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Baby 
Jncubatorscbcsar Rp 776.340,00/buah. 

vvvvvvvvv. Dalam rangkajasa perneliharaan kalibrasi alat kesehatan Dental Unit 
sebesar Rp 493.620,00/buah. 

wwwwwwwww. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Dental 
Aerosol Suction System (Suction Punmp) sebesar Rp 363.660,00/buah. 

xxxxxxxxx. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Ultrasonic 
Scalier sebesar Rp 505.020,00 /buah. 



yyyyyyyyy. Dalam rangka jasa pemeli.haraan kalibrasi Alat Kesehatan Light Curing 
sebesar Rp 418.380,00/buah. 

zzzzzzzzz. Dalam rangka operasional penyuluh pertanian, maka diberikan : 
a. lnsentif penyuluh pertanian ASN dan THL-TBPP sebesar Rp 

475.000,00/orang/bulan; 
b. Honorarium THL-TBPP sebesar Rp 1.500.000,00/orang/bulan; 
c. luran BPJS sebesar Rp 25.500,00/orang/bulan. 

aaaaaaaaaa, Dalam rangka kegiatan DAK Non Fisik P2K KUMK diberikan uang 
transportasi peserta sebesar Rp 150.000,00/orang/kali. 

bbbbbbbbbb. Dalam rangka pelatihan TOT Metodologi maka diberikan honorarium 
Instruktur sebesar Rp 850.000,00/orang. 

cccccccccc. Dalam rangka kegiatan Retreat maka ditetapkan biaya jasa 
penyelenggaraan acara sebesar Rp 380.000.000,00/kegiatan. 

dddddddddd. Dalam rangka keikutsertaan pada organisasi United Cities And Local 
Goverment Asia Pacific (UCLG ASPAC) rnaka ditetapkan iuran 
organisasi sebesar Rp l.000.000.000,00/Kegiatan. 

eeeeeeeeee. Dalam rangka mendukung kegiatan tingkat interuasionalj nasional, 
rnaka ditetapkan sebagai berikut : 
1. Jasa Sewa Dekorasi Tenda Hall Rp 800.000,00/Unit 
2. Jasa Scwa Meja Bundar Rp 250.000,00/Unit 
3. Jasa Sewa Meja Panjang Rp 250.000,00/lJnit 
4. Jasa Pramu Tamu Rp 250.000,00/0rang 
5. Jasa Pemasangan Rp 20.000.000,00/Unit 

Gate Masuk dan Gate Keluar 
6. Jasa Sewa Kursi Tifany Rp 75.000,00/Unit 
7. Jasa Sewa Lighting Rp 50.000.000,00/Paket 
8. Jasa Sewa Genset Rp 6.000.000,00/Unit 
9. Jasa Sewa Mini Stage Rp 100.000,00/Meter 
10. Jasa Sewa Toilet Portable Rp 2.500.000,00/Unit 
11. Jasa Sewa LED Koridor Rp 10.000.000,00/Unit 
12. Jasa Sewa Dekorasi Paket Medium Rp 150.000.000,00/Paket 
13. Jasa Sewa Dekorasi Paket Premium Rp 200.000.000,00/Paket 
14.Jasa Sewa Tenda Hall Rp 2.000.000,00/Unit 
15. Jasa Sewa Dekorasi Kegiatan Rp 100.000.000,00/Paket 
16. .Iasa Sewa User Rp 500.000,00/0rang 
17. Jasa Pemasangan Welcome Gate Rp 5.000.000,00/Set 
18. Jasa Sewa Lighting Support LED Rp 12.000.000,00/Paket 
19. Jasa Sewa Flooring VIP Rp 50.000,00/M2 
20. Jasa Sewa Flooring Level WTP Rp 60,000,00/M2 
21. Jasa Sewa Flooring Karpet VVTP Rp 35.000,00/M2 
22. Jasa Sewa Rigging Gawang Rp 4.000.000,00/Set 
23. Jasa Mini Stage 6 x 6 Rp 75.000,00/M2 
24. Jasa Sewa Mistyeool Rp 500.000,00/Unit 
25. Jasa Sewa Tenda Sarnavil 3 x 3 Rp 450.000,00 / Unit 
26.Jasa Scwa LED Videotrone Rp 1.100.000,00/Meter 
27. Jasa Sewa Food Stall Rp 2.000.000,00/Unil 
28. Jasa Sewa Backdrop Frame LED Rp 4.500.000,00/Set 
29.Jasa Talent Rp 17.000.000,00/Paket 
30.Jasa Sewa VJ (Video Jockey) Rp 1.500.000,00/0rang 
31.JasaAnimasi Content Rp 2.000.000,00/Pack 
32. Jasa Sewa Show Management Rp 6.500.000,00/Paket 
33.,Tasa Sewa Dokumentasi & Rp 7.500.000,00/Paket 

After Movie 
34. Sewa Genset Backup 150 KVA Rp 12.000.000,00/Unit 
35. Sewa Mobil Alphard Rp 5.500.000,00/Hari 
36. Sewa Mobil Pajero Rp 1.900.000,00/Hari 



37. Sewa Mobil Innova Reborn Rp 1.200.000,00/Hari 
38. Sewa Mobil Fortuner Rp 1.900.000,00/Hari 
39. Sewa Mobil Hi Ace Rp 4.000.000,00/Hari 
40. Baju Adal Forkopimda Setelan Pria Rp 5.300.000,00/Set 
41. Ba.ju Adat Forkopimda Setelan Wanita Rp 4.700.000,00/Set 
42. Jasa Electricity Rp 20.000.000,00/Set 
43. Sewa Photobooth Rp 10.000.000,00/Unit 
44. Sewa Land Mark Rp 12.000.000,00/Unit 
45. Sewa Backdrop Koridir LED Rp 650.000,00/Unit 
46. Sewa Rigging Area Penerangan Rp 2.500.000,00/Unit 
47. Sewa Barricade Rp 60.000,00/Meter 
48. Sewa Karpet Koridor Rp 35.000,00/M2 

ffffffffff. Dalam Rangka biaya Bantuan Hukum, Pertirnbangan H.ukum dan 
Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 
Kendari ditetapkan sebesar Rp 750.000,00/0rang/Kegiatan. 

gggggggggg. Dalam rangkajasa pemeliharaan alat koreik maka ditetapkan sebesar 
Rp 5.000.000,00/kegial.an. 

hhhhhhhhhh. Oalam rangka penyelenggaraan acara dilingkungan pemerintah Kota 
Kendari maka ditetapkan berdasarkan rincian usulan pihak 
penyelenggara dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, efektivitas 
dan kepatutan. 

1111llllll. Dalam rangka kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus 
balk Fisik maupun Non Fisik, mengacu pada Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

iijjjjjjjj. Dalam rangka penyeJenggaraan kegiatan kebersihan lingkup 
Pemerintah Kola Kendari, maka ditetapkan berdasarkan rincian 
usulan pihak penyedia jasa dengan tetap memperhatikan asas 
efisinesi, efektivitas dan kepatutan. 

kkkkkkkkkk. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keamanan lingkup 
Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan berdasarkan rincian 
usulan pihak penyedia jasa dengan letap memperhatikan asas 
efisinesi, efektivitas dan kepatutan. 

llllllllll. Dalam rangka belanja sampel, pengujian sampel, pengiriman sampel, 
pengepakan sarnpel, pengangkutan li:mbah, jasa kalibrasi alat 
kesehatan, jasa service alat kesehatan danjasa laboratorium lainnya, 
mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

rmrnmmmmmmm. Dalam rangka pembiayaan listrik, air, internet, telekomunikasi 
(frekuensi radio) dan Lisensi/ Aplikasi pada lingkungan Kantor 
Pernerintah Kota Kendari, maka ditetapkan berdasarkan bukti tagihan 
dari pihak penyedia jasa. 

nnnnnnnnnn. Dalam rangka jasa pemeliharaan gedung kantor Pemerintah Kota Kendari, 
maka ditetapkan sebagai berikut : 
1. Maintanance Lift Rp 15.000.000,00/bulan 
2. Pcngharum Ruangan Calmic Rp 1.665.000,00/bulan 
3. Service AC Floor Standing Rp 555.000,00/Buah 
4. Maintanance LED Videotron Rp 2.500.000,00/Paket 

0000000000. Dalam rangka jasa penyelenggaraan kegiatan Pemerlntah Kota Kendari 
ditctapkan scbagai bcrikut : 
1. Pemasangan Panggung Knockdown indoorRp 980.000,00/M~ 
2. Pemasangan dan dekorasi tenda Rp 1.000.000,00/LokaJ 
3. Dekor Acara Rp 1 0.000.000,00 /Ki>,giatan 

pppppppppp. Dalam, rangka jasa laundry Wali Kota ctan Wakil Wali Kota ditetapkan 
sebesar Rp 11.32.2/Kg. 

qqqqqqqqqq. Dalam rangka kegiatan Apeksi maka ditetapkan biaya seragrun sebagai 
berikut : 
1. Seragam khusus Kepala Daerah Apeksi Rp 1.000.000,00/setel 
2. seragero oranraga KepaJa oaeran Apeks! .Rp '100.000,00/setel 



(1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan 
penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai 
berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan 
profesi, dan/ a.tau pertimbangan obyekti[ lainnya. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 
dalam DPA-SKPD. 

Pasal 7 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

(29) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29), sebagai berikut: 
a. Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas 

jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 
(Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan; 

b. Klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas 
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 
(Enam Juta Rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 
(Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan; 

c. Klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas 
jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) 
per bulan a tau belum menerima tam bahan penghasilan. 

(30) Pemberian honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon 111, pejabat 
eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2-9) clan ayat (30), berdasarkan perhitungan periode 
pclaksanaan suatu kegiatan yangdiikuti/dilakukan setiap bulannya dan 
tidak didasarkan pada waktu realisasi pembayarannya. 

No. Jabatan Kla.sifikasi 
l 11 lll 

l Peiabat Eselon II 2 3 4 
2 Peiabat Eselon III 3 4 5 

Pejabat Eselon IV, 5 6 7 
3 Pelaksana, dan 

Peiabat Fungsional 

3. Baju kaos panitia dan peserta Raker Apeksi Rp 150.000,00/setel 
rrrrrrrrrr. Dalam rangka kontribusi Asosiasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 

Indonesia (PERSI) ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00/Tahun. 
ssesasssss. Untuk Pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal .selain 

APBD Kota Kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat 
merujuk pada peraturan menteri terkait. 

tttttttttt, Dalam masa tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari 
diberikan pakaian dinas dan atributnya, untuk Hak Keuangan dan 
Administratif diatur rnelalui Peraturan Wali Kota tersendiri. 

(28) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan 
jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon IT, 
pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional 
pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor 
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 



No OPD/Jabatan Kelas Jabatan Beaaran TP ASN 

1 Dlnaa PendidJkan dan Kebudayaan 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang I 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp L.864.000 

Bendahara 7 Rp l.690.000 

.Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pclaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli, Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF Ahli Madya(Pamong/Penilik) 11 Rp 1.489.000 

JF Ahli Mud.a(Pamong/Penillk) g Rp 1.391.000 

JF Ahli Pertama(Pamong/ Penllik) 8 Rp 1.278.000 

JF Terampil Penyelia(Parnong/Penilik) 8 Rp 1.278.000 

JF Terampil Pelaksana 7 Rp 1.174.000 LanjutanjMahlr.(Parnong/Penilik) 

JF Terampil Pelaksana(Pamong/ Pcnilik) 6 Rp 1.061.000 
- -- - 

JF Terampil Pemula(l'among/Penllik) 5 Rp l.021.UOO 
-- - - 

2 Dinas Kesehatan I 
Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

(31 Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pad.a ayat [I], 
diatur sebagai berikut : 



Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 
I 

7 Rp 1.643.000 

I 
.Jabatan Pelaksana I 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp l.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp l.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JP Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertarna 8 Rp L.65l.OOO 

JF Dokter Spesiali,; Ahli Madya 12 Rp 18.693.000 

JF Dokter Spesialis Ahli Muda 10 Rp 18.437.000 

JF Dukter Spesialis Ahli Pertama 9 Rp 18.225.000 

JP Duk ter I Dokter Gigi Madya 12 Rp 3.512.000 

JP Dokter I Dokter Gigi Muda 10 Rp 3.123.000 

JF Dokler/Dokter Gigi Pertama 9 Rp 3.048.000 

JF Ahli Madya(Tenaga Kesehatan Lainnya) I I Rp 1.489.000 

JF Ahli Muda(Tenaga Kesehatan Lalnnya) 9 Rp 1.391.000 

JI~ Ahli Pertama(Tenaga Kesehatan Lainnya) 8 Rp 1.278.000 

JF Pcnyclia (Tenaga Kcsehatan Lainnya) 8 Rp l .278.000 



,fF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir (Tenaga 7 Rp J.174.000 Kesehatan Lainnya) 
JF Terampil Pelaksana(Tenaga Kesehatan 6 Rp 1.061.000 Lainnya) 

JF Terampil Pemula(Tenaga Kesehatan Lainnya) 5 Rp 1.021.000 

3 lnspektorat 

Inspektur l4 Rp 11.524.000 

Sek:retaris 12 Rp 4.644.000 

Inspektur Pernbantu 11 Rp 4.379.000 

Kepala Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.452.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana I 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksaua 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Auclitor/PPUPD Ahli Madya 12 [ Rp 3.398.000 

JF Auditor/PPUPD Ahli Muda 10 Rp 2.590.000 

,,IF Auditor/PPUPD Ahli Pertama 8 Rp 2.077.000 

JF Ahli Madya 12 Rp '2.945.000 - 
JF Ahli Madya 11 Rp 2.t,27.000 

Jli' Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JI!' Ahli Muda q .Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertarna 8 Rp l.651.000 

.JF Tcrampil Pclaksana La,njutan/Mahir 7 Rp l.174.000 

4 DlnaJI Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang J I Rp 3 153.000 

Kepala Scksi/Sub Bagian/Sub Bldang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata U$<1.h" 8 Rp l.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 



.Iabatan Pclaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pclaksana 5 Rp 1.361.000 

Jaba.tan Pcla.ksana 4 Rp l.210,000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp l.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF /\hli Madya l l Rp 2.627.000 

JF /\hli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pcrtarna 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pclaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

6 Din.as Soaial 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 
. 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendabara 7 Rp l.690.000 

.rabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp l .210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.94,i.OOO 

,JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Mud11 10 Rp 2.438.000 

,JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksanal.anjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

6 Dinaa Peageadalian Peaduduk dan Keluarca 
Berencana 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 



Kepala S.::ksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Uagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp t.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp J.510.000 

.Iabatan Pelnksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Mady::,. 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF AhliMuda 9 Rp 2.385.000 
- 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/ Maltir 7 Rp 1.174.000 

7 Dlnaa Ketahanan Pangan 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 1J. Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bcndahara 7 Rp 1.690.000 

Jabaran Pelaksana 7 Rp 1.fi43.000 

.Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rj> 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya, 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 I Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF AbliMuda 9 Rp 2.385.000 



JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

8 Dinas PeThubungan 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Sck$i/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp l.8fl4.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp l.643.000 

,Ja,batan Pelaksana 6 Rp t.510.000 

Jabatan Pclaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

.Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JP Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 
-- 

JFAhli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertarna 8 Rp l.651.000 

JFTerampil Pelaksana Lanjucan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

9 Dinas Pertanian 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekrecaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagjan/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kcpala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Uisaha 8 Rp l.864.000 



Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 ~p J.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Medik Veteriner Madya( Dokter Hewan) ll Rp 2.627.000 

JF Medik Veterincr Muda[ Dokter Hewan) 9 Rp 2.385.000 

JF Medik Veteriner Pertarnal Dolrter Hewan) 8 Rp 2.130.000 

,JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

,JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JFAhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.3.85.000 

JF,Ahli Pertarna 8 Rp l.651.000 

JF Ahli Madya(Penyuluh Pertanian) 11 Rp l.4Rg.ooo 

JF Ahli Muda (Penyuluh Pertanlan] 9 Rp 1.391.000 
- -- - 

JF Ahli Pertama (Penyuluh Pertanian) 8 Rp 1.278.000 

JF Terampil Penyelia (Penyuluh Pertanian) 8 Rp 1.278.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 (Penyuluh Pertanianl 

JF Terampil Pelaksana (Penyuluh Pertanianl 6 Rp 1.061.000 

JF Terarnpil Pernula (Penyuluh Pertanian] 5 Rp 1.021.000 

10 Dina.a Kom11nllaiai clan Informatika 

Kepala Oinas 14 Rp 10,261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 



Kepala Bldang I 1 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang g Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabata.n Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

.Jabatan Pelaksana '1 Rp J.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Mad.ya l2 Rp 2.945.000 

JF Ahli Mad.ya 11 Rp 2.627.000 
. 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 
• 

JFAhliMuda 9 Rp 2.385.000 

JF' Ahli Pertarna 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir 7 Rp 1.174.000 

11 Dinas Perdagangan, Koperaal, Usaha Kecil clan 
Mene.ogah 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekreta1·is 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang l l Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Ragian/Sub Bidang q Rp ?..385.000 

Kepala UP'l'D 9 Rp z.aes.ooo 
I- 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Beudahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Petaksana 7 Rp l.643.000 

.Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

-Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 - 
.Jabatan Pelaksana 3 Rp l.083.000 

JF Ahli Mad.ya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 



JF AhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JF l\hli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.UUU 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

12 Dl.nas Parlwisata clan Ekonomi Kreatif 

KepaJa Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bldana l1 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagiarr/Sub Bidang g Rp '). 385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bugian Tata Usaha 8 Rp l.864.000 

Benda.hara 7 Rp l.690.000 

.Jabatan Pclaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jab a tan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp ] .21.0.000 

Jabatan Pelaksana J Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAhliMuda 9 Rp 2.385.000 

,fF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana ui.njulan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

13 Dlnas Pemberclayaan Perempuan clan 
Perlindungan Anak 

Kepala Dinas 14 Rp 10.2bl.UUO 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kcpala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagiau/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

KcpalaVPTD 9 Rp 2.385.000 

Kcpala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Benda hara '/ Rp l.fi90.000 



Jabatan Pelaksnna 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

.Iahatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabacan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF !\hli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Hp 1.651.000 

,IF Terampil Pclaksana Lanjutan/Mahi.r 7 Rp 1.174.000 

14 Dinaa Lingkungan Hidup daJ1 Kebutanan 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Se.kreta.ris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang I I Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPJ'D 9 Rp 2.385.000 . 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bcndahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp l.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.36.l.OOO 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF l\hli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF TerampilPelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 



15 Satuan Poliai Pamong Praja 

Kepala Satuan 14 Rp J0.26l.OOO 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp l.510.000 

-Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

.Jabatan Pelaksana 4 Kp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAbli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertarna 8 Rp 1.651.000 

,fF Terarnpil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

16 Dlnaa Pedk,.na n 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Ragian/Sub Ridang 9 Rp 2.385.0UO 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagi an Tata Usaha 8 Rp l.864.000 

Bendahara 7 Rp l.690.000 

.Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabaian Pelaksana 5 Rp l.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jal;,atan Pelakaana 3 Rp 1.083.000 



JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JFAbli Muda 10 Rp 2.438.000 

,JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

17 Dinaa Pemadam Kebakaran clan Penyelamatan 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang l J Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana I 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Ja batan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pclaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Maclya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF AhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JF AhliMuda 9 Rp 2.385.000 

,JF Ahli Pcrtama 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pela.ksana Lanj'utan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

18 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiroau clan 
Pertauaban 

Kepala Dinas 14 ~p 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 1 I Rp 3.153.000 

Kcpala Scksi/Sub Bagjan/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

K.epala u'PTD 9 Rp 2.385.000 



KepaJa Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

-Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabalan Pelaksana 5 Rp l.36LOOO 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

.Jabaian Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp :l.945.UOU 

JI' Ah!L Matlya IJ Rp 2.627.000 

JF AhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JF"Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651 .000 

JF Tcrampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp J.174.000 

19 Dlnaa Perpuatakaan cl.an Kearslpan Daerah 

Kepala Dinas 14 Rp ]0.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bida ng 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 ,. - 
Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

,fF Ahli Madya I I Rp 2.627.000 

JFAhli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 



JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan /Mahir 7 Rp 1.174.000 

20 Oinaa Tenaga Kerja clan Perindustrian 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bida.ng 11 Rp 3.153.000 

xepata Seksi/Sub Bagian/Bub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPfD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jaba.tan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Ja.batan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabaum Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JJ<' Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JFAhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

J ~' Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JP Terampil Pelaksana Lanjuta.n/Mahlr 7 Rp l..174.000 

21 Sekretariat DPRD Kata Kendarl 

Sekretaris Dewan 14 Rp L0.261.000 

Kepala l::lagia n 12 Rp 4.531.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendaharn 7 Rp 1.690.000 

,Jabatan Pelaksana 7 Rp l .t,43.000 

Jabatan Pelaksana. 6 Rp l.5[0.000 

J abaran Pela.ksana 5 Rp 1.361.000 



.Jabatan Pelaksana 4 Rp l.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JI? Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

J~' Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

Jl? Ahli Pertama 8 Rp t.651.000 

,fF Terarnpil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kepala Badan 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 1 I Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/ Sub Bagian/ Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp L690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp l.643.000 

.labatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

.Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

J:F Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Ma<lya l I Rp 2.627.000 

JFAhli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

J F Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF'T'erampil Pelaksana Lanjutan./Mahir 7 Rp 1.174.000 

23 Badan Keuan.gan dan Aset Daerah 

Kcpala Badan 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 



Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp l.6YU.OOO 

.Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Iabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp l.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF' Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

J F' Ahli M uda 9 Rp 2.385.000 
- I· 

JF Ahli Pertarna 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir 7 Rp l. l74.000 

24 Badan Kepegawaian clan Pengembangan SDM 

Kepala Badan 14 Rp 10.261.000 

Sekret.aris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagianj Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksa:na 6 Rp l.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

.Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 



JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp l.651.000 

,IF Terarnpil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

25 Badan Kesatuan Bao.gsa clan Politik 

Kepala Badan 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Bub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Benda hara 7 Rp 1.690.000 

.Jabatan Pelaksana 7 Rp l.643.000 

Jabat.ao Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksa.n.a 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JFAhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertarna 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp l.174.000 

26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kepala Badan 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 1 I Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Bub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bendahttra 7 Rp l.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp l.643.000 

Jabatan Pclakeana 6 Rp l.510.000 



Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pclaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.UOO 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 R:p 2.438.000 

.rr Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

Jf? Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp l.174.000 

27 Dlnaa Kepen.dudukan clan Pencatatan. Sipil 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261 .ODO 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.UUU 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp l.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabalan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

.Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pclaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.<J45.000 

JF Ahli Madya I J Rp 2.627.000 

.JF Ahli Muna 10 Rp 2.438.000 

JF Abli Muda 9 Rp 2.385.000 

J~~ Ahli Pertarna 8 Rp 1.651.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

Dinas Pei,anaman Modal clan Pelayanan 28 Terpadu Satu Pintu 

Kepala, Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 



Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bldang 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatao Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

-Jabatan Pelaksana 5 Rp i.361.000 

Jabatan Pelaksana. 4 Rp 1.210.000 

-Jabatan Pclaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

,JF Ahli Madya I I Rp 2.627.000 

JF Ahli Mnda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

J J•' Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

JP Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

29 Badan Pendapatail Daerah 

Kepala Badan 14 Rp l0.26l.OOO 

Sekrctaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTO 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp l.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.2i0.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp l.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

,JF Ahli Madya l I Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 



JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertarna 8 Rp 1.651.000 

JF Tcrarnpil Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

30 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 

Oirektur RSUil 14 Rp 10.261.000 

Wakil Direktur 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bagian/Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Bcndahara 7 Rp 1.690.000 
,_ 

-Jabatan Pelaksa.na 7 Rp l.643.000 

Jabalan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana s Rp 1.361.000 

.Iabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pclaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Dokter Spesialis Ahli Madya 12 Rp 18.693.000 

JF Dokter Spesialis Ahli Muda 10 Rp 18.437.000 

JF Doktcr Spesialis Ah Ii Pertama 9 Rp 18.225.000 

JF Dokter/Doktcr Gigi Madya 12 Rp 3.512.000 

JF Dokter/Dokter Gigi Muda 10 Rp 3.123.000 

JF Dokter/Dokter Gigi Pertarna 9 Rp 3.048.000 

JF AhJi Madya (Tenaga Kesehatan lainnya) ll Rp 1.489.000 

JF Ahli Muda (Tenaga Kesehatan lainnya] q Rp 1.391.000 



JF Ahli Pertama (Tenaga Kcsehatan lainnya] 8 Rp 1.278.000 

JF Pcnyelia (Tenaga Kesehatan lainnya) 8 Rp 1.278.000 

JF Tcrarnpil Pelaksana Lanjutan/Mahir (Tenaga 7 Rp 1.174.000 Kesehatan lainnya) 

JF Terarnpil Pelaksana 6 I Rp 1.061.000 

JF Terampil PemuJa (Tenaga Keseharan lainnya) 5 Rp 1.021.000 

31 Sekretariat Daerah Kota Kendari 

s.,Jcretaris Daerah 15 Rp 19.699.000 

Asistcn 14 Rp I0.26L.OOO 

Staf Ahli l3 Rp 7.650.000 

Kepala Bagian 12 Rp 4.531.000 

Kepala Sub Bagian 9 Rp 2.385.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Ja batan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp l.510.000 

Ja ba ran Pelaksana 5 Rp l.36 l.000 

Jabatau Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pclaksana 3 Rp l.083.000 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF AhliMuda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp l.651.000 

JF Terarnpil Pelaksana l.anjutan/Mahir 7 Rp 1.174.000 

32 Bagjan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Dae rah 

Kcpala Bagia.n 12 Rp 4-.531.000 

Kepala Sub Bagian 9 Rp 2.385.000 



.Jabatan Pelaksana 7 Rp I .fi43.000 

Jab a tan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

,TF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahll Madya 12 Rp 2.945.000 

JF Pengelola Pengadaan Barang/.Jasa Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

Jll' Pengelola Pcngadaan Barang/ Jasa Ahli 8 Rp l.651.000 Pertama 

J11' Ah Ii M adya 12 Rp 2.945.000 

J11' Ahli Madya l 1 Rp 2.627.000 

.TF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAhllMuda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pcrtama 8 Rp 1.651.000 

33 Rumah Saktt Umu.m Antero Hamra 

Direktur RSUD 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385,000 

Kepala U?TD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Ja.batan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

.Iabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 



-Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Dokter Spesialis Ahli Madya 12 Rp 18.693.000 

JF Dokter Spesiahs Ahli Muda 10 Rp !8.437.000 

JF Dokter Spesialis Ahli Pertama 9 Rp 18.225.000 

JF Dokter/Doktcr Gigi Madya 12 Rp 3.512.000 

,lli'Dokter/Doktt:r Gigi Muda 10 Rp 3.123.000 

JF Dokter/Dokter Gigi Pertama 9 I Rp 3.048.000 

JF Ahli Madya (Tenaga Kesehatan lainnya] l I Rp 1.489.000 

JF Ahli Muda (Tenaga Kesehatan lainnya) 9 Rp 1.391.000 

JF Ahli Pertarna (Tenaga Kesehatan lainnya) 8 Rp J.278.000 

JF Penyelia (Tenaga Keschatan lainnya) 8 Rp J .278.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir (Tenaga 
7 Rp l.174.000 Kesehatan lainnya) 

JF Terampil Pclaksana (Tenaga Kesehatan 
6 Rp 1.061.000 lainnya) 

JF Terampil Pernula (Tenaga Kesehatan lainnya) 5 Rp l.021.000 

34 Di'nas Pemuda dan Olahraga 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Ta ta Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

.Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 



Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 
I 

JF Ahli Madya 12 Rp 2.945.000 

JJ\' Ahli Madya 1 J Rp 2.027.000 

JFAbli Muda 10 Rp 2.438.000 

JFAhli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pcrtarna 8 Rp 1.651.000 

35 Sadan Rlset dan Inovaai Daerah 

Kepala Dinas 14 Rp 10.261.000 

Sekretaris 12 Rp 4.531.000 

Kepala Bidang 11 Rp 3.153.000 

Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang 9 Rp 2.385.000 

Kepala UPTD 9 Rp 2.385.000 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 Rp 1.864.000 

Bendabara 7 Rp 1.690.000 

Jabatan Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

.Jabatan Pelaksana 5 Rp l.3fi 1.000 

.Iabatan Pclakaana '1 Rp l.210.000 

Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 

JF Ahli Madya 12 l<p 2.945.000 

JF Ahli Madya 11 Rp 2.627.000 

JF Ahli Muda 10 Rp 2.438.000 

JF Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF Ahli Pertama 8 Rp 1.651.000 

36 Ke ca.ma tan 

Camat 12 Rp 5.437.000 

Sckrctaria Kecamatan 11 Rp 3.065.000 

Kepala Seksi 9 Rp 2.3RS.OOO 



ne ti nnva, ene:an etentuan se a~ al e ut: 

No. Na.ma Jabatan Satuan Peraogkat Daerah JumlahPOL 

Pejabat Pembuat Komitmen Badan, Dinas, SB'T'D/\1 
(Berdasarkon Pagu An,ggazan Tahun U1$pektorat, Set. DPRD, 

RSUD, Sl\'l'POI., PP dan Berjalan dan La.ma Kontrak Kerja) Kecarnatan 
1 

a. s/d 200 Juta OB SDA Rp 700.000 

b. >Rp. 200 s/d 500 Juta OB SDI\ Rp 800.000 

c. >Rp. 500 s/d l Miiyar OB SDA Rp 900.000 

(4) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan Tambahan 
Pcnghasilan Pcgawai Aparatur Sipil Negara bcrdasarkan Pcrtimbangan 
Ob' k if Lai d k b . b rik 

Kepala Sub Bagian 8 Rp l.864.000 

Bendahara 7 Rp 1.690.000 
. 

Jabat.an Pelaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

Jabatan Pela ksan a 3 Rp 1.083.000 

,TF Ahli l\fallya l 12 Rp 2.945.000 

,JF Ahli Madya J I Rp 2.627.000 

JI" Ahli Muda 1.0 Rp 2.438.000 

JP Ahli Muda 9 Rp 2.385.000 

JF' Ahli Pertarna 8 Rp r.ss 1.000 

JF Terampil Pelaksana Lanjuran/ Mahir 7 Rp 1.174.000 

37 Kelurahan 
Lurah 9 Rp 3.048.000 

Sekretaris Lurah 8 Rp 1.864.000 

Kepala Seksi 8 Rp 1.864.000 

.Jabatan Pclaksana 7 Rp 1.643.000 

Jabatan Pelaksana 6 Rp 1.510.000 

Jabatan Pelaksana 5 Rp 1.361.000 

.Jabatan Pelaksana 4 Rp 1.210.000 

I .Jabatan Pelaksana 3 Rp 1.083.000 



d. 1 Milyar s / d 5 Milyar OB SDA Rp 1.000.000 

e. Diatas Rp. 5 Milyar OB SDA Rp 1.300.000 

Dipenmtukkan kepada pegawai yang 
tldak menjaba.t PA/K.PA (Sesual Kontrak 
~glatan) 

Pejabat Penata11&ahaau Keuangan 
Badan, Dinas, SETDA, (Berdasarka.n Pap Anggaran Tahw,_ 

BerJalan) Inspektorat, Set. DPRD, 
RSUD, SATPOL PP d"n 

Kecamatan 

a. s/ d 3 Milyar OB SDA l<p 200.00U 
2 b. ;-Rp. 3 Milyar a/d 6 Milyar OD SDA Rp 300.000 

c. >Rp. 6 Milys.r s/d 9 Milyar OB SDA Rp 400.000 

d. >Rp. 9 MJlyar s/d 13 Miiyar OB SDA Rp 550.000 

e. Diatas Rp, 13 Milyor OB SDA Rp 800.UOO 

Bendahara Pengeluaran (Berdasarkan Badan, Dinas, SE:TDA, 
Pagu Anggaran Belanja Tahun Berjalan), Inspektorat, Set. DPRD, 
Bcndahara Penorlmaan (Berduarkan RSUD, SATPOL PP dan 
Target Pend.apatan Tabun Berjalanl Kecamatan 

3 a. s/d 3 Milyar oa SDA Rp 300.000 

b. >Rp. 3 Milyar sid 6 Milyar OB SDA Rp 450.000 

c. >l<p. 6 Milyar s/d 9 Milyar OB SDA Rp 550.000 

d. >Rp. 9 Milyor •id l3 M1lyar OB SDA Rp 650.000 

e. Diatas Rp. 13 Milyar OB SDA Rp 900.000 

Benda.hara Pengeluaran 
Pembantn/Penerimaan. Pembantu Bagi.an Pada SETDA, jBerdasarkan Pagu Anggarun/Target Kelurahan dan UP'l'D Pen.dapatan yang dikelola oleh maslng- 
maalng di Tahun Berjalan I 

4 a. s/d 3 Milyar OB SDA Rp 250.000 

b. >Rp. 3 Milya, $/d 6 Milyar OA SDA Rp 300.000 

c. >Rp. 6 Milyar •/d 9 Milyar OB SDA Rp 350.000 

d. >Rp. 9 Mllyar s/d 13 Milyar OB SDA Rp 400.(){)() 

c. Diatas Rp. 13 Milyar OB SDA Rp 500.0()0 

Pembantu BondabAra Pengeluarai, Badan, Dinas, SETDA, (Berdaaarli:a.n Pagu Allggaran Belallja Inspcktorat, Set. D PRD, Tahun Berjalan), P<,mbantu Bendahara RSUD, SA'fPOL PP clan Penerlmaan (B&rdasarkan Target Kecamatan Pendapatan Tahun Berjalan) 

5 a. s/d 3 Milyar OB SDA Rp 100.000 

b. >Rp. 3 Milyar •/d 6 Milyar OB SDA Rp 150.000 

c. >Rp. o Milyar s/d 9 Milyar OB SDA Rp 200.000 

d. ~Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar OB SDA Rp 250.000 



e. Diatas Rp. 13 Milyar OB SDA Rp 300.000 
Pengunlo Barang Penggw,.a di SKPD 
(Berdasult:an Pagu Anggaran Tahun Badan, Dinas, SETDA, 
Berjalan) Inspcktorat, Set. DPRD, 

RSUD, SATPOL PP dan 
Kecamatan 

a. s/d 3 Milyar 08 SDA Rp 300.000 
6 

b. >Rp. 3 Milyar s/d n MilyA.r OB SDA Rp 450.000 

c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar OB SW\ Rp SS0.000 

d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar OB SDA Rp 650.000 

c, Diatas Rp. 13 Milyar OB SDA Rp 900.000 

Pengurua Barang Bagian Pada SETDA, Pembantu(Berdaoarkan Pagu Anggaran 
Tahun Berjalan) Kelurahan dan UPTD 

a. ·s/d 3 Milyar OB SDA Rp 250.000 
7 b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar OB SDA Rp :i00.000 

c. >Rp. 6 Milyar a/d 9 Milyar OB SDA Rp 350.000 

d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milya,· OB SDA Rp 400.000 

e. Diatas lq>. 13 Milyar OB SDA Rp 500.000 

Pembantu Pengurus Ban,ng Badao, Dinas, SETDA, 
(Bel'dual'kan Pagu Anggaran Tahun Inspcktorat, Set. DPRD, 
B~rJalanl RSUD, SATPOL PP dan 

Kecamatan 

a. s/d 3 Milyar OB SDA Rp 100.000 
8 

b. > Rp. 3 Milyor s/ d r, J'.lilyar OB SDA Rp 150.000 

c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar OB SDA Rp 200.000 

d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar OB SD/\ Rp 250.000 

e. Oiatas Rp. 13 Milyar OB SDA Rp 300.000 - 
Pe.Ja"bat Perencanaan Pembangu.can, BAPPEDA, BKAD dan Pe11gelola Keuangan dan Unsur tnspektorat Pengawu Internal P<>morintah Daeruh 

a. Eselon 11/b OB SDA Rp 2.300.000 
9 

b. Eselon Ill/a OR SDA Rp 1.800.000 

c. f:selon ill/b OB SDA Rp l.500.000 

d. t:selon IV /a OB SDA Rp 1.200.000 

Admin SIPD Perencanaan (Akun Sekda 
10 dan TAPD Perencanaan], S!Pb OB BAPPEDA/BKAD Rp l.500.000 Penganggaran [Akun TAPD Keuangan) dan 

Admin Sf PT) Penatausahaan (Akun .BUD) 

SIPn Akuntansi dan Pelaporan, SIPD 
11 Pendapatan, Standar Harga [Daerah], SIM 08 BKAD Rp 1.000.000 

Oaji Taspen, Adm.in E-l:IMD/SLPD Bl\,10 

I?. AdmiTI Krisna OAK Fisik dan Nonfisik OB BAPPEDA Rp 1.000.000 



I :i Super Adrnin Aplikasi TPPNS / Absens! OB BI<PSDM Rp l.500.000 Onli.r1e 

14 Super Admin SJ ASN dan E:-Forma•i OB BKPSDM Rp l.000.000 

15 Admin !DIS dan SLKS OB l:lKl'81JM Rp 500.000 

16 Admin SJPJNTER KASN/Admlo E· OB DKPSDM Rp 700.000 Kinerja/ Admin NSPK 

17 Penilai Barang Milik Daerah OB BKAD Rp l.S00.000 

18 Admin Aplikasi Pelaporan OAK NonJisik OB BKAD Rp 1.000.000 (Aladln) DJPK-Kemenkeu 

Admlo Aplikasi Online Monitoring Sistern 
19 Perbendaharasn dan Angg.aran Negara OB BKAD Rp 1.000.000 

(Omspan) DJPK-Kemenkeu - 
20 Admin S!KD OB BKAD Rp 800.000 

21 Pengurus Barang Pengelola (Daerah) OB BKAD Rp 650.000 

22 Admin S!MSETGIS, SJMPEL SP2D OB BKAD Rp 550.000 

23 Admin SIP BPHTB/81P PBB /SIP-PAO OR BAPENDA Rp 800.000 

24 Admin SIMDA PENDAPATAN OB BAPENDA Rp 300.000 

25 Admin Pengelola SPBE OB Diskorninle Rp 1.000.000 

26 Admin Website/ SP4N Lapor OB Diskorninfo Rp 300.000 

27 Aeiatcn Pirnpinan Kepala Dacrah OB Sekretariar Daerah Rp 1.000.000 

28 Admin AplikBAi P~layi:tnAn Perizinan OB Dinas PM & PTSP Rp 1.000.000 

29 Admin Data Base Kependudu kau OB Dukcapil Rp 800.000 
- 

30 Admin MCP KORSUPOA/ Admin OB Inspektcrar Rp 700.000 Pengiuputan LHKPN 

31 Admin SiksNO OB DTNSOS Rp 500.000 

32 Admin Website E Sakip/ Admin SIMONA OB Bagian Organisasi Setda Rp 500.000 

33 Super Admiu SfPP OB Bagi.an Organisasi Setda Rp 500.000 

Badan, Dinns, SETDA, 
34 Pejabat Pengadaan SKPD OB Inspektorat, Set. DPRD, Rp 300.000 RSUD, SATPOL PP dan 

Kecametaa 

Badan, Dinas, SETDA, 
Admin I Operator Pcngclola Aplikasi TP lnspektorat, DPRD, 

35 ASN pada Badan, Dinas, Kecamatan dan OB RSUD, SATPOL PP, Rp 350.000 
U.P'l'U Puskesmas Kecamatan clan \JPTO 

Puskesmee 
Dinas Pemadam 

36 Komandan Rcgu/Komandan Pleton OB K.ebnkara11 dan Rp 200.000 Penyelamatan dan Satpol 
pp 

37 Koordinator Tim Teknis OB Dinas PUPR Rp 800.000 

38 Tim Tcknls OB Dinas PUPR Rp 500.000 
- - 

39 Pengawaa Teknie Gol. m OB Dinas PUPR Rp 500.000 

40 Aslsten Teknis /Pcngaw,m Teknis Gol. Il OB I Dinas PUPR Rp 300.000 

Dinas Perumahan I 
41 Pengawaa Teknis OB Kawasan Pcnnukiman Rp 500.000 

dan Pertanahan 
' 



(5) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan 
tidak dapat diberikan tunjangan fungsional. 

(6) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Tdul Fitri & Idul 
Adha diberikan insentif Rp 120.000,00/hari. 

(7) Dalam rangka pemberian insentif Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh 
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ditetapkan sebesar: 
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota (maksimal 6 kali gaji dan tunjangan 

yang melekat]; 
2. Kepala Bapenda (maksimal 5,5 kali gajidan tunjanganyang melekat); 
3. Sekretaris Bapenda (maksimal 5 kali gaji dan tunjangan yang 

melekat); 
4. Kepala Bidang pada Bapenda (maksirnal 4,5 kali gaji dan tunjangan 

yang melekat); 
5. Kepala Sub Bidang pada Bapenda (maksimal 4 kali gaji dan 

tunjangan yang melekat); 
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapenda (maksimal 3,5 kali 

gaji da:n tunjangan yang melekat); 
7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bapenda 

(maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat); 
8. Bendahara Pencrimaan Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan 

tunjangan yang melekat); 
9. Bendahara Pengeluaran Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan 

tunjangan yang melekat); 
10" UPTB pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang 

melekat); 
11. Koordinator pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang 

mclekat); 
12. Stai PNS Bapenda (maksimal 2,8 kali gaji dan tunjangan yang 

melekat); 
13. Staf Non PNS (maksimal 5 kali gaji). 

(8) Inscntif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada lnstansi 
pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan Peraruran 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

(9) Pcncrima pembayaran dan besarnya lnsentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya Langgungjawab, kebutuhan, serta 
karakteristik dan kondisi objektif Daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. 

I Dlnas Perumahan 
42 St.afTeknis OB Kawasan Permukiman Rp 300.000 

dan Pertanahan 
43 Tenaga Tcknis LPJU OB Dlnas Perhubungan Rp 300.000 

44 Operator / Ad.min Pcngujian Kendaraan OB Dinas PerhubuuKfill Rp 300.000 Bermotor 
45 Kepala IJKPl3J OB Bagian PBJ Setda Rp 1.300.000 
46 Pokja OB Bagian PBJ Setda Rp 2.000.000 

47 :\dmin Agency (UKPBJ) OB Bagian PBJ Serda Rp 500.000 

48 Admtn System/PPE OR Bagian PBJ Setda Rp 500.000 
49 Admin E-ULP ()8 Bagian PBJ Setda Rp 500.000 
so Verutkator OB Aagjan PBJ Setda Rp 300.000 
51 1-Jelp De•k OB Bagian PBJ Sel.(ia Rp 300.000 
52 Trainer OB aag;an PBJ Setda Rp 300.000 

53 Tenaga Pcndukung UKJ>BJ 00 Bagian PBJ Seidt< Rp 300.000 



NU JEN!S SA TUAN HARGA SATUAN (Rp) KET 

I Akomodasi Orsngj hari 250.000 

2 Sowa ruangan besar:: 100 orang Perhari 3.500.000 

3 
Sew a ruangan sedang 50 - loo Perhari 2.500.000 orang 

4 Sewn ruangan kecil :, 50 orang Perhari, 2.000.000 

5 Sewa kendaraan roda ernpar UniL/hari 500.000 

Sewa kendaraan roda empat Unit/hari I 600.000 6 (2000 cc) I 
7 

Sewa kcndaraan roda 6 / Bus Unit/hari l.750.000 Sedang 

8 Scwa kcndaraan roda 6 / Bus Unit/hari 2.500.000 
Bcsar 

9 Tenda Terowongan Kccil (3x4) m Lokal/hari 175.000 

10 Tenda Terowongan {4xfl) m lnkal/hari 2::10.000 

11 
Tenda Terowongan Jumbo Lokal/hari 290.000 
(4xf51 m 

12 Tenda Jengki (4x4) m IA>kal/hari 175.000 

13 Tenda Jengki Jumbo (4x6) m I .okal /hari 210.000 

14 Samavil (SxS) Lokal/hari 660.000 

15 Kerucut (5x5) Lokal/hari 660.000 

l6 Kursi Plastik Buahj hari 4.000 

l7 Kursi Future Buah/hari 18.00U 

18 Pembungkus Kursi Plastik Buah/harl 6.500 

19 Pemburigkus Kursi Futura tluah/ hari 12.500 

20 Meja Makan (2xl) mlmam 13uah/hari 80.000 

21 Meja Oshin \lxl) rn Ruah/hari 50.000 

22 Rempel Meja Makan Btlah/hari 60.000 

{l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan 
menggunakan fasilitas aset milik Pemerintah Daerah yang sudah 
tersedia seperti ruang rapat atau aula, dan lain-lain. 

(2) Satuan biaya sewa digunakan apabila pelaksanaan kegiatan di luar 
kantor, seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk 
pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan. 

(3) Satuan biaya sewa gedung/ruangan, pelengkapan serta sewa kendaraan 
dan Iain-Iainnya ditetapkan sebagai berikut : 

Pasal 8 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 



23 Rempel Meja Oshin Meja/hari l l5.000 

24 Dekorasi Tenda Sarna ,..;J Lokal/ Kcgiatan MaksimaJ 3.500.000 

25 Dekorasi Tenda Lokal/ Kegiatan Maksfmal 350.000 

26 Dekorasi Tarnan Perset Ma.ksimal :1.000.000 

27 Dckorasi Panggung Perset Maksimal 3.000.000 

28 Panggung Sel/ Kegiatan 2.000.000 
. - - . 

29 Riging Sound Set/l<egiatao 7.000.000 

30 Paoggung RiginR Set/Kegiatan 18.000.000 

31 Sound System 50.000 W Set/l<egiatan 28.750.000 

32 Sound System 30.000 W Set/ Kegiatan 23.000.000 

33 Sound System 25.000 W SeL/Kegiat.an 20.000.000 

34 Lighting 60.000 W SeL/ Kegiatan 28.750.000 

35 Lighting 30.000 W St:L/Kcgialan 17.250.000 

36 Lampu (Maks. l80 W) Sct/Tit.ik 75.000 

37 Larnpu Sorot Kecil (< lOOW) Set/Titik 125.000 

38 Lampu Sorot Besar (> I OOW) Set/Titik 350.000 

39 Etektone Genset 80KVA Set/Kegiatan 4.600.000 

40 Sewa Alat Musik Elektone Set/ Kegiatan Maksimal 3.000.000 

41 Sewa Alat. Musik Band Set/ Kegiatan Maksimal 15.000.000 

42 Sewa Stand Pameran Sel/ Kegiatan Maksimal 25.000.000 

43 Sewa Interior /Dekorasi Stand Set / Kegiatan Maksimal 25.000.000 Pameran 
44 Sewa Marching Band Set / Kcgiatan Maksirnal 3.500.000 

45 Sewa Gedung Kantor PerTahun 15.000.000 

46 Sewa Gedung Kantor (Menara Per Tahun 100.000.000 Global) 

47. Sewa Karnar Hotel Non ASN Orang/Hari 367.003 IStandarl 
48. Sewa Kamar H orel Non ASN Orang/Hari 594.681 ISunerior) 
49. Sewa Kamar Hotel untuk PNS Orang/Harl 786.000 Got. I dao IT/ Non PNS 

50. 
Sewa Kamar Hotel untuk Pejabat Orang/Hari 786.000 Eselon IV /PNS ooi. ITT 
Sewa Kamar Hotel untuk Pejabar 

s I. Eselon l!T/PNS Gol. IV/ Ajudan Orang/Hari l.297.000 Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Dae rah 

52. 
Sewa Kamar Hotel untuk Pejabat Orang/Hari 2.059.000 Eselon 11/ Aneeota DPRD 
Sewa Kamar Hotel untuk Kepala 

53. Daerab/ Wakil Kepala Daerah Orang/Hari 2.475.000 
dan Unsur Pimo. DPRD 



KUALJFIKASI Pengalaman= (Tho) S 1/ Setara.*** S2/Setara• .. 82 / Setara·,,..,,.,,. 
TENAGA AHLI (Rp)/Bulan {Rp)/Bulan (Rp)/Bulan 

1 21.146.000 31.040.000 36.375.000 AHLI MUDA/JENJANG 7 
2 22.892.000 33.174.000 38.703.000 

J 3 24.6::18.000 35.211.000 41.031.000 
AHLIMADYA/ 2 4 26.384.000 37.248.000 43.359.000 ,JENJANG 8 

3 5 28.130.000 39.285.000 45.687.000 
1 4 6 29.876.000 41.613.000 50.440.000 
2 5 7 31.622.000 43.650.000 52.768.000 
3 6 8 33.465.000 45.687.000 55.096.000 
4 7 9 35.211.000 48.015.000 57.424.000 
5 8 JO 36.957.000 50.149.000 59.752.000 
6 9 11 38.703.000 52.186.000 62.080.000 

AHLI UTAMA/ 7 10 12 40.449.000 54.514.000 64.408.000 
JENJANG9 8 11 13 42.19S.OOO 56.S51.000 66.833.000 

9 12 14 43.941.000 58.588.000 69.161.000 
JO 13 15 45.687.000 60.916.000 7 l.489.000 
11 14 16 47.433.000 62.953.000 73.817.000 
12 15 17 49.]79.000 64.990.000 76.145..000 
13 16 18 51.022.000 67.415.000 78.473.000 
14 17 19 52.768.000 69.452.000 80.801.000 

(1) Biaya langsung personil untuk jasa konsultansi badan usaha 
didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang terjadi untuk 
setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi, yang didalarnnya telah 
memperhitungkan biaya umum (overheacl), biaya sosial (sosiaZ ch.uryEJ), 
keuntungan (profit) rnaksirnal 15%, tunjangan penugasan, dan biaya­ 
biaya kompensasi yang rnerupakan dasar minimal sebagaimana diatur 
sebagai berikut : 

Pasal 11 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

(4) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (3) harus didukung 
dengan bukti transaksi atau perjanjian sewa. 

54. Sowa Kcndaraan Dinas Roda Unit/Bulan 8.100.000 Emoal Tipc I 

55. Sewa Kendaraan Dinas Roda Unit/Bulan 11.000.000 Emnat Tine IT 

56. Sewa Kendaraan Dinas Roda Unit/Bulan 14.000.000 Empa.t Tie<, m 
57. D6zer03 Unit/Harl 5.000.000 

58. D6-~erD6 Unit/Harl 6.000.000 

59. Mobilisasi Alar Unit/Hari 4.000.000 

60. Excavator Unit/Ha.ri 4.000.000 



(2) Untuk jasa konsultansi perorangan biaya langsung personil didasarkan 
pada harga pasar gaji dasar (basic salary) scbcsar 55% dcngan 
memperhitungkan biaya sosial (social charge) dan tunjangan penugasan. 

(3) Nilai biaya langsung personil pada jasa konsu1tansi badan usaha 
maksimum 4 {empat.J kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan 
maksirnurn 2,5 (dua koma lima] kali pengbasilan yang diterima untuk 
tenaga ahli tidak tetap, dan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang 
diterima penyedia perora.nga.n berdasarkan perhitungan dari daftar gaji 
yang telah diaudit dan/atau bukti sektoran pajak penghasilan tenaga 
ahli yang bersangkutan. 

(4) Untuk ko.nsultan perseorangan yang berasal dari dosen/pegawai negeri 
harus mcndapat ijin tcrtulis dari atasan tcnaga ahli tcrscbut. Apabila 
tenaga ahli tersebut bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya 
langsung pcrsonil didasarkan pada satuan biaya orang jam (SBOJ). 
Dalam hal tenaga ahli tersebut diperunrukan bagi penugasan penuh (fuJJ 
timeJ harus memperoleh ijin cuti di1uar tanggungan negara dan 

NO. PERSONIL Rl::MUNERASI/BlAYA PERSONIL (RUPIAH PER 
BULAN) 

1 Aslsten Ahli (Sub Professional) 13.521.950 

2 Operator CAD/CAM ll.306.750 

3 Operator SIG ll.306.750 

4 Pemrogram Perangkat Lunak I 13.521.950 

5 Pemrogra.m Basis Data I 13.52l.950 

6 Operator- RAAiA 0Ata 13.106.600 

7 Pemelihara Sistern 13.106.600 I 
8 Tcknisi Jaringan Teknologi Informasi 13.106.600 

9 Administrator W cb 13.106.600 

10 Desain Grafis 13.521.950 

11 Teknisi Perangkat Kerns 11.306.750 

12 Fesilita.c.or 11.306.750 

13 Teknisi Khusus / lnspektur Khusus 13.106.600 

14 Teknisi ll.306.750 

15 Inepckrur 11.306.750 

16 Surveyor 10.660.650 

15 18 20 54.514.000 71.489.000 83.226.000 
16 19 21 56.260.000 73.817.000 85.554.000 
17 20 22 58.006.000 75.854.000 87.882.000 
18 21 23 59.752.000 77.891.000 90.210.000 
19 22 24 61.498.000 80.122.000 93.314.000 
20 23 25 63.244.000 82.256.000 95.739.000 

UNTUK TENAGA AHLr SUB PROFESSIONAL 



No. Kualifikasi Tahun SBOB (Rp) SBQH (Rp) SBOJ (Rp) Pen galaman 

I 
Penilai Berizin Properti 
dan/ atau Bisnis (S) 

1. 
Penilai Berizin Properti 

> 2Utahun 189.051.UUU 9.500.UUO 1.543.750 dan/ atau Bisnis (S) I 

2. Pcnilai Berizin Propcrti > 10 - 20 145.652.000 7.300.000 l..186.250 dan/atau Bisnis (S) Il tahun 

3. Penilai Berizin Properti s.d 10 97.498.000 4.900.000 796.250 
da.n/ata.u Bisni« (S) ID tahun 

perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada satuan biaya 
orang bulan (SBOB). 

(5) Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non profit makingfinn) 
seperti lembaga pernerintah (universitas, lernbaga penelitian, rumah 
sakit], lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga sosial lainnya, 
unit biaya langsung personil diperhitungkan 70% dari biaya yang 
berlaku. 

(6) Perhitungan konversi maksimu.m biaya langsung personil menurut 
jumlah satuan waktu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 

SBOM = 8808/4,1 
SBOH = (SBOB/22) x 1,1 
SBOJ = (SBOH/8) x 1,3 
Dimana : 

SBOB = Saruan biaya orang bulan 
SBOM = Satuan biaya orang minggu 
SBOH = Satuan biaya orang hari 
SBOJ = Satuan biaya orang jam 

(7) Penggunaan biaya langsung non personil (Dire(;( Reimbursable CosQ 
untuk jasa konsultan/jasa lainnya dihitung berdasarkan harga pasar 
yang berlaku dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan 
mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(8) Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD RSUD oleh 
Tenaga Konsultan Akuntan Publik d.iberikan biaya jasa sebesar 
Rpl.000.000,00/Hari. 

(9) Dalam ra.ngka pelaksana.an analis investasi dan penaksiran/penilai 
BMD d.iberikan biayajasa sebesar Rp 500.000,00/0rang/Jam. 

( 10) Dalam rangka pelaksanaan Audit pad a Sadan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM) Kelurahan diberikan biayajasa sebesar Rp 500.000,00/l<egiatan. 

(11) Dalam rangka pelaksanaan Perayaan Festival Teluk Kendari pada 
kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh 
pihak ketiga diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp 800.000.000,00. 

(12) Dalam rangka pelaksanaan Gebyar Budaya Nusantara pada kegiatan 
Kebudayaan dan Kepariwisataan yang d.ilaksanakan oleh pihak ketiga 
cliberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp 800.000.000,00. 

(13) Dalam rangka kegiatan penilaian tanah dan bangunan oleh Tim 
penilai/ Apraisal yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) 
maka komposisi Billing Rate (lmbalan Jasa) berdasarkan waktu kerja 
(Bulan, Harl, Jam) untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung adalah 
sebagai berikut : 



(14) Dalam hal kegiatan menggunakan jasa tenaga ahli diluar unsur 
Pemerintah Dacrab yang mernberikan layanan jasa konsultansi di 
bidang Non Jasa Konstruksi (selain Jasa Konstruksi) untuk menunjang 
program/kegiatan perencanaan pernbangunan, pengelolaan keuangan, 
dan teknologi informasi yang ditetapkan mclalui Kcputusan Wali Kota 
diberikan honorarium sebagai berikut: 

Keterangan : 
1. SBOB : Satuan Biaya Orang Bulan 
2. SBOH : Saluan Biaya Orang Hari 
3. SBOB : Satuan Biaya Orang Jam 

J] 
Penilai Berizin Personal 
Properti (PP) 

1. 
Pen ilai Berizin Personal > 20 tahun l 33. 762.000 6.700.000 1.088.750 
Properti (PP) I 
Penilai Berizin Persona I > 10 - 20 101.902.000 5.100.000 828.750 2. Properti (PP)U tahun 

3. 
Penilai Berizin Personal s.d 10 72.826.000 3.600.000 585.000 
Properti (PP) m tahun 

m Pen ilai Berizin Properti 
Sederhann (PS) 

l. Penilai Berizin Properti 
> 10 cahun 78.474.000 3.900.000 633.750 

sedernane (PS) I 

2. Penilui Berizin Properti, >5 - 10 58.152.000 3.000.000 487.500 
Sederhana (PS) 1l tahun 

3. 
Penilai Berizin Properti s.d 5 tahun 48.154.000 2.400.000 390.000 
Sederhana (PS) Ill 

JV Penilai Madya (Tl 

1. Penilai Madya (T) 1 > 10 rahun 37.453.000 1.900.000 308.750 

2. Penilai Madya (T) U 
>5 - 10 30.319.000 1.500.000 243.750 
tahun 

3. Pcnilai Madya (T) Ill s.d 5 tahun 23.482.000 l.200.000 195.000 

v Penilai Pratama (P) 
.... 

1. Penilai Pratama (P) I > 6 tahun 20.510.000 1.030.000 167.375 

2. Penilai Pratomo (P) 1l 
>3 - 6 

17.537.000 900.000 146.250 tahun 
3. Penilai Pralarna (P) lll s.d 3 tahun 15.159.000 800.000 130.000 

VI Tenaga Adrninistrasi l - 5 tahun 13.376.000 670.000 108.875 

VII Pelaksana lnspeksi 1 - 3 tabun 12.187.000 610.000 99.125 

VU! Operator Kornputcr 1 - 3 tahun 10.988.000 550.000 89.375 

IX Drafter 1- 3 tahun 10.988.000 550,000 89.375 



Rp 3.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.900.000,00/0rang/BuJan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/BuJan 
Rp 1.500.000,00/0nmg/Bulan 
R-p 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000100/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00 /Orang/Bulan 

q. Perawat Gigi 
r. Perawat 
s. Analis Laboratorium 
t. Fisioterapi 
u. Teknisi Elektromedis 
v. Teknisi Kardiovaskuler 

1. Administrasi Kesehatan 
j. Sanitarian 
k. Tenaga Administrasi RS 
l. Analis Laboratorium 
m. Penata Anastesi 
n. Tenaga Gizi 
o. Tenaga Tekbnis Kefarmasian 
p. Bidan 

Tenaga K3 
Epidemiologi 
Promosi Kesehatan 

b. Apoteker 
c. Perawat 
d. Fisioterapi 
e. Bidan 
f. 
g. 
h. 

(15) Dalam hat kegiatan menggunakan jasa 
konsultansi/advokat/penga<'..ara/tenaga ahli diluar unsur Pemerintah 
Daerah yang memberikan Jayanan jasa di bidang hukum yang 
ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sebesar 
Rp 50.000.000,00/orang/perkara. 

(16) Dalam rangka kcgiatan DAK TEMATIK Pengentasan Pemukiman Kumuh 
Terpadu (PPKTJ yang menggunakan Tenaga Ahli/Fasilitator Lapangan 
(TFL), maka diberikan honorarium sebesar : 
a. Koordinator Fasilitator Lapangan Rp 6.000.000,00/bulan; 
b. Tenaga Fasilitator Lapangan Rp 4.000.000,00/buJan. 

(17) Dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan sampah secara teknis 
maka ditetapkan Jasa Tenaga Ahli Persampahan sebesar Rp 
491. 700 ,00 / Kegiatan. 

(18) Dalam rangka pelaksanaan Aplikasi SlPBLUD 2026 maka ditetapkan 
jasa pendampingan Aplikasi SJPBLUD 2026 sebesar Rp 
144.000.000,00/Tahun. 

(19) Dalam rangka penyelenggaraan Jasa Profesi Tertentu bidang kesehatan 
yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium 
sebagai berikut : 
a. Dokter Umum 

TENAGA AHLI DAN TAHUN REMUNERASI/BIAYA PERSONlL (RUPIAH PERBULAN) 
Pf,NGALAMAN 

S!/Setara S2/Serara S3/Sclara 
s.d 4 3.500.000 4.500.000 5.500.000 

> 4 s.d 8 4.500.000 5.500.000 6.500.000 
>8 s.d 10 5500000 6.500000 7.500.UUU 

>10 s.d 15 6.500.000 7.500.000 20.000.000 
>15 7.500.000 8.500.000 25.000.000 



(3) Selama melakukan Perjalanan Dinas antar Daerah dalam Provinsi, Wali 
Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat Eselon 11/Forkopimda dapat diberi.kan 
uarrg representasi yang dibayarkan secara lumpsum perhari masing­ 
masing dengan rincian. sebagai berikut : 

No Uraian Uanz Harian Biava Peuzinacan 
l. I Wali Kota Rp 380.000,00 Rp 3.088.800,00 
2 Wakil Wali Kota Rp 380.000,00 Rp 3.088.800,00 
3 Kelua DPRD Rp 380.000,00 Rp 3.088.800,00 
4 Wakil Ketua DPRD Rp 380.000,00 Rp 3.088.800,00 
5 Sekretaris Daerah Rp 380.000,00 Rp 2.574.000,00 
6 Anggota DPRD Rp 380.000,00 Rp 2.574.000,00 
7 Pejabat Eselon U/Forkopimda Rp 380.000,00 Rp 2.574.000,00 
8 Pejabat Eselon Ill/Go!. IV, Auditor Rp 380.000,00 Rp 1.297.000,00 

Ahli Madya/P2UPD Madya, 
Pengetola Pengadaan Barang dan 
JasaMadya 

9 Pejabat Eselon JV /Go!. ill, Auditor Rp 380.000,00 Rp 786.000,00 
Terampil Penyelia, Pertarna, 
Muda/P2UPO Pertama & Muda, 
Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang dan Jasa Pertama & Muda 

10 Staf/Non ASN Ro 380.000,00 Ro 786.000.00 

(1) Biaya perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalarn wilayah Provinsi 
Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, 
terdiri atas : 
a. uang harian; 
b. biaya penginapan; dan 
c. biaya transport. 

(2) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan secara lumpsum rnaksimal 4 (empat) hari dan biaya 
penginapan dibayarkan perhari secara rill (at cost) dan diatur sebagai 
berikut : 

Pasal 16 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

Rp l.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp l.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 4.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.200.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.500.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 
Rp 1.000.000,00/0rang/Bulan 

Rp l.200.000,00/0rang/Bulan w. Teknik Radiodiagnostik dan 
Radioterapi 

x. Sanitarian 
y. Rekam Medis 
z. Tenaga Teknis SIM-RS 
aa, Tenaga Teknis Tertentu 
bb. Tenaga Akuntansi 
cc. Tukang Masak 
dd. Sopir Mobil Jenazah 
ee. Sopir Mobil Ambulans 
ff. Tenaga Pernulasaran -Jenazah 
gg. Rohaniawan 
hh. House Keeping 
ii. Loundry 
jj. Transporter 
kk. Operator Genset 
ll. Cleaning Service 



(4) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang 
pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari, diberikan uang harian 
maksimal 4 (empatJ hari dan biaya penginapan secara rill (at cost) 
sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT. 

(5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), juga diberikan biaya transport darat dari Kota 
Kendari ke Daerah tujuan (one way atau sekali jalan) secara at cost, 
sebagai berikut : 
a. Kendari - Bombana Rp 355.000,00 
b. Kendari- Kolaka Rp 370.000,00 
c. Kendari+- Kolaka Timur Rp 300.000,00 
d. Kendari - Kolaka Utara Rp 425.000,00 
e. Kendari - Konawe Rp 300.000,00 
f. Kendari- Konawe Selatan Rp 305.000,00 
g. Kendari - Konawe Utara Rp 300.000,00 

(6) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), juga diberikan biaya transport laut/udara dari 
Kota Kendari ke Daerah tujuan secara at cost, sebagai berikut : 
a. Kendari - Bau-Bau (PP) Rp 1.600.000,00 
b. Kendari- Buton Utara (PP) Rp 1.300.000,00 
c. Kendari - Buton Selatan {PP) Rp 1.600.000,00 
d. Kendari - Buton Tengah (PP) Rp 1.600.000,00 
e. Kendari - Buton (PP) Rp 1.600.000,00 
f. Kendari- Muna (PP) Rp 1.300.000,00 
g. Kendari - Muna Barat (PP) Rp 1.500.000,00 
h. Kendari - Wakatobi (PP) Rp 2.000.000,00 
i. Kendari - Konawe Kepulauan (PP) Rp 750.000,00 

(7) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat {4) sudah termasuk 
biaya airport tax serta biaya retribusi lain yang dikenakan di 
bandara/ pelabuhan. 

(8) Selain biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 
pula biaya taksi sebesar Rp 200.000,00 (apabila menggunakan moda 
transportasi udara dan laut) dari tempat kedudukan ke 
pelabuhan /bandara dan dari pelabuhan/bandara/terminal ke tempat 
penginapan di Daerah tujuan (PP). 

(9) Dalam hal bukti pengeluaran penggunaan biaya taksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dipcrolch, pcrtanggungjawaban 
penggunaan biaya taksi menggunakan daftar pengeluaran rill. 

(10) Dalam hal perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah 
Provinsi Sula.wesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau 
tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 
penginapan sebesar 30% [tiga puluh persen) dari biaya penginapan di 

No. Uraian Uang Representasi 
( lumpsum) 

1. Wali Kota/Ketua DPRD Rp 125.000,00 
2. Wakil Wali Kota/Wakil Rp 125.000,00 

KetuaDPRD 
3. Sekretaris Daerah Rp 75.000,00 
4. Pejabat Eselon II/Anggota Rp 75.000,00 

DPRD L Forko2imda 



N0 PROVINS! SA TUAN UANGHARIAN 

1 Aceh OH Rp 360.000,00 
2 Sumatera Utara OH Rp 370.000,00 
3 Riau OH Rp 370.000,00 
4 Kepulauan Riau OH Rp 370.000,00 
5 Jambi OH Rp 370.000,00 

·-"- 
6 Sumatera Baral OH Rp 380.000,00 
7 Sumatera Selatan OH Rp 380.000,00 
8 Lampung OH Rp 380.000,00 

(1) Perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan 
uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan cliberikan pula biaya 
penginapan yang clibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan 
lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut : 

a. Uang Harian 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

kota ternpat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan 
dinas den dibayarkan secara lumpsum dan dibuktikan dengan 
pengeluaran riil. 

(11) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi 
batas maksimal sebagaimana pada ayat (6), pejabat maupun ASN dan 
Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dapat disesuaikan dengan 
harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan bukti pembelian 
tiket dari agen resmi. 

(12) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan 
dokumen sebagai berikut: 
a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas; 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di 

tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi 
tempat tujuan perjalanan dinas; 

c. tiket pesawat, boardingpass, airporttax, retribusi dan bukti 
pembayaran moda transpcrtasi lainnya; 

d. dafter pengeluaran rill; 
e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. 

(13) Dalam keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan lebih dari 4 (empat) hari, dibukti.kan dengan surat 
undangan dari penyelenggara kegiatan. 

(14) Pembayaran biaya transport bagi yang menggunakan jasa transportasi 
selain moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6), diberikan secara at cost didasarkan pada kondisi yang 
senyatanya dengan rnelampirkan dokumen resmi kendaraan dan 
pengendara. 

(15) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional roda 
dua dan/atau roda empat, maka dapat diberikan pengganti biaya 
transport persecara at coast dengan melarnpirkan bukti pembelian 
bahan bakar minyak clan/ atau tiket kapal penyebrangan. 

Pasal 17 



Tarif Hotel (_Rp) 
Wali Kota/ Wakil Pcjabat Esclon 

Pejabat Eselon No Provin&i Sat. Wall Kata/ Pimp. 11/Anggota l'ejabat Eselon 
DPRD/ DPRD/ m/Gol. IV IV /Gol. rn, U, l 

E$elon I Forkopimda danNonASN 

l Aceh OH 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000 
2 Sumatera OH 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000 

Utai:a 
3 Riau OH 3.820.000 3.119.000 l.650.000 852.0UO 
4 Kepnlauan OH 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000 Riau 
5 -Jambi OH 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000 
6 Suma~cra OH 

5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000 Barnt 
7 ··~- ·-~ - - -OH Sumatera 5.850.000 3.083.000 1.955.000 Sf;,1.000 Sela Ian 
8 Lampung OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000 
9 Bengkulu OH 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 
10 Bangka Oil 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000 Belitung 
I l Bantea OH 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 
12 .Iawa BAr"At. OH S.381.000 2.7SS.OOO 1.'201.000 686.000 
13 D.K.l. OH 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 Jakarta 
14 Jawa Tengah OH 5.303.000 1.850.000 l.201.000 750.000 

b. Uang Penginapan 

9 Bengkulu OH Rp 380.000,00 
10 Bangka Belitung OH Rp 410.000,00 -- ·- 11 Ban ten OH Rp 370.000,00 
12 Jawa Barat OH Rp 430.000,00 
13 D.K.J. Jakarta OH Rp 530.000,00 
14 -Jawa Tengah OH Rp 370.000,00 
15 D.I. Yogyakarta OH Rp 420.000,00 
16 .Jawa Timur . -- OH Rp 410.000,00 
17 Bali OH Rp 480.000,00 
18 Nusa Tenggara Baral OH Rp 440.000,00 
19 Nusa Tenggara Timur OH Rp 430.000,00 
20 Kalimantan Barat OH Rp 380.000,00 
21 Kalimantan Tengah OH Rp 360.000,00 
22 Kalimantan Selatan OH Rp 380.000,00 
23 Kalimantan Timur OH Rp 430.000,00 
24 Kalimantan Utara 01-1 Rp 430.000,00 
25 Sulawesi Uiara OH Rp 370.000,00 
26 Gorontalo OH Rp 370.000,00 
27 Sulawesi Barat OH Rp 410.000,00 
28 Su1awesi Selatan OH Rp 430.000,00 
29 Sulawesi Tengah OH Rp 370.000,UO 
30 Sulawesi Tenggara OH Rp 380.000,00 
31 Maluku OH Rp 380.000,~ 
32 Maluku Utara OH Rp 430.000,00 
3S Papua OH Rp 580.000,00 
34 PapuaBarat OH Rp 480.000,00 
35. Papua Barat Daya OH Rp 480.000,00 
36. Papua Tengah OH Rp 580.000,00 
37. Papua Selatan OH Rp 580,000,00 
38. Papua Pegunungan OH Rp 580.000,00 



No. Uraiao Uang Representasi 
( lumpsum) 

1. Wall Kota/Ketua DPRD Rp 250.000,00 
2. Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD Rp 250.000,00 
3. Sekretaris Daerah Rp 150.000,00 
4. Pejabat Eselon U/Anggota DPRD/fi'orkopimda Rp 1 50. DOO, ClO 

Bia ya pen gm a pan perjalanan dinas dalam negeri berlaku 
pertanggungjawaban secara at cost (blaya riil). Dalam hal perjalanan dinas 
tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara 
lumpsum. setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 
penginapan di kota tempat tujuan. 
(2) Selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Wali Kota, Wakil 

\Vali Kota dan Pejabat Eselon Il/Forkopimda dapat diberi.kan uang 
representasi yang dibayarkan secara lumpsum perhari masing-masing 
dengan rincian sebagai berikut : 

l5 D.I. OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 Yogyakarta 
16 -Jawa Timur OH 4.449.000 :f007.000 1.153.000 814.000 
17 Bali OH 6.848 .. 000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 
18 Nusa OH 

Tenggara 4.375.000 2.648.000 ] .418.000 907.000 
Bar at 

19 Nusa OH 
'l'enggara a.vso.ooo 2.133.000 1.355.0UO b88.0UU 
Ttmur- 

20 Ka..limantan OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000 
Barat 

21 Kamirnantan OH 
659.000 Tengah 4.901.000 3.391.000 1.160.000 

22 Kalirnanran OH 4-.797.000 3.316.000 1.500.000 697.000 
Sela tan 

23 K!U.io\anlAn OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 Timur 
24 Kalimantan OH 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000 

Utam 
25 Sulawesi OH 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 Utara 
26 Ocrontalo OM 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000 
27 Sulawesi OH 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000 

Barat 
28 Sulawesi QI[ 

4.820.000 l.938.000 1.423.000 745.000 
Selatan 

29 Sulawesi OH 2.309.000 2.027.000 l.679.000 9!>1.000 Tengah 
30 Sulawesi OH 3.088.800 2.574.000 l.'297.000 786.000 Tenggara 
31 Maluku I OH 3.467.000 3.240.000 J.059.000 667.000 
32 Moluku OH 4.611.600 3.84-3.000 1.160.000 605.000 Ut.are 
33 Papua. OH ,3.859.000 3.318.000 2.52l.OOO l.038.000 
34 Papua Barat OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 

35 Papua Barat OH. 3.872,000 3.341.000 2.056.000 967.000 Daya 

36 
Pa,pua OH 3.(!59.000 3.318.000 2.521.000 1.03!:!.000 Tengan 

37 Papua OH 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000 Selatan 

38 
Papua OH 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 Peguouogan 



No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET 
ASAL TUJUAN B!SNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 

1 2 J 4 5 
1 Kendari Ambon (PP) 4.824.000 2.856.000 
2 Kcndari Balikpapan (PP) 16.699.400 7.769.600 
3 Kendari Banda Aceh (PP) 12.953.000 7.102.000 
4 Kendari Bandar Lampung (PP) 8.354.000 4.482.000 
5 Kendari Banjarmasin (PP) 15.745.200 7.010.600 
6 Kendari Batara (PP) 10.568.000 5.658.000 
7 Kenrlari Bengkulu (PP) 10.608.650 6.427.000 
8 Kendari Biak (PP) 11.822.000 6.150.400 
9 Kendari Bandung (PP) 9.157.000 7.104.000 
10 Kendari Denpasar (PP) 5.455.000 3.273.000 
11 Kendari Gorontalo (PP) 9.309.600 4.553.200 
12 Kendari Jambi (PP) 14.576.400 7.294.400 
13 Kendari Jayapura (PP) 14.386.000 8.715.000 
14 Ken.dari Y ogya karta (PP) 8 l29 o.oo 4.706.000 
15 Kendari Jakarta (PP) 7.658.000 4.182.000 
16 Kendari Kupang (PP) 21.187.400 10.439.200 
17 Kendari Makassar {PP) 2.663.000 1.786.000 
18 Kendari Malang (PP) 10.322.000 5.487.000 - - -- --- - 
19 Kendari Mamuju (PP) 3.341.400 2.237.000 
20 Kendari Manado (PP] 9.074.200 4.724.800 
21 Kendari Mataram (PP) 15.775.400 7.835.600 
22 Kendari Medan (PP) 16.521.200 7.868.600 
23 Kendari Manokawari {PP) 9,573.000 5.499.000 

(3) Perjalanan dinas bagi Ajudan dalam rangka mendampingi Wali 
Kota,/Wakil Wali Kota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif 
terendah yang berlaku clihotel tempat menginap Wali Kota/Wakil Wali 
Kota. 

(4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 
5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya 
penginapan secara rill ( at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang 
tercantum dalam SPT. 

(5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana 
climaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan 
sesuai dengan biaya rill dan biaya taksi yang diberikan dari tempat 
kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat 
kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur 
sebagai berikut : 
a. Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD 

diberikan biaya tiket kelas Bisnis; 
b. Pejabat eselon Il/Forkopimda, Anggota DPRD, Pejaba.t eselon 111, 

Auditor Ahli Madya, Pengelola Pengada:an Barang/ Ja:sa Madya 
Auditor Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda, Auditor 
Ahli Pertama, Pengelola Pengadaa:n Barang/Jasa Pertama, Auditor 
Terampil, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat P2UPD Muda, Pejabat 
P2UPD Pertama, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket 
kelas ekonomi; 

c. Besaran biaya transport climaksud adalah sebagai berikut : 



24 Kendari Padang (PP} 11.167.000 5.722.000 
25 Kendari Palangkaraya (PP) 15.372.800 7.657.400 
26 Kendari Palembang (PP) 9.659.000 5.102.000 
27 Kendari Palu (PP) 6.474.400 3.653.400 
28 Kendari PangkaJ Pinang (PP) 13.555.600 6.775.200 
29 Kendari Pekanbaru (PP) 11.220.000 I 5.776.000 
30 Kendari Semarang (PP) 9.659.000 5.027.000 
31 Kendari Solo (PP) 9.659.000 5.166.000 
32 K~da_ri Su.r;;tb.i,y~ (PP) ll.103,000 5.466.000 
33 Kendari Timika (PP) 18.633.000 9.798.000 
34 Kendari Pontianak (PP) 13.384.000 6.634.400 
35 Kendari Samarin da {PP) 9.372.800 5.384.600 
36 Kendari I Ternate (PP) 10.364.600 6.008.600 
37 Kendati Sotott~ (PP) 7.527.250 4.330.000 - 38 Kendari Luwuk (PP) 6.601.500 3.801.000 
39 :Kendari Merauke (PP) 19.321.400 9.286.400 

No ProVinS'i S~turu1 Besaran 

1 Aceh Orang/Kali Rp 127.000,00 
2 Sumatera Utara Orang/Kali Rp 308.000,00 
3 Riau Orang/Kali Rp lOl.000,00 
4 Kepulauan Riau Orang/Kali Rp 165.000,00 
5 Jam bi Orang/Kali Rp 147.000,00 
6 Sumatera Barat Orang/Kali Rp l90.000,00 
7 Sumatera Selatan Orang/Kali Rp 179.000,00 
8 Lampung Orang/Kali Rp 168.000,00 
9 Bengkulu Orang/Kali Rp 109.000,00 
io Bangka Belitung Orang/Kali Rp 97.000,00 
11 Ban ten Orang/Kali Rp 536.000,00 
12 Jawa Barat Orang/Kali Rp 200.000,00 
13 D.K.l. Jakarta Orang/Kali Rp 256.000,00 
14 Jawa Tengah I Orang/Kali Rp 108.000,00 
15 0.l. Yogyakarta Orang/Kali Rp 267 .000,00 
16 Jawa Timur Orang/Kali Rp 233.000,00 
17 Bali Orang/Kali Rp 227.000,00 
18 Nuse. Tenggara Barat Orang/Kali Rp 231.000,00 
19 Nusa Tenggara Timur Orang/Kali Rp 116.000,00 
20 -Kalimantan. Barat Orang/Kali Rp 171.000,00 
21 Kalimantan Tengah Orang/Kali Rp 134.000,00 
22 Kalimantan Selatan Orang/Kali Rp 180.000,00 
23 Kalimantan Timur Orang/Kali Rp 533.000,00 
24 Kalimantan Utara Orang/Kali Rp 218.000,00 
25 Sulawesi Utara Orang/Kali Rp 138.000,00 
26 Gorontalo Orang/Kali Rp 265.000,00 
27 Sulawesi Barat Orang/Kali Rp 313.000,00 
28 Sulawesi Selatan Orang/Kali Rp 187.000,00 
29 Sulawesi Tengah Orang/Kali Rp 165.000,00 
30 Sulawesi Tenggara Orang/Kali Rp 171.000,00 
31 Maluku Orang/Kali Rp 288.000,00 
32 Maluku Utara Orang/Kali Rp 215.000,00 j 

(6) Satuan biaya taksi perjalanan dinas yang diatur sebagai berikut : 



a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara/termmal 
bus/kereta/kapal laut dan biaya taksi dari bandara/terminal 
bus/kereta/kapal laut tujuan ke tempat penginapan/hotel; 

b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara/terminal 
bus/kereta/kapal laut dan dari bandara/terminal 
bus/kereta/kapal laut ke tempat kedudukan semula. 

(7) Dalam ha! melakukan perjalanan dinas lanjutan yang menggunakan 
kendaraan roda ernpat dengan sistem drop off, diatur sebagai berikut : 
a. Perjalanan lanjutan Jakarta - Bandung Rp 2.000.000,00 (PP) 
b. Perjalanan lanjutan Jakarta Bogor /Bekasi/Tangerang 

Rp 1.000.000,00 (PP) 
c. Perjalanan lanjutan Surabaya - Kabupaten Kota sc Jawa Timur 

Rpl.000.000,00 (PP) 
d. Perjalanan lanjutan Semarang - Kabupaten Kota se Jawa Tengah 

Rpl.000.000,00 (PP) 
e. Perjalanan lanjutan Bandung - Kabupaten Kota se .Jawa Barat 

Rpl.000.000,00 (PP) 
f. Perjalanan lanjutan Makassar - Takalar, Jeneponto, Bulukumba 

Rpl.000.000,00 (PP) 
(8) Dalam ha! melakukan perjalanan dinas yang menggunakan 

transportaei darat dari tempat kedudukan ke daerah tujuan besarnya 
biaya transport adalah sebagai berikut: 
a. Perjalanan Kendari- Masamba Rp 2.200.000,00 (PP) 
b. Perjalanan Kendari - Palopo Rp 2.400.000,00 (PP) 
c. Perjalanan Kendari- Mamuju Rp 3.600.000,00 (PP) 
d. Perjalanan Kcndari -Toraja Rp 2.600.000,00 (PP) 
e. Perjalanan Kendari - Malili Rp 2.000.000,00 (PP) 
f. Perjalanan Kendari- Enrekang Rp 3.300.000,00 (PP) 
g. Perjalanan Kendari- Toraja Utara Rp 2.700.000,00 (PP) 
h. Pcrjalanan kendari - Sengkang Rp 3.000.000100 (PP) 
i. Perjalanan Kendari- Belopa Rp 2.600.000,00 (PP) 
J· Perjalanan Kendari - Morowali Rp 2.000.000,00 (PP) 
k. Perjalanan Kendari - Sidrap Rp 3.000.000,00 (PP) 
l. Perjalanan Kendari - Pare-pare Rp 3.500.000,00 (PP) 
m. Perjalanan Kendari - Barru Rp 3.600.000,00 (PP) 
n. Perjalanan Kendari - Bone Rp 3.400.000,00 (PP) 
o. Perjalarian Kendari - Soppeng Rp 3.200.000,00 (PP) 
p. Perjalanan Kendari- Sinjai Rp 3.600.000,00 (PP) 

(9) Dalam hal melak.ukan perjalanan dinas ya:ng menggunakan 
transportasi laut dari tempat kedudukan ke daerah tujuan (dalam/luar 
Provinsi Sulawesi Tenggara] maka diberikan biaya transport secara at 
coast. 

33 Papua Orang/Kali Rp 513.000,00 
34 Papua Barat Orang/Kali Rp 236.000,00 
35 Papua Barat Daya Orang/Kali Rp 236.000,00 
36 Papua Tengah Orang/Kali Rp 513.000,00 
37 Papua selatan Orang/Kali Rp 513.000,00 
38 Papua Pegunungan Orang/Kali Rp 513.000,00 

. 



(10) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari 
satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat cliwakilkan dan 
dilaksanakan secara berlanjut, baik dala.m wi.layah yang sama maupun 
wilayah yang berbeda dapat diberikan ta.mbahan uang harian yang 
dibayarkan secara Iumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai 
biaya rill sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika 
pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian 
uang hariau maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at 
cost} sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum da:lam SPT. 
Contoh : Scorangpejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas 

dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara 
berlanjut, kegiatan perta.ma selama 3 (tiga) hari, kemuclian 
dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 
(enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut : 
Biaya transpor dari Kendari - Jakarta (PP), diberikan secara 
at cost, kemudian cliberikan uang harian yang dibayarkan 
secara lumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai 
biaya rill untuk kegiatan pertama: selarna 3 (tiga) hari, untuk 
kegiatan kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) 
hari dan biaya penginapan secara rill (at cost) sesuai waktu 
pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT. 

(11) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi 
batas rnaksimal sebagaimana pada ayat (5) huruf c, pcjabat maupun 
ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas baik 
menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan 
dengan harga tiket yang berlaku saat itu clibuktikan dengan 
screenshoot untuk pembelian secara daring/ online dan surat 
keterangan untuk pembelian melalui Jasa Travel. 

(12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara tidak menggunakan fasilitae hotel atau tcmpat pcnginapan 
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat 
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan 
dibayarkan secara lumpsum. 

(13) Dalam hal perjalanan clinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
untuk mengikuti suatu kegiatan yang .konsumsinya ditanggung secant 
Half Day / full Day [makan siang) oleh penyclenggara, dibcrikan uang 
harian yang besarannya sebagaimana tercantum pada ayat ( 1) huruf a 
dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

(14) Da1am hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara 
untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsurnsinya ditanggung secara 
Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, 
diberikan uang harian yang besarannya sebagaimana tercanturn dalam 
Pasal 19 Ayat (3) serta diberikan juga uang makan sehari sebelum 
pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan sebesar 
Rp200.000,00 /hari, 



{15) Istri Wali Kota dan lstri Wakil Wali Kota diberikan biaya perjalanan 
dinas luar Daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan 
dinas pejabat eselon II. 

(16) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (15), yang penugasannya mendam.pingi Wali Kota atau Wakil 
Wali Kota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya 
transportasi kelas bisnis dan uang harian. 

(17) Untuk perjalanan dinas luar Daerah yang tujuannya tidak termasuk 
dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakuka:n perjalanan derrgan 
menyesuaikan biaya tiket ke Daerah yang akan dituju dan dibayarkan 
sesuai dengan biaya riil (at c:osq. 

(18) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk 
melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas 
dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. 

(19) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana 
perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya 
dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut 
harus disetor ke Kas Daerah. 

(20) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan 
dokumen sebagai berikut : 
a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas; 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di 

tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang 
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tux, retribusi dan bukti 
pembayaran moda transportasi lainnya; 

d. daftar pengeluaran rill; 
e. bukti pernbayaran hotel atau tempat rnenginap lainnya. 

(21) Dalam hal biaya perjalanan dinas tenaga ahli/narasumber yang 
diundang Pemerintah Kata Kendari diberikan uang harian dan biaya 
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb, 
uang transport sebagairnana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dan biaya 
taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(22) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam rangka konsultasi dan studi 
banding diatur sebagai berikut : 
a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah 

dan Non Pemerintah sarnpai dengan 3 (tiga) hari dilaksanakan pada 
1 instansi/ tuj uan; 

b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintab 
dan Non Pemerintab 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 
instansi/ tuj uan; 

c. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah 
dan non pemerintah dilaksanakan maksimal 4 hari untuk Ketua 
DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pendamptng untuk 
1 instansi/tujuan; dan 

d. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Banding pada Daerah lain, 4 
hari untuk l Daerah/obyek tujuan, serta 5 hari untuk 2 
Daerah/obyek tujuan. 



(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan 
prinsip sebagai berikut: 
a. se1ektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; 
c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan 
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjaJanan dinas dan 

pembebanan biaya perjalanan dinas. 
(2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk: 
a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam 

rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, airport tax, dan 
retribusi; 

b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang 
saku dan transportasi lokal; dan 

c. Biaya Asuransi Perjalanan. 

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

(23) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat diberikan sewa kendaraan sebesar 
Rp3.000.000,00/ Hari. 

(24) Pembayaran biaya transport bagi yang menggunakan rnoda transportasi 
umum (pesawat, kapal, kercta, bus, dan angkutan umum lainnya] untuk 
tujuan bagi. perj alanan din as lanjutan baik an tar provinsi maupun dalam 
provinsi diberikan secara at cost, sedangkan pembayaran biaya transport 
selain moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dan ayat (8), cliberikan secara at cost didasarkan pada kondisi yang 
senyatanya dengan melarnpirkan dokumen resmi kendaraan dan 
pengendara. 

(25) Dalam hal tcrjadi pcmbatalan pclaksanaan perjalanan dinas untuk 
kegiatan yang sifatnya menghadiri undangan, biaya pembatalan dapat 
dibehankan pada DPA-8KPD berkenaan, dengan melampirkan: 
a. Surat Pemyataan Pembatalan Togas Perjalanan Dinas dari pejabat 

yang menandatangani Surat Togas; 
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; 
c. Pemyalaan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi 

dari perusahaan jasa transportasi dan/ a tau penginapan yang 
clisahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan 

d. Keterangan resmi secara tertulis dari instansi penyelenggara terkait 
pembatalan kegiatan. 

(26) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat {24) yang dapat 
dibebankan pada DPA-SKPD yaitu: 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 
b. sebagian atau scluruh biaya tikct transportasi atau biaya penginapan 

yang tidak dapat dikembalikan/refund.. 

Pasal 18 



NO KITTATUJUAN 
KLASlF!KASI T!KET PERJALANAN DINAS (US$) 

EKSJ;:KUTll7 BISNlS £;:KONOMI 

(I) (2) (3) (4) {SJ 
AMERil<A UTARA 

1 Chicago 12,733 6,891 3,662 
2 Houston 12,635 6,487 3,591 
3 Los Angeles 11,411 5,925 3,242 
4 New York 15,101 6,179 3,839 
5 Ottawa 12,266 6,924 4,083 
6 San Fransisco 13,438 7,138 2,987 
7 Toronto 11,750 8,564 3,201 -- , ___ 
8 Vancouver 10,902 7,458 3,277 
9 Washington 15,150 8,652 3,930 

AMERLKA_ SELATAN 

10 Bogota 18,399 9,426 7,713 
11 Brasilia 16,393 11,518 5,970 
12 Boenos Aires 23,000 15,300 10,400 
13 Caracas 23,128 13,837 6,825 - 14 Paramaribo 15,018 9,494 7,353 
15 Santiago de Chile 21,874 15,539 8,900 - 16 Quito 17,325 16,269 12,127 
17 Lima 8,263 8,263 5,038 

AME:RIKA TENGAH 

(3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang 
dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi yang dibayarkan 
sesuai dengan biaya riil (at cost], yang diberikan sesuai klasifikasi 
tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut : 
a.Oolongan A Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kctua DPRD, Wakil 

KetuaDPRD. 
b.Golongan B Pejabat eselon Il, Anggota DPRD, Forkopi.mda, 

Pegawai negeri sipil golongan IV /c ke atas dan 
pejabat lainnya yang setara. 

c.Golongan C Pegawai negeri sipil golongan Ul/c sampai dengan 
golongan IV /b. 

d.Golongan D Pegawai negeri sipil dan non PNS sclain yang 
di.maksud pada huruf b dan h uruf c. 

(4) Satuan biaya rransportasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana 
di.maksud pada ayat (2) rnerupakan satuan biaya yang digunakan untuk 
biaya. pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai 
bandara kota tujuan di Juar negeri pulang pergi (PP) dan moda 
transportasi lainnya sampai ke tempat tujuan. Satuan biaya transportasi 
terse but termasuk biaya asuransi, dan bclum termasuk airport tax scrta 
biaya retribusi lainnya. Klasi.fikasi tiket perjalanan dinas luar negeri 
diatur sebagai berikut : 
a. Tarif eksekutifuntuk perjalanan dinas golongan A; 
b. Tarif bisnis untuk perjalanan dinas golongan B; dan 
c. Tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D. 
Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai 
berikut : 



18 Meksiko 11,822 7,831 3,966 
19 Havana 14,702 11,223 7,335 
20 Panama --- 15,532 9,306 6,195 

EROPABARAT 
Vienna 

. 

2l 10,520 4,177 3,357 
22 Brussel 10,713 5,994 3,870 
23 Marseille 10,850 5,074 3,541 
24 Paris 10,724 6,08_? 3,331 
25 Berlin 10,277 6,126 3,959 
26 Bern 11,478 6,778 4,355 
27 Bonn 10,945 5,023 3,753 
28 Hamburg 9,938 7,639 4,108 . 
29 Geneva 8,166 5,370 4,333 
30 Amsterdam 8,216 5,898 3,331 
31 Den Haag 8,216 5,898 3,331 
32 Frankfurt 7,660 4,037 1,065 

EROPA UTARA 
33 Kopenhagen 9,696 4,920 3,730 
34 Helsinski 10,023 5,931 3,681 
35 Stockholm 9,917 5,506 3,433 - - 
36 London 11,410 7,293 4,153 
37 Oslo 9,856 4,773 4,049 

EROPA SELATAN I 
38 Sarajevo 11,778 7,129 6,033 
39 Zagreb 16,974 10,177 5,182 
40 Athens 14,911 9,2::,6 8,041 -~ 
41 Lisbon 9,309 4,746 3,383 
42 Madrid 10,393 4,746 3,631 
43 Roma 10,000 6,000 4,500 
44 Beograd l 0,318 6,404 5,564 
45 Vatikan 10,000 6,000 4,500 

EROPATIMUR 
46 Bratislava 7,125 4,423 3,382 
47 Bucharest 8,839 4,982 4,113 -- 48 Jµcv 10,860 6,q_29 5,193 
49 Moskow 9,537 7,206 5,143 
50 Pr aha 19,318 11,848 I 6,748 
51 Sofia 7,473 6,346 3,612 
52 Warsawa 10,777 5,052 3,447 -- - 
53 Budapest 8,839 5,979 2,187 

AFRIKA BARAT 
54 Dakkar 12,900 9,848 8,~55 
55 Abuja 10,281 7,848 6,818 

AFRIKA TIMUR 
56 Addis Ababa 7,700 5,808 5,552 
57 Nairobi 8,732 7,966 6,081 
58 Antananarive 11,779 9,000 8,282 ,. 
59 Dar Es Salaam 8,947 6,599 5,733 
60 Harare 11,118 10,600 5,747 

AFRIKA SELATAN 
61 Windhoek 18,241 11,774 7,510 - - - 62 Cape Town 17,182 9,703 8,429 



63 Johannesburg 12,943 8,802 7,216 
64 Maputo 11,255 8,524 6,275 
65 Pretoria -- 12,943 9,802 7,216 

AFRIKA UTARA 
66 Al~e~ 9,536 6,593 5,710 -- 
67 Kairo 8,683 7,122 4,483 
68 Khartoum 5,904 4,507 3,915 
69 Rab bat 8,910 7,721 5,665 - 
70 Tripoli 6,051 5,706 5,975 
71 Tunisia 9,419 5,018 3,619 

ASIA BARAT 
72 Manama 6,::>73 6,154 4,827 
73 Baghdad 5,433 4,148 3,545 
74 Amman 7,561 6,431 3,545 

Kuwait --- 75 6,771 4,273 3,110 
76 Beirut 7,703 4,490 3,730 
77 Doha 5,216 3,639 2/45 
78 Damaskus 8,684 5,390 3,325 
79 Ankara 9,449 6,643 3,581 
80 Abu Dhabi 5,283 4.976 2,727 
81 Sanaa 8,205 5,878 3,679 
82 Jedd ah 6,446 3,785 3,321 ~ 
83 Muscat 6,469 5,156 3,727 
84 Riyadh 5,359 3,510 3,000 
85 Istanbul 11,061 4,435 2,467 
86 Dubai 4,207 4,207 1,920 

ASlA TENGAH 

87 Tashkent 13,617 8,453 7,343 
88 Astana 13,661 12,089 8,962 
89 Baku 13,234 8,556 2,281 - --- -- 

ASlATJMUR 
90 Beijing 2,595 2,140 1,623 
91 Hongkong 3,028 2,633 1,257 
92 Osaka 3,204 2,686 1,864 -- 93 Tokyo 3,734 2,675 1,835 
84 Pyongyang 4,040 2,220 1,660 
95 Seoul 3,233 2,966 1,737 
96 Shanghai 3,122 2,749 1,304 
97 _ G~-~gzho'::_ 3,122 2,749 1,304 - 

ASIA SELATAN 
98 Kabul 6,307 3,905 3,208 
99 Teheran 5,800 3,600 3,200 
100 Kolombo 3,119 2,562 1,628 
101 Dhaka 3,063 2,417 1,092 
102 Islamabad 5,482 3,333 2,501 
103 Karachi 4,226 3,633 2,321 
104 New Delhi 3,500 z.soo I 1,500 
105 Mumbai 3,063 2,417 1,092 

ASIA TENGGARA 
106 Bandar Seri Bagawan 1,628 1,147 919 
107 Bangkok 2,344 1,155 823 
108 Davao City 2,757 2,558 1,641 



(5) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke Jakarta, mengacu pada 
ketentuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sesuai 
dengan tingkatan perjalananyang dibayarkan dengan biaya rill (at cost). 

(6) Apabila terjadi kenaikan harga tiket sehingga melampaui batas 
maksimal biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana 
tercantum pada ayat (4), maka biaya tiket dapat disesuaikan dengan 
harga tiket yang berlaku saat itu. 

(7) Satuan uang harian sebagairnana dimaksud pada ayat (2), merupakan 
pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai 
negeri dalam menjalankan perintah perjalanan clinas di luar negeri yang 
dapat cligunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku da.n 
uarig penginapan, menggunakan nilai mata uang pada negara tujuan. 

(8) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk 

uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya 
dalam hal harus berpindah moda transportasi; 

b. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian 
suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang 
diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas. 

(9) Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercanrum dalam Peraturan 
Wali Kota ini, merujuk pada besaran uang harian negara terdekat 
sebagaimana tercanturn pada ayat (17). 

(10) Apabila perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka 
pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan 

109 Dilli 747 49] 350 
110 Hanoi 1,833 1,833 1,656 
111 Ho Chi Minh 1,677 1,503 1,235 
112 .Johor Bahru 1,195 911 525 ----·--- - 
113 Kota Kinlbalu 1,894 1,427 694 
114 Kuala Lumpur l, 158 659 585 
115 Kuching 2,659 1,900 364 
116 Manila 2,453 1,614 1,150 
]]7 Penang 918 766 545 
118 Phnom Penh 2,202 1,981 1,627 - --.'-- 
119 Singapore 991 673 403 
120 Vientiane 2,274 2,025 1,420 
121 Yangon 1,468 1,212 1,053 
122 Tawau 1,894 1,427 694 
123 Songkhla 2,34'4 1, 155 823 

ASIA PASIFIK 
124 Canberra 6,304 6,304 2,500 
125 Darwin 6,689 4,900 3,964 ,___ 
126 Melbourne 4,886 3,814 2,858 
127 Noumea 6,940 5,917 l,916 
128 Perth 5,771 1,801 1,525 
129 Port Moresby 17,090 13;835 8,252 
130 Suva 12,668 4,461 2,669 
131 Sydney 4,629 4,237, 2,557 
132 Vanimo 3,318 2,740 2,380 
133 Wellington 11,750 9,830 4,120 

. 



NO NEGARA 
KLASIFIKASI PERJALANAN (US$) 

ooi, A GOt,. B GOt,. C GOt,. D 
{l} (2) (3) (4) -(SJ (6)-- 

AMERIKA UTARA - 
1 Amerika Serikat 659 563 505 447 
2 Kanada 552 467 416 365 

AMERlKA SELA"l'AN 
3 Argentina 534 402 351 349 
4 Venezuela 557 388 344 343 
5 Bra:sil 436 396 378 351 
6 Chili 434 370 332 294 
7 Kolumbia 466 413 405 365 
8 Peru 459. 352 320 280 
9 Suriname 398 364 268 268 
10 Ekuador 416 355 319 283 

AMERIKA TENGAI-1 
11 Meksiko 553 468 417 366 --- 
12 Kuba 453 385 345 305 
13 Panama 418 357 320 283 

1£ROPA BARAT 

ctimaksud, maka uang harian dapat diberikan sebesar 40% dari jumlah 
besaran uang harian negara tujuan. 

(11) Jsteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh 
Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti 
Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan 
golongan suami/istri. 

(12) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 
Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang rnendapat 
pcnugasan rnelakukan Perjalanan Dinas. 

(13) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak 
Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya 
dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang rnemungkinkan 
mereka menginap dalam satu hotel yang sama. 

(14) Biaya asuransi perjalanan selama rnelaksanakan Perjalanan Dinas 
Jabata.n dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan 
Perjalanan Dinas -Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang 
dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). 

(15) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat 
Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya 
Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke 
Kas Daerah. 

(16) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak 
Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan 
perlu dirawat di rumah sakit, semua pernbiayaan perawatan di rumah 
sakit dapat ditanggung dan dibebankan pada DPA-SKPD yang 
bersangkutan, kecuali biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya 
ditanggung oleh pihak penjamin lain. 

(17) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai 
berikut: 



14 Austria 504 453 347. 317 
15 Belgia 538 456 406 357 
16 Perancis S48 464 413 381 - 368 17 Jerman 485 415 324 
18 Bclanda 485 416 368 324 
19 Swiss 636 570 444 401 

EROPA UTARA 
20 Denmark 569 491 428 375 
21 I Finlandia 521 442 394 346 
22 Norwegia 621 559 389 386 
23 Swedia 615 519 461 403 
24 Inggris 792 774 583 582 

EROPA SELATAN 

25 Bosnia dan Herzegovina 456 420 334 333 
26 Kroasia 555 506 406 405 ·- . 
27 Span yo I 457 413 335 296 
28 Yunani 427 379 327 2•89 - - 29 Italia 702 637 446 427 
30 Portugal 425 382 308 273 
31 Serbia 417 375 326 288 

EROPATIMUR 

32 Bulgaria 406 367 320 284 
33 Ceko 618 526 447 367 - 34 Hongaria 485 438 390 345 
35 Polandia 478 415 363 320 
36 Rumania 416 381 313 277 
37 Rusi a 556 512 407 406 
38 Slovakia 437 394 341 303 
39 Ukraina 485 436 375 331 

AFRIKA BARAT 
40 Nigeria 468 428 405 370 - - 41 Senegal 461 393 336 311 

AFRIKA TIMUR - 42 Etiopia 420 374 330 285 
43 Kenya 457 418 344 308 
44 Madagaskar 396 366 286 252 
45 Tanzania 458 386 357 303 
46 Zimbabwe 430 400 330 316 
47 Mozambique 472 436 356 319 

AFRIKA SELATAN 
-- 48 Namibia 442 376 312 269 

- 49 Afrika Selatan 440 400 363 317 - 
Af'RIKA UTARA 

·- 50 Aljazair 394 361 319 290 
51 Me sir 481 426 405 361 - 52 Maroko 403 353 310 272 
53 Tunisia 379 300 266 237 
54 S\.!dan 44;3 408 358 280 



55 Libya 456 393 340 320 
ASIABARAT 

56 Azerbaijan 498 459 365 364 
57 Bahrain 475 I 424 284 217 
58 Irak 461 392 351 310 
59 Yordania 504 428 382 336 
60 Kuwait 581 491 437 I 383 ~~·~ -- - r 

61 Libanon 457 389 348 307 
62 Qatar 506 448 349 290 
63 Suriah 358 301 272 243 -- -- - 64 Turki 456 364 311 276 
65 Uni Emiral Arab 594 502 446 391 
66 Yaman 353 249 226 204 
67 Saudi Arabia 468 398 356 314 
68 Kesultanan Oman 516 437 390 343 

ASIA TIMUR 
69 Rep. Rakyat Tiongkok 411 351 315 279 
70 Hongkong 601 507 451 395 
71 Jepang 519 428 383 i 336 
72 Korea Selatan 515 467 425 I 421 
73 Korea Utara 494 321 300 278 

ASIA SELATAN 
74 Afganistan 385 262 238 214 
75 Bangladesh 339 313 243 238 
76 India 422 329 327 325 
77 Pakistan 343 277 251 225 
7~ Srilanka 388 332 299 266 
79 Iran 421 332 299 266 

ASIA TENGAH - 80 Uzbekistan 392 352 287 254 
81 Kazakhstan 456 420 334 333 

ASIA 'l'ENGGARA 
82 Filipina 412 367 266 226 
83 Singapura 615 519 461 403 
84 Malaysia 394 304 274 244 
85 Thailand 392 330 297 264 

---· 86 Myanmar 368 250 210 196 
87 Laos 380 277 251 225 
88 Vietnam 383 292 244 I 219 
89 Brunei Darussalam. 374 278 252 226 
90 Kamboja 296 223 201 196 
91 Timor Leste 392 354 236 212 

ASIA PASTF!K 

92 Australia 636 58::i 424 393 
93 Selandia Baru 545 461 411 361 
94 Kaledonia Baru 425 387 299 266 
95 Papua Nugini 520 476 429 376 
96 Fiji 427 365 327 289 



(1) Penganggaran untuk menghactiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan 
teknis, rapat teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan 
sumber daya manusia, sangat selektif dengan mernpertimbangkan 
aspek-aspek urgensi dan kornpetensi serta manfaat yang akan 
diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam 
rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran. 

(2) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan 
teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber 
daya manusia yang ternpat penyelenggaraannya dalarn wilayah Provinsi 
Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi 
maksimal Rp 3.000.000,00 (tigajuta rupiah). 

(3) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan diluar wilayah 
Kota Kendari, diberikan biaya uang harian sebagai berikut : 

Pasal 19 

9. Ketenruan Pasal 19 ctiubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : 

(18) Besaran nilai uang harian sebagaimana yang tercantum pada ayat (17} 
dapat mengikuti nilai tukar mata uang negara tujuan. 

(19) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas luar negeri terctiri 
dari: 
a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang. 
b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau 

pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar 
negeri. 

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang di ternpat tujuan di luar negeri atau di dalarn negeri. 

d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda 
keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat 
kedudukanj'bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas. 

e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari. yang ctigunakan 
untuk rnelaksanakan perjalanan ctinas. 

f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari : 
1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran 

moda transportasi lainnya, dan 
2. boarding pass, airport tax, pernbuatan visa, da.n retribusi 

g, Bukti pembayaran biaya asuransi perjalanan (apabila ada). 
h. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk 

keperluan transportasi tidak diperoleh. 
(20) Dalam rangka mendukung program kerjasama Kota Kembar (Sister City) 

Kota Kendari dan Cda La Rochelle melalui program pertukaran 
relawan pernuda, pembiayaan program ctiatur sebagai berikut : 
a. Relawan Pcmuda Cda La Rochelle cli Kendari 

1. Uang Harian Rp 1.960.000,00/bulan 
2. Sewa Rumah Rp 2.800.000,00/bulan 

b. Relawan Pemuda Kendari di Cda La Rochelle 
l. Uang Harian Rp 5.500.000,-/bulan 



(4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaanya dalam 
wilayah Kota Kendari, tidak diberikan uang barian sebagaimana 
tercantum pada ayat (3) namun diberikan uang transpor lokal 
sebagaimana d.iatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf a. 

(5) Kegiatan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) yang penginapan dan 
konsumsinya tidak ditanggung penyelenggara, diberi.kan biaya 
lutnpsum perjalanan dinas biasa dan biaya penginapan secara at cost 
sesuai waktu yang tercantum dalam SP!'. 

(6) Kegiatan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), yang 
penyelenggaraannya diluar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
pembebanan biaya kontribusi pada peserta diarur sebagai berikut : 
a. Kategori 1 diberikan sebesar Rp 6.000.000,00 [enam juta rupiah); 
b. Kategori TI diberika.n sebesar Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah); 
c. Kategori Ill diberikan sebesar Rp 4.000.000,00 [empat juta rupiah); 

No Provinsi Satuan Diklat 
I Aceh OH Ro 110.000~00 
2 Sumatera Utara OH Rp l 10.000,00 
3 Riau OH Rp 110.000,00 
4 Kepulauan Riau OH Rp 110.000,00 
s Jam bi OH Rp 110.000,00 
6 Sumatera Barat OH Ro 110.000,00 
7 Sumatera Selat.an OH Rp 110.000,00 
8 Lampuna OH Rp 110.000,00 
9 Bengkulu OH Rp 110.000,00 
10 Bangka Belitung OH Rp 120.000,00 
11 Bante.n OH Rp 110.000,00 
12 JawaBarat OH Rp 130.000,00 
13 D.K.I. Jakarta OH RD 160.000,00 
14 Jawa Tcneah OH Ro 110.000,00 
15 D .I. Y ogya.karta OH I Rp 130.000,00 
16 Jawa Timur OH Rp 120.000,00 
17 Bali OH Rp 140.000,00 
18 Nusa 'fenggar.a Bara,t OH Rp 130.000,00 - 
19 Nusa Tenzzara Timur OH Ro 130.000,00 
20 Kalimantan Barat OH Rp 110.000,00 
21 Kalimanlan Tengah OH RP 110.000,00 
22 KaJJmantan Selatan 01:{ Rp 110.000,00 
23 Kalimantan Timur OH R,e 130.000,00 
24 Kalimantan Utara OH Rp 130.000,00 
25 Sulawesi Utara OH Rp 110.000,00 
26 Oorontalo OH Rp 110.000,00 
27 Sulawesi Barat OH Ro 120.000,00 
28 Sulawesi Selatan OH Rp 130.000,00 
29 Sulawesi Tengah OH Rp 110.000,00 
30 Sulawesi Tenggara OH Rp 110.000,00 
31 Maluku OH RD 110.000,00 
32 Maluku Utara OH Rn 130.000,00 
33 Paoua I OH Rn 170.000,00 
34 Papua Barat OH Rp 140.000,00 
35 Papua Barat Daya OH Rp 140.000.,00 -- 
36 Papua Tenzah OH RP 170.000,00 
37 Papua Selatan OH Rp 170.000,00 
38 Papua Pegunungan OH Rp 170.000,00 



d. Kategori IV diberikan sebesar Rp 3.000.000,00 [tiga juta rupiah); 
e. Biaya kontribusi pada kegiatan LEMHANAS diberikan sebesar 

Rpl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 
f. Biaya kontribusi Diklat/Bimtek Pengawasan, Diklat Pembentukan 

dan Sertifikasi bagi Inspektorat diberikan sebesar Rp 18.000.000,00 
(delapan bclas juta rupiah); 

g. Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek FungsionaJ Pengadaan Barang/Jasa 
diberikan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan betas juta rupiah). 

(7) Biaya kontribusi pendaftaran kcikutsertaan dalam program 
Pemantapan Mutu Eksternal (PME) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan 
Daerab dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,00 per siklus kegiatan. 

(8) Oalam rangka Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Calon Pengawas 
Sekolah, dan Diklat Guru ditetapkan biaya kontribusi sebesar 
Rp7.500.000,00/orang. 

(9) Bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti Diklatpirn tingkat 11, 111, dan 
IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat, besaran kontribusinya 
sebagai berikut : 
a. DikJatpirn tingkat U Rp 30.000.000,00/0rang/Kegiatan 
b. Diklatpim tingkat Ill Rp 22.000.000,00/0rang/Kegiatan 
c. DikJatpim tingkat IV Rp 20.000.000,00/0rang/Kegiatan 

(10) Selain biaya kontribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (6), khusus 
bagi peserta Diklatpim 11 diberikan pula biaya transport secara at cost 
dan biaya taksi sesuai bukti pengeluaran rill yang digunakan hanya 
untuk keperluan offkamp·us da.n diberikan selama pelaksanaan diklat 
berlangsung. 

(11) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Pe1atihan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Badan Diklat 
Kementerian Dalam Negeri dan Diklat Pelayanan Publik, besaran 
kontribusinya dan waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleb pibak penyelenggara. 

(12) Biaya kontribusi bagi peserta diklat prajabatan/latsar untuk Calon 
Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(13) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan 
kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, 
diberikan biaya transpor secara at cost dan biaya taksi yang dibayarkao 
sesuai dengan biaya riil, serta uang harian, sesuai waktu yang 
tercantum dalam SPT dan dapat diberikan biaya penginapan 1 [satu] 
hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang 
dibayarkan secara at cost berlaku pada kondisi dimana tidak 
memungkiokan perjalanan (keberangkatan) dilakukan pada hari yang 
sama dengan pelaksanaan kegiatan, serta dapat diberikan besaran 
uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3). Apabila 
pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, rnaka uang harian 
diberikan maksimal 5 (lima) bari. 

(14) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan 
kontribusi namun penginapannya tidak ditanggung oleh penyelenggara 
dan konsumsinya hanya diberikan secara Half Day /Full Day (makan 
siang) maka diberikan biaya transpor secara at cost, biaya taksi 
dibayarkan secara riil dan uang harian yang besarannya sesuai dengan 
Daerah tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Ayat ( 1) huruf a, 
serta dibcrikan biaya penginapan secara at cost sesuai waktu yang 
tercantum dalam SPT. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (litna) 
hari, maka uang harian diberikan maksirnal 5 (lirna) hari. 

(15) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akomodasi 
maupun transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang 



No Jenis Program Narna Program Satuan/Lama Anggaran Satuan 
Peninakatam Pelaksanaan IRol 

J. Diklat Pim IJ Peserta Rp 30.261.000,00 
/3 Bulan 

2. Diklat Pim ill Peserta Rp 22.000.000,00 
/3 Bulan 

3. Diklal Pim IV Peserta Rp 20.000.000,00 
/3 Bulan 

4. Bimtek Manajemen Pemerintaba Peserta Rp 2.000.000,00 
/Diklat Dae rah Tingkat /2 Hari 

Kehrrahan, Tingkat 
Kecarnatan, Tingkat 
Kabuoaten 

5. Diklal Laporan Pesert.a/2 Hari Rp 2.000.000,00 
Penyclcn(lgslraan 
Pemerintah Daerah 

6. Bimtck Pengenalan Tu gas Peserta/ 3 Hari Rp 2.000.000,00 
/Oiklal Anzeota DPRD 

7. Pelatiban Pengembangan Tenaga Peserta/ 3 Harl Rp 2.600.000,00 
Pemeriksa dan Apararur 
Pengawasan 

8. Bimtek Audit Kinerja Tenaga Peserta/3 Hari Rp 2.500.000,00 
/Pelatihan Pemerlksa dan Aparatur 

Pem,awasan 
9. Diklal Auditor Peserta/3 Harl Ro 2.500.000,00 
10. Bimtek Manajemen Rumah Sakit Peserta/3 Harl Rp 2.500.000,00 

/f>elatihan 
I l. Birntek Pengadaan Barang/ Jasa Peserta/3 Hari Rp 6.000.000,00 

Pemerintah 
12. Diklat Penyusunan Program Peserta / 3 Harl Rp 2.500.000,00 

dan Rencana Keria 
13. Diklat Assessor Peserta Rp 8.000.000,00 

/2 Minzzu 
14. Bimtek Keuangan Peserta/ 3 Harl Rp 2.500.000,00 

/Diklat 
15. Bimtek Diklat Barauz dan Aset Peserta/ 3 Hari Ro 2.500.000.00 
16. Bimtek Pengelolaan Retribusi Peserta/ 3 Harl Rp 2.500.000,00 

clan Paiak 

harian sesuai waktu yang tercantum dalam SPT sebagaimana 
tercantum pada ayat (3) dan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari 
sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang 
dibayarkan secara at cost berlaku pada konclisi dimana Lidak 
memungkinkan perjalanan (keberangkatan] dilakukan pada. hari yang 
sama denga.n -pelaksanaan kegiatan. Apabila pclaksanaan kegiatan 
lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) 
hari. 

(16) Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek yang tidak menggunakan biaya 
kontribusi, serta akomodasi dan biaya transpomya tidak ditanggung 
oleh penyelenggara, maka diberikan bia_ya transpor secara at cost, biaya 
taksi dibayarkan secara rill dan uang harian yang besarannya sesuai 
dengan Daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Ayat ( 1) 
huruf a, serta diberikan bia.ya pengina.pan secara at cost sesuai waktu 
yang tercantum dalam SPT. Apabila pelaksanaan kegiatan lcbih dari 5 
(Hrna) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari. 

( 1 7) Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelakeanaannya lebih atau 
sama dengan 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari, yang 
akomodasi dan transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan 
uang harian scsuai masa pelaksanaan yang besarannya sebagaimana 
tercantum pada ayat (3). 

(18) Dalam hal kegiatan Diklat/Bimtek/Pelatihan dilaksanakan oleh 
BKPSDM, maka ditetapkan sebagai berikut : 



(19) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Bararrg dan Jasa 
Setda Kota Kendari dimana untuk menunjang pelaksanaan tugas 
diperlukan tenaga yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), 
ditetapkan biaya kepesertaan kegiatan Bim.tek dan Sertifrkat PBJ yang 

17. Pelatihan Dasar-Dasar Inteliien Pcscrta/ 3 Harl Rn 3.000.000,00 
18. Diklnt Penanggulangan Peserta/3 Hari Rp 2.500.000,00 

Bencana/Tanggap 
Benco.na 

19. Pelatihan Teknis Pcnanggulangan PescrL.a/3 Hari Rp 2.500.000,00 
Bencana Baniir 

20. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pcscrta/ 3 Hari Rp 2.500.000,00 
/Dildat Komunikasi Massa! Bagi 

An<1uota Sarool PP 
21. Diklat Sertifikasi Guru Peserta Rp 10.000.000,00 

/24 Bulan 
22. DikJat Bcndahara§.ekolab Pcsc;rta/3 Hari Ro 2.500.000 00 
23. Diklai Diyersifikasi Panaan Peserta I 3 Haci Ro 2.500.000,00 
24. Pclatihan Tanggap Darurat Peserta/3 Hari Rp 2.500.000,00 

Bencana Kebakaran 
25. Birntek Program Pernberdayaau Pese,ta/2 Hari Rp 1.500.000,00 

Fakir Miskin dan 
Penyandang Masalah 
Kcseiahteraan Sosial 

26. DilclaL Manajem;,,, Rekayasa Peserta/ 3 Had Rp 2.500.000,00 
Lalu Lintas 

27. Pelatihan Pemandu Wisata Peserta/2 Hari, Ro l,500.000.00 
28. Bimtek Manajemen Peseri.a/2 Harl Rp 2.000.000,00 

LDiklat Kependudukan dan Canil 
29. Bimtek Pclayanan Penerbitan Pcscrt.a/2 Hari Rp 2.000.000,00 

Akta Pencatatan Si oil 
30. Pelitiha-;, Dasar Fungsional Pcscrta Rp 12.000.000,00 

- Penvuluh Pertanian Ahli I 1 Bllhtn 
31. Pclatihan Dasar Fungaional Peserta Rp 12.000.000,00 

Pcnyuluh Pertaulan / i. Bulan 
Terarnpil 

32. Pelatihan Budidava Perikanan Pescrta/z Hari Rn 2.000.000,00 
33. Diklat Penvuluh Perikanan Peserta I 3 Harl Rn 3.000.000 00 
34. Pelatihan Sistem lnformasi Online Peserta/ 3 Hari Rp 3.000.000,00 

Perlindungan 
Peremcuan 

35. Pelatihan Teknis Pengolahan dan Peserta / 3 Hari Rp 2.500.000,00 
Pengembangan Teknologi 
lnformasi Proaram KB 

36. Pelatihan Petugas R/ R Klinik dan Peserta/2 Harl Rp 2.000.000,00 
PLKB 

37. Pelatihan Konseling KB bagi Peseta/2 Hari Rp 2.000.000,00 
Penvuluh KB 

38. Pelatihan Teknis Bidang Tcknologi Peserta/ 3 Hari Rp 2.500.000,00 
Jnformatika Komouter 

39. Pelatihan Network Adrninietrasi Peserta/ 3 Harl Rp 2.500.000,00 
Tinzkat Dasar 

40. PelaW,au Graphic Design Tingkat Peserta/3 Hari Rp 2.500.000,00 
Dasar 

41. Pelatihan Web Design Tingkat Peserr.a/ 3 Harl Rp 2.500.000,00 
Dasar 

42. Bimtek Penanarnan Modal Peserta l 3 Harl Rn 2.500.000 00 
43. Diklat Manajemen Pescrta/2 Hari Rp 2.000.000,00 

Pernustakaan 
44, Birntek Kearsipan Peserta/2 Hari Rp 2.000.000,00 
45. Bimtek Sistem lnformasi Pesertaj 3 Hari Rp 2.500.000,00 

/Diklal Kesehat.an 
46. Bimtck Pengelolaan Program Peserta/ 3 Hari Rp 2.500.000,00 

/Diklat Kesehat.a.n 



: Rp 900.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 800.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 600.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 600.000,00/0rang/Kegiatan 

: Rp 67!'>.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 600.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 450.000,00/0rang/Ke.giatan 
: Rp 450.000,00/0rang/Kegiatan 

: Rp 450.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 400.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 300.000,00/0rang/Kegiatan 
: Rp 300.000,00/0rang/Kegiatan 

1) Penanggung Jawab 
2) Ketua/Wakil Ketua 
3) Sekretaris 
4) Anggota 

b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari : 
l)PenanggungJawab 
2) Ketua/Wakil Ketua 
3) Sekretaris 
4) Anggota 

c. Lama Diklat lebih dari 30 hari : 
l)PenanggungJawab 
2) Ketua/Wakil Ketua 
3) Sekretaris 
4) Anggota 

tempat penyelenggaraannya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
sebesar Rp 5.500.000,00/Peserta. 

(20) Dalam rangka kegiatan Bimtek Sertifikasi Profesi untuk 
Mentor/Pendamping UMK.M (Non ASNI maka ditetapkan biaya 
kontribusi sebesar Rp 2.750.000,00/0rang/Kegiatan. 

(2l) Dalam rangka kegiatan Bimtek Bisnis untuk Mentor/Pendamping 
UMKM (Non ASN} maka ditetapkan biaya kontribusi sebesar 
Rp2.750.000,00/0rang/Kegiatan. 

(22) Dalam rangka kegiatan Uji Kornpetensi BNSP untuk Mentor UMKM 
(Non ASN) maka ditetapkan biaya kontribusi sebesar 
Rp3 .000 .000 ,00 / Orang/Kegiatan. 

(23) Dalam rangka bimbingan teknis pembentukan Calon 
Mentor/Pendamping UMKM Kota Kendari ditetapkan biaya kontribusi 
sebesar Rp 1.128.777,00/0rang/Kegiatan. 

(24) Dalam rangka pelatihan unit kompetensi dan ujian kompetensi BNSP 
RI ditetapkan biaya kontribusi sebesar 
Rp4.371.223,00/0rang/Kegiatan. 

(25) Dalam rangka pelaksanaan Diklat kepamongprajaan, maka ditetapkan 
biaya kontribusi sebesar Rp 7:275.000,00/0rang. 

(26} Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
(Diklat), maka ditetapkan honorarium sebagai berikut: 
a. Penceramah Rp l.000.000,00/0rang/Jam/Pelajaran 
b. Pengajar yang berasal dari Juar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara Rp 300.000,00/0rang/Jam/Pelajaran 
c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara Rp 200.000,00/0rang/Jam/Pelajaran 
d. Penyusunan Modul Diklat Rp 5.000.00Q,00/Modul 

(27) Honorarium Panitia penyelenggaraan kegistan Diklat, sebagai berikut : 
a. Lama Diklat s.d, 5 hari : 



SERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR g 

Diundangkao di Kendari 
pada tanggaJ 11 - 3 - 2026 

2 

PARAF KOORDINASI 
NO INSTANSIIUNITKERJA PARAF 

1 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 11 - ,; - 2026 

Pasal II 
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